
KEDUDUKAN JAMINAN DALAM MBISYARAKAH PADA 

BANK TABUNGAN NEGARA SYARlAH CABANG MALANG 

Oleh : 

RAYNO DWI ADITYO 

Nomor Mhs : 10912555 

BKU : Hukum Ekonomi Islam 

Program Studi : llmu Hukum 

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

201 2 



KEDUDUKAN JAMINAN DALAM MUSYARAKAH PADA BANK 

TABUNGAN NEGARA SYARlAH CABANG MALANG 

Oleh : 

RAYNO DWI ADITYO 

Nomor M hs : 10912555 

BKU : Hukum Ekonomi Islam 

Program Studi : llmu Hukum 

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke 
Dewan Penguji dalam Ujian Tesis 

Pembimbing 

Drs. Agus Triyanta, MA. MH., PhD. Tanggal, 16 Deserr~ber 201 1 

Tanggal ... .. . . . . . . .. . . . .. . . ... . 



KEDUDUKAN JAMINAN DALAM MUSYARAKAH PADA BANK 

TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG MALANG 

Oleh : 

RAYNO DWI ADITYO 

Nomor Mhs : 10912555 

BKU : Hukum Ekonomi Islam 

Program Studi : llmu Hukum 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 
pada tanggal 13 Januari 2012 dan dinyatakan LLlLUS 

Tim Penguji - 
Ketua 
Drs. Agus Triyanta, MA., MH., PhD. 

Anggota 
Bagya Agung Prabawa, S.H., M.Hum. 

Anggota 
Nurjihad, S.H., M.H. 



Untaian Kata Mutiara Dan Bersembahan 

(Lyric: Pristiwa Subuh) 



PERNYATAAN ORlSlNALlTAS 

Tesis Dengan Judul : 

KEDUDUKAN JAMINAN DALAM MUSYARAKAH PADA BANK TABUNGAN 
NEGARA SYARlAH CABANG MALANG 

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikar! 
keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. 

Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk 
menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh 

Program Pascasarjana Fakultas H ~ ~ k u m  Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, 14 Februari 2012 

Rayno Dwi bdityo 



ABSTRAKSI 

Tesis ini berjudul "Kedudukan Jaminan dalam Musyarakah pada Bank Tabungan 

Negara Syariah Cabang Malang. " Rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah 

pelaksanaan musyarakah pada BTN Syariah cabang Malang? 2. Bagaimanakah kedudukan 

jaminan pada musyarakah dan ditinjau dari asas keadilan dalam hukum perjanjian Islam. 

Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan 

musyarakah pada BTN syariah cabang Malang dengan turut mengkomparasikan teori-teori 

musyarakah dan melihat kedudukan jaminan dalam musyarakah pada bank tersebut serta 

melihat sikap BTN syariah cabang Malang menetapkan aspek jaminan ini dihadapkan dengan 

fatwa DSN yang membolehkan (mubah) adanya jaminan pada musyarakah. 

Objek penelitian ini adalah musyarakah dan kedudukan jaminan dalam musyarakah 

pada BTN Syariah Cabang Malang. Sumber data yang terdiri dari data primer, data sekunder 

dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan interview, observasi, studi dokumentasi dan 

kepustakaan. Metode pendeketan bersifat yuridis sosiologis yang tetap bersandar pendekatan 

konseptual teori dengan dilengkapi fakta di lapangan. Analisa data dengan teknik deduksi ke 

induksi atau sebaliknya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyarakah telah berubah dalam arti 

berkembang secara signifikan dari bentuknya yang sederhana dalam dunia perbankan 

khususnya di BTN syariah cabang Malang. Kedudukan jaminan dilakukan oleh pihak bank 

secara wajib padahal dalam fatwa DSN hanya mubah, ha1 ini sebetulnya menimbulkan 

konsekuensi akibat hukum yang berbeda, sedangkan dalam ha1 keadilan dalam hukum 

perjanjian Islam seluruh mekanisme pembebanan yang dilakukan pihak bank belum 

sepenuhnya memenuhi susbtansi keadilan dalam perjanjian hukum Islam. 

Kata Kunci: Musyarakah, Jaminan, Keadilan, Fatwa DSN, Pelaksanaan,Wajib, dan 
Mubah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi Islam saat ini menunjukkan proses yang sangat 

pesat. Salah satu dari wujudnya ialah bank syariah. Sebelwn berbicara lebih jauh 

perlu rasanya dipahami kembali apa h g s i  utama bank sebenarnya Fungsi 

utarna bank ialah sebagai lembaga perantara keuangan (Intermediary Finansial). 

Lembaga keuangan (Finansial) adalah setiap perusaham yang setiap kegiatan 

usahanya berhtan dengan bidang keuangan.l Sedangkan lembaga perantara 

(Intermediary) adalah lembaga keuangan sebagai penghimpun dana secara 

langsung &ri masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana. 

Fungsi bank menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan adalah perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional &lam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak. Pemerintah dalam ha1 ini dapat menugaskan dunia 

perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan 

sektor-sektor perekonomisn terte.tu.3 

Andri Soemitra, Bank dan Lernbaga Keuangan S'riah, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Kencana 
Ilmu, 2009), hlm. 29. 

Ibid, hlm. 3 1 .  
Muhammad Djumhana, H u h  Perbankan di Indonesia, Cetakau Ketiga, @andung: Citra 

Adiya Bhakti, 2000), hlm. 86. 



Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi 

bank tertera pa& Pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa fungsi bank adalah 

segala sesuatu yang menyangkut dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian 

dilanjutkan dengan Pasal 1 ayat 2 yaitu bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat &lam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentu kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.4 Tidak jauh berbeda definisi 

fungsi bank yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 2 bahwa, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Dengan demikian penulis pahami, secara garis besar fungsi bank sebagai 

Jinancial intermediary adalah segala bentuk kegiatan bank dalam menghimpun 

dana dm menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk jasa 

Dapat dihhat pada Komisi Informasi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan 
atas Undang-undag Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
http://www.kornisi~nformasi. go.id/8ssest/data/arsi~/uu-bank-1 0-1998.pdfdf Akses tanggal 16 Juli 201 1 . 

Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Spriah Titik Temu HuAum Islam dan Huhm 
nasional, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Nm. 260. 



pelayanan kredit maupun pinjaman yang diarahkan derni peningkatan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Top& yang penulis angkat yaitu pada wilayah perbankan syariah sebagai 

suatu usaha syariah yang eksistensinya sangat berkembang dewasa ini. Bank 

Indonesia telah membuat ketentuan berdasarkan prinsip syariah daIarn PI31 No. 

7/46/PBI/2005. Ketentuan-ketentuan persyaratan minimum akad-akad tersebut 

disusun dengan berpedornan pada &twa DSN. Kegiatan-kegiatan itu antara lain: 

1. Penghimpunan dana yang terdiri dari giro berdasarkan prinsip wadi'ah, 

tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah dan deposit0 

be rjangka berdasarkan prinsip mudharabah. 

2. Penyaluran dana yang meliputi: 

a. Prinsip jual beli yang terdiri dan murabahah, istishna, dan salam. 

b. Prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah dan mwyarakah. 

c. Prinsip sewa menyewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik, dan; 

d. Prinsip pinjarn meminjam berdasarkan akad qardh. 

3. Jasa pelayanan yang terdiri dari wahlah, hawalah, kafalah, dan mhn.6 

Secara garis bear contoh beberapa produk yang ada pada bank syariah 

memiliki varian produk yang beragam, di  antaranya: 

1. Al-Murabahah (jual beli bamng pada harga asal dengan tarnbahan 
keuntungan yang disepakati); 

2. Baz ' al-Salam (pembelian barang yang diserahkan kemudian hari), 
3. Bai ' al-Istishna '(bagian dan akad bai'al-Salam yang biasanya digunakan di 

bidang m a n u u r ) ;  
4. AI-Ijarah (akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian); 

Wirdyaningsih, (et. All), Bankcian Asumnsi Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: 
Kencana Ilmu dan BP FH UI, 2005), hlm. 101. 

3 



5 .  Al-Musyarakah (percampuran antara sesuatu dengan lainnya dalarn ha1 
kontrak kerja); 

6. Al-Qard (pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta 
kembali); 

7 .  Al-Kafalah (jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada plhak ketiga 
untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung); 

8. Al- Wakalah (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat); 
9. Hiwalah (pemindahan tanggung jamb hutang); 
10. Al- Wadi 'ah (mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan 

cara tertentu); 
11. Dhaman (penggabungan dua beban untuk membayar hutang, menggadaikan 

barang atau mengbadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan); 
12. Rahn (gadai). 

Beraneka ragam varian produk bank syariah di atas, penulis tertarik dengan 

salah satu produk yaitu musyarakah. Produk pembiayaan musyarukah ialah 

kerjasarna antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha 

tertentu atau kontrak kerja dengan akad. Muyarakah pa& perbankan syariah 

ialah bagian dm salah satu aspek penyaluran dana (pembiayaan). Pada Undang- 

undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, produk rnusyaPakah 

tidak dijelaskan secara implisit dm dikatakan sebagai penyaluran pembiayaan 

bagi hasil masuk pada Bab IV tentang Jenis dan Kegiatan usaha.8 Pada 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang selanjutnya disingkat KHES, 

pengertian musyarakah terdapat di dalam Pasal 20 angka 3 buku 11 KHES. 9 

Muhammad Firdaus (et. all), Cara Mudah Memahami Akad-akad Spriah, Brief Case Book, 
Cetakan Pertama, (Jakarta: Renaisans, 2005), hlm. 24-84. 

Lihat dalarn UU No. 2 1 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terutama Pasal 19 ayat 1 
poin (c) berkaitan dengan pembiayaan. 

Suyud Margono, (et. All), Kompilasi Hukum EkommiSyariah @Ha)), Cetakan I'm, 
(Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri dan Law Firm Suyud Margono), hlm. 92. 



Dasar hukum praktik pembiayaan musyarakah adalah fatwa DSN no: OSIDSN- 

MUIAVI2000. Mmyarakah adalah aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan seuatu kegiatan usaha tertentu, masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Sementara 

keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi 

secara proporsiond atau sesuai dengan kesepakatan bersama.10 Secara garis 

besar konstruksi hukum pembiayaan musyarakah adalah akad ke rjasarna seperti 

perseroan, persekutuan, atau serikat dagang dan kongsi.1 l 

Pembiayaan musyarakah mengkaitkan dengan dengan hubungan transaksi 

atau akad dua orang atau lebih (para syarikh) yang mereka sepakat untuk 

melakukan kerja secara finansial dengan tujuan mencari keuntungan.12 Akibat 

hubungan para berserikat (para syarikh) ini kemudian muncul akibat hukum 

berupa kontrak kerja dan pemenuhan atas prestasi pada masing-masing pihak, 

serta akibat hukum ini muncul hak dan kewajiban. Hak dan kewaj iban adalah dua 

sisi yang berhubungan secara timbal balik. Hak salah satu pihak merupakan 

kewaj iban pihak lain, begitu pula sebalhya dengan kewaj iban, keduanya 

merupakan kepentingan yang ada &lam masyarakat atau perorangan. Karena hak 

berupa sesuatu yang h a m  diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang 

lo  M. Yasid Affandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dahm Lembaga Keuangan 
Sjuriah, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), blm. 144 

Israini H. dm Muh. H. Giharto, Kamus Perbankan Syariah Dilengkapi Penjelasan Singkat 
dan Perbandingan dengan Bank Konvensional, Cetakan Pertama, (Bandung: Maqa, 2007), hlm. 56. 

l2 M. Islamail yusanto dan M. Karebet, Menggagas Bisnis Islami, Cetakan Pertama, (Jakarta: 
GIP, 2002), hlm. 126. 



harus ditunaikan. l3 

Penulis fokus pada pokok permas- seputar mwyarakah dan 

kedudukan jamhamya, karena menurut penulis terdapat kesenjangan antara 

idealita (das sollen) dan pada tahapan realitanya (dm sein). Pertama, d h  

penelitian ini mencoba melihat bagaimana pola-pola bentuk produk pembiayaan 

musyarahh dari mulai bentuk persekutuan (syipRah) atau musyarakah sampai 

pada pembiayaan musyxmkah baik secara teori, regulasi, maupun secara 

implementasi. Permasalahan pertama ini tidak bermaksud mencari kelemahan 

tetapi lebih pada sistematisasi pola pembiayaan musyarakah. Kedua, penulis 

menemukan adanya aspek jaminan pada pola kontrak kerja pembiayaan 

musyarakah, yaitu fatwa DSN No:8/DSN-MUUNl2000 tentang Pembiayaan 

Musyarakah dalam keputusannya poin 3 huruf (a) sub (3) dikatakan bahwa pada 

prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat 

merninta jaminan.14 

Jika luta memahami kata-kata fatwa DSN tersebut yang mengatakan ' F a  

prinsipsinya &lam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namuan untuk 

menghindanYI terjadinya penyimpangan L J S  dapat meminta jaminan," maka, 

dalam pikiran kita akan muncul tanda tanya bagaimana posisi dalam ha1 ini 

l3 Ulfah Fauziah Hidayati, h~://www.scribd.~0m/docl57989531Konsep-Perikatan .html . 
"Konsep Perihtan Dalam Islam ", Akses 16 Juli 20 1 1 . 

l4 Tim Pustaka Zeedny, Himpunan Undang-Undang dan Peraturn Pemerintah tentang 
Ekonomi Spriah, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), hlm. 1.55. 



implementasi perbankan syariah merespon clan menafsirkan serta menerapkan 

fatwa tersebut, apa bank syariah menempatkan pembolehan jaminan sebagai 

sesuatu yang wajib atau sesuatu yang dipahami altematif (diposisikan 

ibahah/mubah seperti &lam AI-Ahkam AI-Khamsah),lS ketika dituangkan dalarn 

akad perjanjian produk musyarakah ini. 

Lalu penelitian ini akan mencoba men& jawaban seperti apa sebenarnya 

kedudukan jaminan ini dalam musyamkah, jaminan apa yang digunakan dalam 

produk tersebut, apakah dengan hafala ataukah sama dengan jaminan yang a& 

pada bank konvensional di mana digunakan secara merata dalam keperdataan 

kita dan tidak lupa mempertimbangkan keadilannya berdasarkan aspek dari asas 

keadilan dalam hukurn perjanjian Syariah. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam pelaksanaan pembiayaan 

musyarakah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang yang selanjutnya 

disingkat dengan BTN Syariah Cabang Malang melaksanakan produk 

musyamkah di lapangan. Penulis mencoba meilhat apakah dalam pelaksanaannya 

antara das sollen dengan das sein lebih dekat dengan teori-teori dasar fikih atau 

regulasi yang dimmuskan DSN dan melihat bagaimana kedudukan jaminan, 

mernahami htwa DSN berkaitan dengan jaminan dalam musyarakah pada bank 

Ahkamul Khamsah atau Al-Ahkam Al-Khamsah adalah lima kategori kaidah penggolongan 
tingkat hukum (taklif;) yang terdin dari jaidibahahhubah kemudian berlanjut sunnat ketingkat wajib 
dan makruh ketingkat h a m ,  &pat dilihat pada Muhammad Daud Ali, Huhm Islam Pengantar Iimu 
H u h  dan Tam Huhm Islam di Indonesia, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), blm. 
59. 



BTN Syariah Cabang Malang. Jika diketemukan kesenjangan yang cukup jauh 

baik dalam teori-teori dasar serta regulasi, dapat memun- memunculkan 

akibat hukum yang berbeda pula Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti 

lebih h j u t  dengan judul Kedudukan Jaminan dalam Musyarakah @a Bank 

Tabungan Negara Syariah Cabang Malang. 

B. Permasatahan 

Bahwa berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penunusan 

rnasalah yang akan dibahas &lam penelitian ini yaitu: 

1 .  Bagaimanakah pelaksanaan musyamkah pada bank BTN Syariah Cabang 

Malang? 

2. Bagaimanakah kedudukan jaminan pada musylrrakah dan ditinjau dari asas 

keadilan &lam hukum perjanjian Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Selain pada permasalahan pokok di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penulis ingin mengetahui bagairnana sistematika produk pembiayaan 

musyarakah dan tahapan teori, regulasi, sampai pada tahapan implementasi. 

2. Penulis ingin mencari jawaban tentang seperti apa kedudukan jaminan pada 

produk pembiayaan musyarakah ini menyikapi, mena6sirkan dan 

memposisikan fatwa DSN yang menerangkan adanya jaminan pada produk 

tersebut. 

3. Penulis juga ingin mendapatkan pemaharnan aspek jaminan ditinjau asas 



\ 

k*diw dalam hukum perjanjian Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang mungkin dapat diambil dalam penulisan hukum ini 

adalah: 

1. Hasil penulisan hukum ini diharapkan secara teoritis berguna untuk 

menambah kekayaan literatur dan sejauh mana kernajuan yang telah dicapai 

perbankan syariah di Indonesia. 

2. Bagi kepentingan praktis penulis diharapkau dapat dijadikan salah satu 

penambah wawasan keilmuan dalam bidang aspek muamalah khususnya 

dalarn perbankan syariah dan juga lingkup hukum perdata Islam, juga agar 

dapat terus menght i  keadaan yang semakin berkembang, untuk praktts 

civitas akademik dlharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang 

pembahasan mengenai produk-produk hukum Islam dalam perspektif hukum 

positif, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur dan diharapkan 

bagi masyarakat akan menambah wawasan pernaharnan tentang Hukwn- 

hukum Islam dalam perspektif hukum positif Indonesia yang sedang 

berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi interpertasi sehingga 

dapat membudayakan sikap terbuka diantara rnasyarakat itu sendiri. 

E. Kerangka Teori 

1. Musyarakab 

Secara Lughawi: musyarakah berasal dan kata Syaraka, yusyariku, 

musyam 'atan dari fiil madli stulasi mujanad syara 'a artinya bersekutu. 

Syaraka (dengan tarnbahan dim di ain _fi 'il) bermakna saling bersekutu. M. 

Yasid Affandi dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah dun 



Implementasznya dalam Lembaga Keuangan Syariah, akad musyarakah sering 

disebut juga dengan istilah akad syirkah. Secara istilahi beberapa mahzab 

memberikan definisi yang berbeda ulama mahzab Maliki memberikan definisi 

musyarakah sebagai suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang 

yang berkerja sama terhadap mereka. Mahzab Syafi'i dan mahzab Hambali 

memberikan pengertian sebagai hak bertindak secara hukum bagi dua orang 

atau lebih pada suatu yang mereka sepakati. Ulama mahzab Hanafi mengatakan 

akad yang dilalcukan oleh orang-orang yang bekerja sama d a b  modal dan 

keuntungan. 

Wahbah Zuhaily mendefinisikan berupa akad dua omng yang bersekutu 

daIam modal dan keuntungan, ia adalah akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan rislko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ayat yang dljadikan landasan 

"Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat zhr 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kenurli omng yang 
beriman dun mengedakan amalshaleh. " (QS. As-Shaad [38]: 24). l6  

Hadis qudsi menyebutkan: 

' A h  adalah yang ketiga dun' dua omng yang bersehtu sehma keduanp tidak 
salmg benk-hhnat. Bila salah samnya berkhianut, maka Aku keluar 

l6 Wahbah Zuhaili, Fiqih ZsZam Wa AdiZZamhu, Dikutip dari M. Yasid Afandi, Op Cis, hlm. 
121. 



daripadanya. " (HR Abu Daud h n  Hakim). 

2. Produk Pembiayaan Musyarakah 

Penulisan ini berdasar pada hukum Islam yang terintegrasi &lam hukum 

positif di negara kita. Hukum dogmatik atau hukurn positif adalah hukurn yang 

sedang berlaku dalarn suatu negara atau bangsa Menurut penggolongannya 

terbagi dua yaitu hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan yang 

sedang berkembang di masyarakat. Ilmu dogmatik adalah ilmu yang tidak 

dapat diukur atau dinilai dengan bentuk ilmu yang lain cirinya : empirikal 

analistis, sistematis, mengintepretasi, menilai hukum yang berlaku, penerapan 

hukum dan karakter politik. Kesimpulannya bahwa hukum dogmatik 

menganalisis hukurn positif yang sedang berlaku disuatu negara. 18 

Produk pembiayaan musyarahh yang terdapat pada hukum positif kita, 

pengertiannya terdapat di dalam Pasal20 angka 3 buku 11 KHES. Dasar hukurn 

praktik pembiayaan musyarahh adalah fktwa DSN no: 0 8 / D S N - ~ / 2 0 0 0 .  

Musyarakah adalah aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan seuatu kegiatan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Sementara keuntungan 

yang diperoleh maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara 

l7 Ibid 
l8 H Salirn, Perlembangan Teori dalam llmu Huhm, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009), hlm. 7 1. 



proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan 

musyarakah mengkatkan dengan hubungan transaksi atau akad dua orang atau 

lebih (para sprikh) yang mereka sepakat untuk melakukan keja secara 

fmansial dengan tujuan mencari ke~ntungan.2~ 

3. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum &lam dan Term Keadilan Dalam 
Islam 

Pejanjian h u h  Islam terdapat asas-asas, di mana asas tersebut sangat 

fundamental kedudukannya, asas tersebut yaitu: 

a. Asas Ibahah (Mabda' al-Ibahah), yaitu asas m u m  h u h  Islam dalam 
bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam -urn "pa& 
asasnp segala sesuatu iiu boleh dilahkan sampai ada dalil yang 
melarangnya ". Asas tersebut berbanding terbalik dengan asas pada ibadah; 

b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda ' Humyyah at-Ta 'aqud), suatu prinsip 
hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis 
apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam 
undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja ke dalarn akad yang 
dibuatnya itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan ham 
sesama dengan jalan bathil; 

c. Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha 'iyph) yang mengatakan bahwa 
untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat 
antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu; 

d. Asas Janji Mengikat di mana dalam Al-Quran dan Hadits terdapat banyak 
perintah agar memenuhi janji dan ada kaidah ushul fkih yang mengatakan, 
"perintah itu menunjukkan wajib", hal ini menunjukkan bahwa janji itu 
mengikat dan wajib dipenuhi; 

e. Asas Keseirnbangan (Mabda ' at-Tmamn Ji al& 'madhah) yaitu asas 

l9 M. Yasid Affandi, Op Cit, hlm. 144. 
20 M. Islamad yusanto clan M. Karebet, Lac Cit.. 



keseimbangan dalam bertransaksi antara apa yang diberikan dengan apa 
yang diterima tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami 
ketidakseimbangan prestasi yang mencolok; 

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan) yaitu dimaksudkan bahwa akad 
yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemslahatan bagi 
mereka clan tidak boleh menimbulkan kemgian atau keadaan memberatkan; 

g. Asas Amanah yaitu bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik 
dalam bertatransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah saw 
pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya, dan; 

h. Asas Keadilan (mabda ' al-adl) bahwa keadilan adalah tujuan yang hendak 
diwujudkan oleh semua hukum. Adil dalarn hukum Islam merupakan 
perintah Al-Quran, salah satu ayatnya yaitu QS. 5:8.21 

Berkaitan dengan asas keadilan di atas, menarik dikaji bagaimana keadilan 

itu dalam perspekttf hukum Islam, ha1 ini menunjukkan bahwa terma keadilan 

itu terintegrasi dalarn ajaran Islam, beberapa pengertian berkaitan deng8n tefitia 

keadilan di antaranya: pertam, teofi keadilan dalam terma al- 'ad1 yang berarti 

"sarna", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu 

pihak tidak akan terjadi hal "persamaan"; kedua, teori keadilan dalam terma al- 

Qisth yang memildu arti "bagian" yang wajar clan patut. Keadilan di sini tidak 

harus menunjukkan pada "persamaan" dan shtnya yang lebih umwn; ketiga, 

teori keadilan dalam terma al-Mizan, kata ini berasal dari kata wazn yang 

berarti timbangan. Tirnbangan ini mengarahkan pemahaman sebagai sebuah 

21 Syamsul Anwar, Hukum Petjanjian Spriah Studi Tenrang Teori Akad D a h  Fikfh 
Muamakat, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 92. 

13 



isntrumen alat yang memiliki makna penegakan Hukum.22 

4. Aspek Jaminan 

Jaminan dalam fiqh muamalah, menurut Wahbah Zuhaili, kcrfalah 

('jaminan), hawalah (pengalihan hutangjanjak piutang), dan rahn ( g a b )  masuk 

pada bentuk akad al-lstiitsuuq (penguatan, pernastian, penjaminan) saling 

berkaitan dalam sebuah penja~ninan.~~ Ketiganya merupakan bagian dari apa 

yang disebut jaminan dari sebuah hutang, pengertian secara rinci akan 

diterangkan sendiri dalam bab II dalam sebuah kajian teori, tetapi pengertian 

secara umum yaitu: 

a. Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh 
penanggung @fir) kepada pihak kedua atau yang ditanggung (mawt). 
KaMah dapat berarti mengalihkan tanggung jamb seseorang yang dijamin, 
atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan.24 Dasar hukwnnya: 

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Ra*, dun siapa yang 
dapai mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan fieberat) beban 
unta, dan aku menjamin terhadapnya. " (QS. Yusuf [12] : 72). 

Dari Salamah bin Al-Akwa' ra, bahwa ke kehadapan Nabi drbawa satu 
jenazah untuk dishalatkan. Nabi kemudian bertanya: 'Apakah ia mempunyai 
utang? " Para sahabat menjawab: "Tidak. 'Nabi kemudian menyalatkannya. 
Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Nabi bertanya: 'Xpakah ia 
mempunyai hutang? " Para sahabat menjawab: "Ya. " Nabi kemudian 

22 Nurul H. Maanf, "Keadilan Daknn Islam ", 
http://nuhamaanf.blogmoot.~0~008/O9/keadi1m-dalam-i~1am~html, akses 22April2011. 

23 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6, Terjemah, Abdul Hawe al-Kattami, 
(et All), Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Buku ke 6, Cetakan Pertama, (Jakarta: GIP, 201 l), hlm. 33. 

24 Ascarya, Akzd dun Pmduk BankS'riah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Press, 
2007), hlm. 106. 



berswa: "Shalatilah temanmu itu oleh Ralian. " Berkata Abu Qatadah: 
"&p yang menanggung utangnp y RasululIah." Rasulullah saw 
kemudian menyalatkannya. (HR Bukhm). 

b. Hawalah adalah pengalihan utang piutang dan orang yang 
berhutangkrpiutang kepada orang lain yang wajib menanggung, 
meneriman~a.~~ Dasar hukumnya: 

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu ahlah  kezal im.  Dan jika 
salah seorang kamu d i i k u h  (dihiwalahkan) kepada omngyng  kaya yang 
mampu, maka tumtlah. " (IR Imam Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hwairah). 

c. Ar-Rahn (gadai) adalah bentuk transaksi yang menjadikan barang berharga 
sebagai jarninan hutang (al-marhum). Dalam pinjam-meminjam atau u m g  
piutahg si pemilik uaG (al-mumhin) dibenarkan merninta jaminan kepi& 
peminjam uang (aZ-rahm) dalam bentuk barang berharga.26 Dasar 
hukumnya: 

'Vika kamu dalam perjalanan (dun bennuamalat tidak secara &mi), 
sedanghn kamu tidak memperoleh seorang penulh, maka hendirklah ada 
barang jaminan yang dipegang. " (QS. Al-Baqarah: 283). 

Jaminan dalam bank konvensional adalah jaminan yang merata digaunakan 

dalarn keperdataan. Hukum jaminan secara umum diatur dalam 1131 

KUHPerdata. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam bukunya Huhm Jaminan 

di Indonesia Pokokpokok Huktrm Jaminan dan Jaminan Perseorangan, 

jarninan dapat digolongkan dua ma- yaitu: 

a. Jaminan Perorangan, jaminan yang rnenimbulkan hubungan langsung padit 
Rrseorangan tertentu, terhadap kekayan debitor umumnya. 

b. Jaminan Kebendaan, jarninan yang merupakan hak mutlak atas suatu bendit 
dan memiliki ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, 

25 Ibid, hlm 107. 
26 Editor, H. E. Hassan Saleh, (et. All), Kajian Fiqh Nabawi dun Fiqh Konternpomr, Cetakan 

Pertama, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 392. 



dapat dipertahankan terhadap sesuatu selalu mengikuti bendanya dan dapat 
dialihakan. Jaminan kebendaan yaitu: 

1) Gadai yang diatur dalam Bab 20 buku II KUHPerdata. 
2) Hipotek yang diatur dalam Bab 21 bulcu II KUHPerdata, creditverbad 

yang diatur Stb. 1908 Nomor 542 sebagairnana tehh diubah dengan Stb. 
1 937 Nomor 1 90. 

3) Hak tanggungan, sebagairnana diatur dalam UU 4 tahun 1996. 
4) Fidusia, sebagairnana diatur dalam nomor 42 tahun 1999.27 

Berkaitan dengan jaminan dan musyarakah, dalarn fatwa DSN No:8/DSN- 

~ / 2 0 0 0  tentang Pembiayaan Musyamkah dalam keputusannya poin 3 

huruf a sub 3 dikatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah 

tidak ada jaminan, namun untuk menghindaii terjadinya penyimpangan, 

Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan.28 

Literatur fikih terdahulu aspek jaminan ini tidak dijelaskan secam rinci 

tentang kebolehannya khusus pada musyarakah ini. Islam memang mengenal 

juga dengan penjaminan tetapi penjaminan tersebut tidak dalam konteks 

musyarakah (kontrak kerja) melamkan pada konteks 'jasa' hutang piutang yang 

dikenal dengan kafilah. Abdullah Saeed dalam bukunya Menyoal Bank W r i a h  

Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, mengenai aspek 

penjaminan dalam musyarakah, seluruh empat mazhab fikih berpendirian 

bahwa si mitra adalah orang yang dipercaya. Berdasar konsep 'percaya' ini, 

mitra yang satu tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut fikih 

27 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukun Jaminan di Indonesia Pokokpkok Hukurn 
Jaminan dan Jaminan Perseomngan, Cetakan Kedua,(Yogyakarta: Liberty Offset, 2001), hlm. 46. 

28 Lihat Tim Pustaka Zeedny, Loc Cit. 



mahzab Hanafi, Sarakhsi mengatakan bahwa masing-masing mereka atau mitra 

adalah orang yang dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Sebuah 

ketentuan dalam kontrak yang menyatakan bahwa seseorang yang dipercaya 

memberikan jaminan akan dianggap tidak a& dan bata1.29 Dalarn dab satu 

buku memang ada yang menjelaskan tentang aspek jaminan ini pa& 

musyarakah tetapi diklasdrkasikan ke dalarn syirkuh usaha saja dan 

kemunculannya memang bersifat kontemporer saat ini.30 

F. Metode Penelitian 

1. ObjekPenelitian 

a. Musyarakah di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Malang. 

b. Kedudukan Jaminan &lam Musyarakah. 

2. Subjek Penelitian 

a. Tanti Wirdia Nurdiani, Relationship Manajemen, BTN Syariah Cabang 

Malang, wawancara pa& tanggal 4 November 201 1 .  

b. Usman Sulun, Karyawan BTN Syariah Cabang Malang, wawancara 4 

November 20 1 1. 

29 Sarakhsi, Mabsuth, Dikutip dari Abdullah Saeed, Islnmic Banking And Interest A Study of 
Riba And Ztr Contempom y Intetpmtation , Terjemah, Arif Maftuhin, Menpal Bank Syariah Kritik 
Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Cetakan Kedua, (Jakarta: Paramadim, 2004), 
hlm. 91. 

30 Mochamad Thohir A'ruf, Kernitraan dun Pernbagian ProJt Menulvt Hukum Islam, 
Cetakan Pertama, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), hlm. 42. 



a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis bersumber secara langsung 

di mana penelitian tersebut dilaksanakan seperti legal draft perjanjian akad 

Musyarakah; dokumen PP. MI. II. 40 dan dokwnen persyaratan pengajuan 

permohonan pembiayaan musyarakah pada konstruksi BTN Syariah 

Cabang Malang. Data primer selanjutnya bersumber pada: Fatwa Dewan 

Syariah Nasional; Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah; Himpunan UU dan PP tentang Ekonomi Syariah dan 

fatwa DSN; Undng-undng serta peratumn lainnya; Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES). 

b. Data Sekunder, yaitu penunjang data primer, di antaranya bersumber dan 

refiensi takir Al-Quran dan tafsir Hadist; buku-buku tentang teori 

pembentukan akad Islam, berhtan dengan hukum Islam yang memiliki 

kekuatan doktrin, memuat kaidah-kaidah hukum Islam, teori keadilan dan 

keadilan dalam Islam: kitab-kitab fikih Muamalah clan kitab-kitab fikih 

terkait dan hasil karya ilmiah dan hasil penelitian; 

c. Data Tersier yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap data primer dan data sekunder, di antaranya : jurnal-jumal hukum 

terkait; katnus hukum; kamus ekonomi Islam; kamus Istilah; ensiklopedi 

Hukum (hukum Islam dan hukurn positif) dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview dengan Relation Manajer BTN Syariah Cabang Malang. 

b. Observasi. 

c. Studi Dokumentasi. 

d. Studi Kepustakaan. 



5. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian ini bersifs;t yuridis sosiologis. Pada dasarnya penelitian 

yuridis sosiologis tetap bersandar pendekatan konseptual teori (nomatif), 

pendekatan undang-undang dan peraturan atau norma kemudian dilengkapi 

unsur-unsur Mcta atau implementasi di lapangan (empiris). Keterpaduan dari 

segi norma dan implementasi norma. 

6. Analisa Data 

Analisa dapat dilakukan dengan melihat jenis penelitian yang dilakukan 

penulis. Karena penelitian ini merujuk pada hukum nasional positif &lam arti 

hukum Islam dalam ranah hukum nasional dan melihat bagaimana 

pelaksanaan di lapangan, maka teknik yang akan digunakan dapat berupa 

deduksi (umum) ke induksi (khusus) atau sebaliknya. Dengan tidak 

mengabaikan antara dokrin ajaran atau asas hukum dengan aspek empiris. 

Sistematika Penulisan 

Memberikan gambaran jelas, singkat tentang isi dari penulisan h u h  ini 

maka dibuat suatu karya tulis secara sistematis agar tepat sasaran pada 

pembahasan. Penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bab. 

Bab I ini sebagai pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang 

rnasalah yang menjadi alasan pokok diadakmnya penelitian ini. Bab ini juga 

menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 

metode pendebtan. 

Bab II berisi tinjauan umum, beberapa berkaitan dengan musyarakah, 

jaminan &lam hukum Islam dan konvensional. Bab ini mengemukakan teori- 



teori dasar seam urnum tentang hal-ha1 yang berkaitan dengan penelitian dan 

pembahasan bentuk dasar akad musyarakah pada bank BTN Syariah Cabang 

Malang. 

Bab III merupakan bab dunana penulis melakukan analisis terhadap hasil 

penelitian berkaitan dengan musyarakah pada BTN Syariah kota Malang dan 

tentang kedudukan jaminan pada musyarakah sesuai dengan kajian topik 

penelitian ini. 

Bab N merupakan bab penutup dari penelitian yang telah dilakukan. Di 

dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran atas pennasalahan yang 

telah diteliti dan telah penulis simpulkan melalui komporasi terhadap teori-teori, 

pendapat dan analisa data-data lainnya yang berkaitan dengan pernasalahan. 

Daftar Pustaka adalah merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber 

rujukan penulis, di dalarnnya sudah termasuk buku, brosur, kamus, penmdang- 

undangan, dan sebagainya. 



BAB I1 
TINJAUAN UMUM AKAD MUSYARAKAH DAN JAMINAN 

A. Teori Akad 

Dalam pemaparan berikut akan dijelaskan teori akad pada huhm 

perjanjian Islam yang muatan pembahsannya yakni terdii dari definisi akad, 

tipologi akad, rukun dan syarat sahnya akad, serta berakhirnya akad. 

1. Definisi Akad 

Akad dalam hukum Islam memiliki kesamaan istilah dalam hukum 

Indonesia yaitu "perjanjian". Berasal dari kata al-'aqad yang berarti 

mengikat, menyambung, atau menghubungkan (ar-rabt). Ada beberapa 

dekisi  tentang akad (perjanjian) : ' 
a. Menurut pasal 262 M q i d  al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab 

yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang 

menimbulkan akibat hukum pada objek akad; 

b. Menurut Syamsul Anwar bahwa akad addah pertemuan ijab dan kabul 

sebagai jxrnyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan 

suatu akibat hukum pada objeknya. 

Dari definisi diatas memperlihatkan bahwa, pertama, &ad 

merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang memiliki 

konsekuensi timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan 

oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan 

mitra akad sebagai wujud dari tanggapan terhadap penawaran pihak 

pertama. 

1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah St& Tentang Teori Akad datum Fikih 
Muamatah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 69. 



Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad 

adalah pertemuan ijab yang mernpresentasikan kehendak dari satu pihak dan 

kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah 

untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah 

maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak 

melalui pembuatan akad.' Pada saat ini konsep akad telah diatur di dalam 

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi 

Hukum Ekonorni Syariah (KHES), ada beberapa definisi mengenai akad, 

a. Menurut pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank 

Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat 

adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip 

syariah; 

b. Menurut pasal20 angka 1 buku 11 KHES, akad adalah kesepakatan dalam 

suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau 

tidak melakukan perbuatan hukum tertentu; 

c. Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perilcatan antara ijab 

dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya 

akibat-akibat hukum pada objeknya. 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diperoleh unsur-unsur akad 

adalah sebagai berikut : 

- - - 

Ibid. 
AMana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, Dasar-D- Pembuatan Kontrak dm 

Aqad, Cetakan Pertama (Yogyakarta: MocoMedia, 2009), hlm. 3 1. 



a. Adanya kesepakatan, yaitu pertemuan ijab dan kabul; 

b. Adanya tindakan hukum dua pihak atau lebih; 

c. Adanya tujuan akad untuk melahirkan akibat h d ~ u r n . ~  

2. Tipologi Akad 

Menurut Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Perjanjian Syariah, akad dibedakan dalam tiplogi dilihat dari beberapa 

sudut pandang. 

Pertama, akad bernama (al-'uqud al-msamma) dan akad tidak 

bernama (al- 'uqud gair al-musamma), yang dimaksud dengan akad bernama 

ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan 

ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan 

tidak berlaku terhadap akad lain. Para fbqaha tidak sepakat tentang jumlah 

akad bernama, mereka pun tidak membuat penyususnan sistematis tentang 

urutan akad itu. Bila kita mengambil al-Kasani (w. 58711 190) sebagai 

contoh dalam karya fikihnya dapat kita lihat akad bernama itu meliputi: 

sewa-menyewa (al-ljaah); penempaan (al-istishna '); jual-beli (al-bai '1; 

penanggungan (al-kafaZah); pemindahan hutang (al-hiwahh); pemberian 

kuasa (al-wakalah); perdamaian (ash-shulh); persekutuan (a.~y-~rkah); 

bagi hasil ( a l - d a b a h ) ;  hibah (al-hibah); gadai (ar-rahn); penggarapan 

tanah (al-muzma 'ah); pemeliharaan tanaman (al-musaqah); penitipan (al- 

wadiah); pakai (al-'mijah); pembagian (alqimah); wasiat (al-washaya) 

clan perutangan (al-qardh). 

4 Ibid. 
5 Syamsul Anwar, Lock Cit. hla 77. 



Wahbah Zuhaili dalam karya fikihnya menyebutkan 13 akad 

bernama. Hanya saja kurang konsisten karena memasukkan jualah (janji 

memberi hadiah/imbalan) yang merupakan kehendak sepihak dalam dafiar 

akad yang ia kemukakan. Padahal ia sendiri menegaskan bahwa yang ia 

maksud dengan akad dalam pembahasan tentang asas-asas umum akad 

adalah tindakan hukum berdasarkan kehendak dua pihak dan menyatakan 

jualah sebagai kehendak sepihak, ketiga belas akad bernama dimaksud 

adalah: jual-beli (al-bai '1; pinjam mengganti (alqardh); sewa-menyewa (al- 

Ijarah); sayembara (al-jualah); persekutuan (a~ysyirKah); hibah (al-hibah); 

penitipan (al-idir 3; pinjarn-pakai (al-i 'arah); pemberian kuasa (al-wakalah); 

penanggungan (al-kafalah); pemindahan hutang (al-hiwalah); gadai (ar- 

rahn); perdamaian (as-shlh). 

Ahli hukum klasik lainnya menyebutkan beberapa jenis akad lain 

sehingga secara keselunrhan menurut perhitungan az-Zarqa' mencapai 25 

jenis &ad bernarna, yaitu: jual-beli (al-bai'); sewa-menyewa (al-ljarah); 

penanggungan (al-kafaalah); pemindahan hutang (al-hiwalah); gadai (ar- 

rahn); jual beli opsi (bai' al-wafa); penitipan (al-idir'); pinjarn pakai (al- 

i'arah); hibah (al-hibah); pembagian (al-+srnah); persekutuan (asy- 

syirkah); bagi hasil (al-nzudharabah); penggarapan tanah (al-muzara 'ah); 

pemeliharaan tanaman (al-musaqah); pemberian hasa (al-wakalah); 

perdamaian (ash-shlh); arbitrase (at-tahkim); pelepasan hak kewarisan (al- 

Ibid. 



mukharajah); pinjam-mengganti (alqmdh); pemberian hak pakai rurnah 

(al- 'urnra); penetapan ahli waris (al-muwalah); pemutusan perjanjian atas 

kesepakatan (al-iqalah); perkawinan (az-zawaj); wasiat (al-washijyah); 

pengangkatan pengampu (al-isha 3. Perlu dicatat bahwa aneka ragam akad 

bernama yang disebutkan az-Zarqa' ini mencakup kehendak sepihak seperti 

wasiat, akad di luar lapangan hukurn harta kekayaan seperti nikah atau 

bagian dari suatu akad seperti pemberian hak pakai rumah yang merupakan 

bagian dari hibah. 

Masih dalam pembahasan tipologi dari bagian akad pertama (dari 

segi akad bernama dan akad tidak bernarna), yakni akad tidak bernama yaitu 

akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu 

nama tertentu, dengan kata lain tidak ditentukan oleh pembuat hulcum 

namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya.' 

Kechra, tipologi akad jika dilihat dari segi kedudukannya dibedakan 

dalam akad pokok (al- 'aqd al-ashli) dan akad asesoir (al- 'aqd at-tabi 'i). 

Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak 

tergantung kepada sesuatu yang lain. Termasuk semua jenis akad ini adalah 

semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri seperti akad jual- 

beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya. Sedangkan 

akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri 

melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan 

tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk dalarn kategori 

7 Ibid 
8 Ibid. 



ini adalah akad penanggungan (ad-kqfalah) dan akad gadai (ar-rahn). 

Ketiga, tipologi akad dilihat dari segi unsur tempo di dalarn akad 

dibagi menjadi akad bertempo (al- 'aqd az-zamani) dan akad tidak bertempo 

(al- 'aqd al-faari). Akad bertempo ialah akad yang di dalamnya unsur waktu 

merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi 

perjanjian. Tennasuk akad ini yaitu akad sewa-menyewa, akad penitipan, 

akad pinjarn pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah dan 

lain-lain. Akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak 

merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual-beli misalnya, &pat terjadi 

seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. 

Keempat, tipologi selanjutnya melihat akad dari segi formalitasnya 

yang dibedakan menjadi akad konsensual (al-'aqd ar-radha'z), akad 

formalistik (al- 'aqd asy-syakadi) dan akad riil (al- 'aqd ad- 'aini). Akad 

konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup 

berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan forrnalitas- 

forrnalitas tertentu. Akad konsensual ini meliputi jual beli, sewa-menyewa, 

utang-piutang, dan seterusnya. Akad formalistik adalah akad yang tunduk 

kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, di 

mana jika syarat tetsebut tidak memenuhi maka akad tidak sah. Contohnya 

yaitu akad di luar lapangan hukum harta kekayaan, seperti akad nikah, di 

mana formalitasnya disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang 

saksi. Akad riil aMah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya 

penyerahan tunai objek akad, di mana akad tersebut belum menjadi dan 



belum menimbulkan akibat hukum apabila belum di~aksanakan.~ Ada lima 

macam yang terrnasuk akad ini, hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit, dan 

akad gadai. Keterkaitan dengan ini terdapat kaidah hukum Islam yang 

menyatakan "tabaru' (donasij, baru terjadi akngan pelaksanaan riil" (la 

yatimmu at-tabarru ' illa bi qabdh). 

Kelima, tipologi akad ditinjau dari segi dilarang atau tidak dilarang 

oleh syarak' yaitu, akad masyru ' dan akad terlarang. Akad masyru' adalah 

akad yang dibenarkan oleh syarak' untuk dibuat dan tidak ada larangan yang 

menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas sernisal jual-beli, 

sewa-menyewa, mudharabah dan sebagainya. Akad terlarang adalah akad 

yang dilarang oleh syarak untuk dibuat seperti akad jual-beli janin, akad 

donasi harta anak di bawah umur, akad yang bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum seperti untuk kejahatan atau nikah mut'ah. 

Termasuk juga akad yang dilarang dalam beberapa rnahzab adalah akad jual 

beli kembali asal (bai ' al- 'inah). 

Keenam, akad dilihat dari segi sah atau tidak sahnya. Akad ini 

dibedakan menjadi akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang 

telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh 

syarak. Sedangkan akad tidak sah adalah akad tidak mernnuhi rukun dan 

syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. 

Ketqjuh, akad dibedakan dalam akad mengikat (al- 'aqd al-lazim) 

dan akad tidak mengikat. Akad mengikat adalah akad dimana apabila 

Ibid, hlm. 79. 



seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, maka akad itu mengikat secara 

penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan 

pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua lagi yaitu: 

a. Akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, 

perdamaian dan seterusnya. Akad jual-beli masing-masing pihak tidak 

dapat membatallcan pe rjanjian jual-beli tanpa persetujuan pihak lain; 

b. Akad mengikat satu pihak yaitu akad dimana salah satu pihak tidak dapat 

membatalkan pejanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak 

lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertarna, seperti pada 

akad hfaiah (penanggungan) dan gadai (rahn).1° 

Kedua akad ini mengikat terhadap penanggung dan penggadai di 

mana keduanya tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak untuk 

siapa penanggungan dan gadai diberikan. Sebaliknya pihak terakhir ini 

penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat 

membatalkannya secara sepihak. 

Adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing 

pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad 

tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk di 

fasakh), seperti akad wakaiah, syirkah, hibah, wadi 'ah, 'ariah dan; 

b. Akad yang tidak mengikat karena di dalarnnya terdapat khiyar bagi para 

pihak. l1  

Kedeiapn, akad nafiz dan &ad maup$ Akad nafiz adalah &ad 

yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya &ad 

lo Ibid, hlm. 79. 
l 1  Ibid, hlm. 80. 



tersebut dilaksanakan. Akad ini adalah tercipta dengan sah dan langsung 

menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya. Akad mauquf 

kebalikannya, adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan 

akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih 

tergantung (mauquf) kepada ratifikasi (ijazah) dari pihak berkepentingan. 

Misalnya anak mumayiz (berusia 7- belum dewasa) yang tergantung kepada 

ratifikasi walinya dalarn ha1 ia melakukan akad yang bersifat timbal balik. 

Kesembilan, akad tanggungan, akad kepercayaan, dan akad bersifat 

ganda. Akad tanggungan ('aqd &&an) adalah akad yang mengalihkan 

tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan 

sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan 

barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam 

tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. Akad 

kepercayaan ('aqd al-mnanah) adalah akad dimana barang yang dialihkan 

melalui akad tersebut merupakan arnanah di tangan penerima barang 

tersebut, kecuali kalau a& unsur kesengajaan dan melawan hukum. 

Tennasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, perninjaman, perwakilan 

(pemberian kuasa). Akad bersifat ganda adalah akad yang di satu sisi 

merupakan akad tanggungan, tetapi di sisi lain merupakan akad amanah 

(kepercayaan). Misalnya akad sewa-menyewa di mana barang yang disewa 

merupakan arnanah di tangan penyewa, akan tetapi di sisi lain, manfaat 

barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia 

membiarkan barang yang disewanya setelah diterima tanpa ia manfaatkan, 



maka manfaat barang yang tidak dinikrnatinya adalah atas tanggungannya. 

la wajib membayar uang sewa kepa& orang yang menyewakan. 

Kesepuduh, akad merawadah, akad tabam', dan akad muawadnh 

dan tabam ' sekaligus. Akad atas beban ('aqd al-mu 'awadhah) adalah akad 

dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak 

menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Misalnya 

&ad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian atas benda dan semacamnya. 

Akad cuma-curna (fabaru 'ldonasi) adalah akad di mana prestasinya hanya 

dari salah satu pihak, seperti akad hibah dan pinjam pakai. Akad atas beban 

dan cuma-cuma ( 'aqd al-mu 'awadhah wa at-tabm ') adalah akad yang pada 

mulanya merupakan akad cuma-cuma, namun pada akhirnya menjadi akad 

atas beban. Misalnya, akad penjaminan dimana pemberi pinjaman pada 

mulanya membantu orang yang diberi pinjaman dan akad penanggungan di 

mana penanggung pada awalnya hanya membantu orang yang ditanggung 

secara cuma-cuma, akan tetapi pada saat pemberi pinjaman menagih 

kembali pinjamannya dan penanggung menagih kembali jumlah yang 

ditanggungnya terhadap tertanggung, rnaka akadnya menjadi akad atas 

beban. l2 

3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad 

Menurut Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, dalam hukum 

Islam untuk terbentuknya akad yang sah dan mengikat hams memenuhi 

rukun dan syarat-syarat &ad. Adapun rukun akad yaitu: para pihak (al- 



'aqzdazn); pernyataan kehendak (shighat aqad); objek akad ( h l l 2 ~ 1  

aqad); tujuan akad (matldhu 'al-aqad); l3  

Sedangkan dalam pasal 22 KHES menentukan rukun akad terdiri 

atas: pihak-pihak berakad; objek akad; tujuan pokok akad; kesepakatan. 

Pada dasarnya rukun akad yang ditentukan dalam pasal 22 KHES adalah 

sama dengan apa yang dikemukakan oleh doktrin seperti tersebut di atas. 

Syarat-syarat dari masing-masing rukun akan dijelaskan sendiri sebagai 

berikut. 

Pertama, para pihak (al- 'aqidazn). Menurut pasal23 KHES, pihak- 

pihak berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki 

kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat para 

pihak tersebut adalah: l4 

a. Telah mempunyai kecakapan bertindak hukum atau dewasa (tamyiz); 

b. Berbilang pihak atau lebih dari satu pihak (at-la 'aalud). 

Menurut pasal 1 angka 3 KHES, kecakapan h ~ k u m  adalah 

kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah 

secara hukum. Dalam pasal 1 angka 2 KHES, subjek hukum adalah orang 

perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau 

tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung 

hak dan kewajiban. Selanjutnya menurut doktrin, kecakapan hukum 

(ahlzyyah) adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban, 

dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah. 

13 Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, lock cit, hlm. 32. 
l4 Ibid. 



Kecakapan hukum menurut hukum Islam ada dua macam, yaitu 

kecakapan menerima bdcum (kecakapan hukum pasif di &am hukum 

Islam disebut ahlijyatul w@b) dan kecakapan bertindak hukum (kecakapan 

hukum aktif, di dalam hukum Islam disebut ahliyyatul d'). Masing- 

masing dari dua kecakapan hukum tersebut dibedakan menjadi kecakapan 

tidak sempurna dan kecakapan sempurna. Secara keselwuhan terdapat 

empat tingkat kecakapan hukum yaitu: l5 

a. Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (ahlijyahrl wujub an 

naqishah), yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam kandungan 

ibu; 

b. Kecakapan menerima hukum sempurna (ahlijyatul wujub a2 kamilah), 

yang climiliki oleh subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia; 

c. Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (diyyatul &'an 

naqishah), yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalarn usia tamyiz; 

d. Kecakapan bertindak hukum sempurna (ahliyyaatul &' al kumiIah), 

yang dimiliki subjek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal 

dunia. 

Dalam membuat kontrak yang sah para pihak yang dimaksud 

adalah para pihak yang mempunyai kecakapan bertindak hukum yang 

sempurna (ahliyyahrl ada' a1 kumilah). Artinya kemampuan seseorang 

untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan 

bertanggungjawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat kontrak, maka 

kontrak itu dinyatakan sah, dan jika ia melakukan suatu perbuatan melawan 

hukum, perbuatan itu dapat dipertanggungiawabkan kepadanya. Bagi 

l5 ibid. 



seseorang yang mempunyai ahliyyatul wujub an naqishah, ahliyyatul wujub 

a1 Kamilah, dan ahlijyatul &'an naqishah jika akan membuat kontrak 

maka ia diwakili oleh orangtua atau walinya.16 Sejak berlakunya KHES, 

seseorang dikatakan mempunyai kecakapan hukum pada saat sekarang 

kriterianya adalah telah berumur 18 tahun atau pernah menikah. Hal ini 

seperti yang ditentukan di dalam pasal2 ayat ( I )  KHES bahwa: 

"seseorang d p m u b g  memiliki h a w  unhrk melakukan perbuatan 
hukum dalam ha1 felah mencapai umur paling rendah 18 (&lapan belas) 
tahun atau pemah menikah. '" 

Derniluan, bagi orang yang berumur 18 tahun dipandang telah 

cakap untuk membuat akad, baik dituangkan dalam bentuk akad di bawah 

tangan maupun dalam bentuk nota riil. 

Kedua, berkaitan dengan pernyataan kehendak (shighat aq@), 

syarat-syaratnya adalah: l7 

a. Pertemuan atau kesesuaian ijab dan kabul, artinya tercapai kata sepakat 

antara kedua belah. 

b. Kesatuan majelis, artinya penutupan akad hams terjadi dalam satu 

majelis yang sama dengan adanya kesatuan waktu. 

Berkaitan dengan ijab dan kabul, menurut hukum Islam, ijab dan 

kabul tersebut dapat dibataJkan jika ada paksaan (al-ikrah), penipuan (at- 

fagrir), kekhilafan dan ketidakseimbangan prestasi (al-gabn) yang disertai 

dengan penipuan. Selanjutnya pasal 29 KHES mengatur mengenai aib 

kesepakatan. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa: 

l6 Ibid. 
l7 Ibid. 



"Akad yang sah sebagaimana Ghmaksud tidalam pawl 26 huruf a adalah 
akad yang disepkati tidalam perjajian, titidak m e n g d n g  unsur ghulat 
afau khilaf dilakukm di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan dun 
g h  bn afau penyamaran. " 

Berdasarkan penafsiran argumentum a contrario terhadap pasal29 

KHES dapat diketahui bahwa ada aib (cacatnya) kesepakatan jika ada unsur 

ghalaf atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghn'r atau 

tipuan dan ghubn atau penyamaran. Sedangkan Penutupan kontrak antara 

para pihak yang berjauhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu bisa 

dengan sarana komunikasi hasil teknologi modem seperti telepon, telegram, 

faksimili, e-mail, dan sebagainya. Penutupan kontrak dengan cara-cara 

tersebut menurut ahli hukum Islam klasik maupun modem kesepakatan 

dapat diketahui jika para pihak d i n g  mendengar, mengetahui dan tidak ada 

syarat dalam ijab dan kabulnya. Menurut pasal 59 ayat (1) KHES 

kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisaq lisan, dan isyarat. Selanjutnya 

menurut pasal 59 ayat (2) KHES, bentuk-bentuk kesepakatan tersebut 

mempunyai makna hukum yang sama. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa 

kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, lisan maupun dengan 

isyarat mempunyai akibat hukum yang sama. 

Ketiga, objek akad atau mahallul aqad Pasal 24 KHES 

menentukan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang 

dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Adapun yang dimaksud dengan 

amwal seperti yang ditentukan di dalam pasal 1 angka 9 KHES adalah 

benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan baik benda 



berwujud maupun tidak benvujud, baik benda terdaftar, baik benda bergerak 

maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Syarat- 

syarat amwal sebagai objek akad adalah: l8 

a. Ada atau dapat diadakan (dapat diserahkan); 

b. Tertentu atau dapat ditentukan; 

c. Dapat ditransaksikan. 

Keempat, tujuan akad (maudhu'al akad). Pasal 25 KHES 

menentukan tujuan akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Syarat 

tujuan akad ini adalah tidak bertentangan dengan syarak'.19 

4. Berakhirnya Akad 

Suatu akad berkahir apabila telah mencapai tujuannya. Selain telah 

tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh 

(pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Ahdiana Yuni Lestari dan 

Endang Heriyani mengutip pendapat Mas'adi Ghufion berkaitan dengan 

terjadinya fasakh dengan sebab-sebab sebagai berikut: 

a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-ha1 yang tidak dibenarkan oleh 

syarak' ; 

b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau 

majelis; 

c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 

menyesal atas akad yang baru saja dilakukan; 

' Ibid. 
19 

Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, Dasar-Dasar Pembtlatan Kontrak Aqad, 
Cetakan Pertama (Yogyakarta: MocoMedia, 2009), hlm. 35. 



d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi 

pihak yang bersangkutan; 

e. Karena habis waktunya; 

f. Karena tidak mendapat izin pihak yang benvenang; 

g. Karena kematian.20 

B. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian Islam 

Setiap perjanjian pastinya memiliki suatu kekuatan hukum dan norma 

yang sangat bersifat fundamental, pokok, mendasar, dan prinsipil yang 

biasanya kita kenal dengan a ~ a s . ~ '  

1. Asas Ibahah (mabda' al-ibahah); 

Asas ibahah (mabda' al-ibahah) adalah asas umum hukum Islam 

dalam bidang muamalat secara urnum. Asas ini dirumuskan dalam adagium 

kaidah fikih yang berbuyi "pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan 

sampai ada dalil yang melarangnya." Asas ini merupakan kebalikan asas 

yang berlaku dalam masalah ibadah mahdah.22 

2. Asas kebebasan berakad (mabda' hurriyyah at-ta'aqud); 

Asas kebebasan berakad (mabda ' hurriyyah at-ta 'aqud) yaitu suatu 

prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad 

jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam 

20 Ibid. 
21 Pengertian dan,pemahaman "asas" sangat holistik dan sangat penting peranannya 

dalam suatu perjanjian sifatnya yang sangat prinsipil, fundamental, pokok, arti asas sendiri dapat 
dilihat pada M. Dahlan Al-Barry, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Tanpa Cetakan (Yogyakarta: 
Arkola: 1994), hlrn. 41. 

22 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 83. 



undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad 

yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat 

makan harta sesama dengan jalan bathil. Adanya asas kebebasan berakad in 

berdasarkan kepada bebera dalil antara lain: 

a. Firman Allah, "Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad 

(perjanjian-perjanjian) " (QS. 5: 1); 

b. Sabda nabi saw, "Orang-orang muslirn itu senantiasa setia kepada 

syarat-syarat fjanji-janji) mereka. " (HR. Al-Hakim dari Sahabat Abu 

Hurairah); 

c. Sabda nabi saw, "Barangsiapa menjual pohon kurma yang sudah 

dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), 

kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain ". (HR. Al-Bukhari); 

d. Kaidah hukurn Islam. Pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para 

pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri 

mereka melalui janji. " 23 

Asas kebebasan berakad ini merupakan konkritisasi lebih jauh dan 

spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat. 

3. Asas konsensualisme (mabda' ar-radha'iyyah); 

Asas konsensualisme (mabda ' ar-radha 'iyyah) menyatakan bahwa 

untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat 

antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. 

Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat 

konsensual. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas 

konsensualisme dari dalil-dalil berikut: 



a. Firman Allah, " Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan 

harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali Qika makan harta sesama 

itu dilakukan ) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal 

balik (kata sepakat) di antara kamu. " (QS. 4: 29); 

b. Firman Allah, "Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian 

dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan, consenq, mnka 

makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik 

akibatnya. " (QS. 4: 4); 

c. Sabda nabi saw, "Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat. " 

(HR. Hibban dan Ibn Majah); 

d. Kaidah hukum Islam, Pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah apa 

yang mereka tetapkan melaui janji. 24 

4. Asas janji mengikat (mabda' wujub a1 wafa ' bi a1 'aqad); 

Asas janji itu mengikat (mabda' wujub a1 wafa' bi a1 'aqad), 

bahwa setiap janji itu harus dipenuhi. Al-Quran dan Hadis terdapat banyak 

perintah agar memenuhi janji. Kaidah usul fikih mengatakan, 'perintah itu 

pada asasnya menunjukkan wajib. " Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan 

wajib dipenuhi. Di antara ayat dan hadis dimaksud ialah: 

a. Firman Allah, "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan 

dimintakan pertanggungjawabannya. " (QS .  17: 34); 

b. Asar dari Ibn Mas7ud, "Janji itu adalah hutang. "25 

5. Asas keseimbangan (mabda' at-tawazunfi al-mua'awadhah); 

Asas keseimbangan (mabda ' at-tawazun fi al-mu 'awadhah), 

meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak 

24 Ibid. 
25 Ibid, hlm. 90. 



dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan 

perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan 

dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas 

keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang 

diterima) tercermin pada dibatalkannya akad yang mengalami 

ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam 

memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana 

dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian 

usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase 

tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.26 

6. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan); 

Asas kemaslahatan atau tidak memberatkan, maksud dari asas ini 

adalah akad yang dibuat para pihak bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian 

(mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah). 27 

7. Asas amanahlkejujuran (mabda ' as-sidq); 

Asas amanahl kejujuran (mabda' as-sidq), dengan asas amanah 

dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam 

bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak 

mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. 28 Menurut Ahdiana Yuni Lestari 

dan Endang Heriyana menspesifikasikan lagi asas amanah ini menjadi 

26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 



"kejujuran". Asas amanah ini ditemukan dasar-dasarnya dalam dalil-dalil 

sebagai berikut: 

a. Firman Allah, " Wahai orang-orang berimnn bertakwalah kepada Allah 

dun katakanlah perkataan yang benar. " (QS. Al-Ahzab: 70); 

b. Firman Allah, "Dan orang-orang yang memeliizara amanat-amanat 

bang dipikulnya) dan janjinya. " ( Q S .  Al-Mu7minun: 8). 

Hukum Islam menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam 

bermuamalah yang berati orang hams jujur, transparan dan manjaga 

8. Asas keadilan (mabda' al-ado. 

Asas keadilan (mabda' al-adl), adalah asas yang penting dalam 

akad, yang menegaskan pentingnya kedua pihak untuk tidak saling 

merugikan. Transaksi hams didasarkan keseimbangan antara apa yang 

dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima. Hal ini sesuai dengan 

Al-Quran yang menegaskan, 

"...bedah adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. " (QS. 5:  8). 30 

Hukum Islam komtemporer telah diterima suatu asas bahwa demi 

keadilan syarat baku dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada 

alasan untuk  it^.^' Pada buku berjudul Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan 

Aqad, lebih jauh menjelaskan tentang asas-asas yang lebih mendalam 

berkaitan dengan hukum perjanjian Islam dalam perspektif pasal 21 KHES 

29 Penekanan terhadap spesifikasi asas arnanah menjadi lebih rnengarah pada arti 
"kejujuran" dapat dilihat di Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, Dasar-Dasar Pembuatan 
Kontrak Aqad, Cetakan Pertama (Yogyakarta: MocoMedia, 2009), hlm. 38. 

30 
Syamsul Anwar, Loc Cit, hlm. 92. 

3 1  Ibid. 



yang meliputi: 32 

a. Ikhtiyaril sukarela yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, 

terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak 

lain; 

b. Amanah dalam ha1 ini menempati janji yaitu setiap akad wajib 

dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan 

oleh bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji; 

c. Ikhtiyatil kehati-hatian yaitu akad dilakukan dengan pertimbangan yang 

matang dan dilaksanakan secara tepat dan cerrnat; 

d. Luzuml tidak berubah yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan jelas dan 

perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau 

maisir; 

e. Saling menguntungkan yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan 

merugikan salah satu pihak; 

f. Taswiyah (kesetaraan) yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki 

kedudukan setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang; 

g. Transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para 

pihak secara terbuka; 

h. Kernampuan yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemarnpuan para 

pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang 

b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~  

C. Tinjauan Umum Musyarakah 

Tinjauan umum tentang musyarakah ini akan mencoba memaparkan 

seputar kerangka musyarakah dalam pandangan para fhqaha fikih-fikih 

terdahulu, kemudian tentang landasan syari'i-nya, pembedaan musyarakah 

32 Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyana, Op Cit, hlrn. 40. 

33 Ibid. 



seperti syirkah amlak dan 'uqud, rukun dan syarat musyarakah serta 

pembubaran dan berkahirnya syirkah. 

1. Musyarakah 

Musyarakah berasal dari kata syirkah secara etimologi memiliki 

arti ikhtilath atau percampuran. Para fbqaha mendefinisikannya akad yaitu 

akad orang Arab yang berserikat dalam ha1 modal dan k e ~ n t u n ~ a n . ~ ~  

Syirkah (serikat/kongsi/perseroan) termasuk salah satu bentuk kerjasaman 

dagang dengan syarat dan rukun tertentu yang dalam hukum positif disebut 

perserikatan dagang. Mengenai syirkah, ada beberapa definisi 

(terminologi) yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum Islam, di 

antaranya: 

a. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa syirkah ialah suatu keizinan untuk 

bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap 

harta mereka; 

b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, syirkah adalah hak bertindak hukum 

bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati; 

c. Ulama Hanafiyah mengatakan syirkah adalah akad yang dilakukan oleh 

orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan k e ~ n t u n ~ a n ; ~ ~  

d. Menurut Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, syirkah adalah 

menurut syarak berarti tetapnya hak dalarn suatu harta yang dimiliki 

34 
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Buku ke 13, Terjemah, Kamaluddin A. Marzuki, 

Fiqhusunnah, Buku ke 13, Cetakan Pertama, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 193. 
35 Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2000), hlrn. 166. 



oleh dua orang atau lebih yang pembagian hak tersebut berdasarkan 

persentase jumlah harta m a ~ i n ~ - m a s i n ~ ; ~ ~  

e. Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri dalam 

ensiklopedi Islam Al-Kamil mengatakan syirkah adalah bergabungnya 

antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan atau b i ~ n i s ; ~ ~  

f. Muhammad Syafi'i Antonio mengutip dalam kitab Bidayatul Mujathid 

tentang syirkah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana (atau amallexpertise) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan 

k e ~ e ~ a k a t a n ; ~ ~  

g. Burhanudin Susanto berpendapat bahwa syirkah adalah bentuk 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan 

bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati 

sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar 

partisipasi modal yang disertakan dalam ~ s a h a . ~ ~  

Pemaparan di atas dapat diambil garis besar tentang syirkah kurang 

lebih ialah syirkah merupakan bentuk gabungan dan kerja sama dua orang 

atau lebih dalam modal, harta serta keuntungan baik dalam masalah 

kepemilikan, usaha, bisnis yang mana memiliki hak bertindak dalam 

hukum dan pembagian keuntungan didasarkan atas persentase tersendiri. 

36 Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kitab Hukum Islam dilengkapi Dalil Al- 
Quran dun Hadist, Terjemah, Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Kifayatul Akhyar, Cetakan 
Pertama, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1995), hlm. 109. 

37 Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam Al-Kamil, 
Terjemah, Achrnad Munir Badjeber (et. All), Ensiklopedi Islam Al-Kami1,Cetakan Keempat, 
(Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2008), hlm. 9 1 1. 

38 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan Pertama, 
(Jakarta: GIP & Tazkia Cendikia, 2001), him. 90. 

39~urhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Cetakan Pertama, 
(Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 268. 



Hikrnah berserikat merupakan bagian dari ajaran Islam dan bila dilandasi 

atas kejujuran dan sikap amanah, syirkah dapat menciptakan keberkahan 

dan bertambahnya pendapatan harta. Umat sangat membutuhkan adanya 

syirkah, terlebih lagi pada proyek-proyek besar yang tidak mungkin 

dilakukan sendiri, seperti proyek industri, pembangunan gedung, 

perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. Syirkah merupakan akad 

kesepakatan yang dilakukan seorang muslim dengan muslim lainnya atau 

non muslim yang penting tidak berlawanan dengan syarak atau kebijakan 

yang diharamkan Allah ~ w t . ~ '  

2. Landasan Syar'i Musyarakah 

Syirkah di syariatkan dalarn kitabullah, sunnah dan Ijma', dalam 

kitabullah Allah berfirman: 

".. .inaka mereka berserikat pada sepertiga.. . " (an-Nisaa' : 12). 4' 

Surat an-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis Gabr) 

contohnya permasalahan ~ a r i s . ~ ~  Untuk istilah jabr, akan dijelaskan 

dalam sub bab tersendiri berkaitan dengan macam-macam syirkah 

khususnya masuk pada syirkah amlak. Tafsir keseluruhan surat an-Nisa 

ayat 12 ini sebenarnya menjelaskan berkaitan dengan waris di mana bagian 

40 Muhammad bin Ibrahin bin Abdullah At-Tuwaijiri, Op Cit, hlrn. 9 12. 

4' Muhammad Syafi'i Antonia, Op Cit, hlrn. 90. 
42 Ibid. 



43 mereka berhubungan dengan pewaris dari segi pemikahan. Adapun 

keterkaitannya dengan musyarakah ialah adanya kata "berserikat" pada 

kalimat "...maka mereka berserikat (syurokah) pada sepertiga. ,> 44 

Landasan dalil syar'i kedua yang dinisbatkan pada musyarakah ini 

yaitu firman Allah yang berbunyi: 

"Dan, sesungguhnya kebanyakun dari orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang 
yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. " (Shaad: 24). 45 

Ayat kedua yang oleh banyak para fuqaha dijadikan landasan dalil 

musyarakah atau syirkah dan banyak ditemui dalam buku-buku muamalah 

adalah Al-Quran surat as-Shaad ayat 24. Kata "al-khulata" dalam ayat ini 

adalah 'orang-orang yang be r~er ika t . '~~  Sedangkan tafsir keseluruhan surat 

As-Shad ayat 24 ini sebenamya bercerita nabi Daud as ketika dihadapkan 

sebuah pennasalahan dan memberikan sebuah keputusan tersebut tanpa 

mendengar dari pendapat orang yang kedua dan kemudian Allah 

memperingati melalui ayat ini dan nabi Daud pun memohon arnpunan atas 

43 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 2, Cetakan Kedua, (Tanggerang: Lentera 
Hati, 2005), hlm. 364. 

44 Ayat tersebut menjadi salah satu landasan musyarakah yang dirumuskan oleh banyak 
pakar hukum Islam, ayat tersebut sebenamya secara keseluruhan menerangkan tentang perihal 
bagian-bagian waris. Adanya kata "berserikat" dalam konteks waris. Sedangkan waris sendiri 
ternasuk perikatan dalam ha1 syirkah jabari dalam macam dari syirkah amlak yang akan 
dijelaskan pada paragraf sub bab sendiri rnengenai macam-macam syirkah setelah penjelasan 
landasan hukurn syirkah diatas. Tafsir tersebut dapat dilihat dalam M. Quraish Shihab, Op Cit. 

45 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Buku ke 13, Terjemah, Kamaluddin A. Marzuki, 
Fiqhusunnah, Buku ke 13, Cetakan Pertama, (Bandung: Alma'arif, 1987), him. 193. 

46 Ibid. 



kesalahaannya itu. 47 Kata "al-Khulata (berserikat)" itu oleh para fuqaha 

dijadikan dalil dari musyarakah. 

Selain itu ada pula sebuah hadits qudsi yang menerangkan 

musyarakah berbunyi: 

"Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu GAama keduanya 
tidak saling berkhianat. Bila salah satunya berkhianat, maka Aku keluar 
dari keduanya. " (HR. Abu Daud dan ~ a k i m ) . ~ ~  

Hadist tersebut menunjukkan pentingnya untuk saling menjunjung 

amanat selama melakukan perkongsian dan menjauhi pengkhianatan. Ada 

pula dasar hukum berdasarkan Ijma ' dalam kitab al-Mughni karangan Ibnu 

Qudamah, berkata: 

"Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi 
musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat 
dalam beberapa eleman darinya. "49 

47 Ayat ini menjadi salah satu landasan syirkah yang dirumuskan oleh banyak pakar 
hukum Islam salah satunya Sayyid Sabiq mengatakan khulata sebagai "..... yang berserikat", ayat 
tersebut sebenarnya adalah kelanjutan dari ayat sebelurnnya tentang perihal nabi Daud as 
ketikadihadapkan suatu ujian.dari Allah swt. Kaitannya dengan syirkah yaitu adanya keterangan 
"orang-orang yang berserikat (khulata)". Hal ini berkaitan dengan syirkah ikhtiyari(dapat 
memi1ih)dalam macam dari syirkah amlak yang akan dijelaskan pada paragraf sub bab sendiri 
mengenai macam-macam syirkah setelah penjelasan landasan hukum syirkah diatas, tafsir ayat ini 
dapat dilihat pada M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 12, Cetakan Kedua, (Tanggerang: 
Lentera Hati, 2005), hlm. 1329. 

48 Hadits tersebut dilihat dalam Burhanuddin Susanto, Op Cit, hlm. 268. 
49 

Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Mughni wa Syarh Kabir, Dikutip oleh Muhammad 
Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan Pertama, (Jakarta: GIP & Tazkia 
Cendikia, 2001), hlm. 91. 



3. Pembedaan Musyarakah dan Pendapat Para Fuqaha 

Musyarakah itu dapat dibedakan berdasarkan golongan dan dalam 

setiap penggolongan itu ada terdapat jenis-jenisnya, secara umum 

musyarakah terbagi dua yaitu syirkah amlak dan syirkah 'z~qud (akad). 

a. Syirkah Amlak 

Syirkah amlak adalah persekutuan yang dilakukan lebih dari 

satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad. Menurut sifatnya 

yaitu: 

1 )  Ikhtiyari (adanya kebebasan pilihan), adalah bahwa dua orang 

dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka menerima, maka 

barang yang dihibahkan dan diwasiatkan menjadi milik mereka 

berdua; 

2) Jabari (perserikatan yang muncul secara paksa bukan atas keinginan 

orang yang berserikat), adalah sesuatu yang berstatus sebagai milik 

lebih dari satu orang, karena mau tidak mau harus demikian. Artinya 

tanpa adanya usaha mereka dalam proses kepemilikan barang tersebut, 

misalkan harta ~a r i s an .~ '  

b. Syirkah 'Uqud (Akad) 

Syirkah 'uqud atau syirkah akad, yaitu dua orang atau lebih 

melakukan akad (dengan akad) untuk bergabung dalam suatu 

kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan, beberapa macarn 

diantaranya; syrikah 'inan; syirkah mufawadhah; syirkah abdan; syirkah 

50 Kembali kita membahas tentang golongan syirkah ini, terkait dengannya dapat kita 
lihat kembali pada apa yang menjadi landasan dalil syar'i surat an-Nisa ayat 12 dan as-Shaad ayat 
24 yang mana dari kedua ayat ini masuk pada penggolongan syirkah arnlak , dalam surat an-Nisa 
ayat 12 masuk pada sifat jnbari sedangkan as-Shaad 24 masuk sifat ikhtiyari, sebagaimana 
penjelasan pada catatan kalu 32 dan 35. 



w ~ j u h , ~ '  syirkah m u d h a r a b ~ h . ~ ~  Macam-macam syirkah ini akan 

dijelaskan lebih rinci beserta pendapat hukumnya di kalangan fuqaha. 

Pertama, syirkah 'inan berupa penggabungan harta atau modal 

dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya, yaitu 

perserikatan dalam modal (harta) dalarn suatu perdagangan yang 

dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Para 

fuqaha sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini boleh. 

Perserikatan al- 'Inan, modal digabungkan oleh masing-masing pihak 

tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pohak memiliki modal 

yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal 

tanggungjawan dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggungjawab penuh 

terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggungjawab. 

Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan 

bersama, sedangkan kerugian yang diderita menj adi tanggungj awab 

orang-orang yang berserikat sesuai dengan persentase modallsaham 

masing-masing, dalam ha1 ini ulama fikih membuat kaidah: 

"Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan 
modal masing-masing pihak. " 53 

Kedua, syirkah mufawadhah, yaitu perserikatan dua orang atau 

lebih pada suatu objek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan 

5 1 
Sayyid Sabiq, Fikih ~ u n n a h  Buku ke 13, Terjemah, Kamaluddin A. Marzuki, 

Fiqhusunnah, Buku ke 13, Cetakan Pertarna, (Bandung: Alrna'arif, 1987), hlrn. 195. 
52 Syirkah mudharabah ini rnasih rnenjadi topik hangat karena terjadi perbedaan 

pendapat di kalangan fuqaha tentang keberadaannya, apakah masuk dalam syirkah atau tidak 
(berdiri sendiri), dapat dilihat di Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 
Cetakan Pertama, (Jakarta: GIP & Tazkia Cendikia, 2001), hlrn. 92. 

53 Lihat Nasrun Haroen, Fikih Munmalah, Cetakan Pertarna, (Jakarta: Gaya Media 
Pratarna, 2000), hlrn. 171. 



modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) 

yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas 

nama orang-orang berserikat itu. Perserikatan ini, menurut ulama 

Hanafiyah dan Zaidiyah, tidak boleh modal salah satu pihak lebih besar 

dari pihak lain dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari 

keuntungan yang diterima mitra serikatnya. Berkaitan juga dalam 

masalah kerja, masing-masing pihak hams sama-sama bekerja, tidak 

boleh salah satu pihak bekerja dan pihak lainnya tidak bekerja. Para 

ularna fikih menyatakan bahwa yang menjadi unsur penting dalarn 

perserikatan ini adalah baik dalam masalah modal, kerja, dan keuntungan 

masing-masing pihak berbeda, maka menurut mereka perserikatan ini 

berubah menj adi al- 'Inan. Terhadap hukum bentuk perserikatan ini 

terdapat perbedaan pendapat ulama fikih: 

1) Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bentuk perserikatan 

seperti ini dibolehkan. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda 

Rasulullah saw yang menyatakan, 

"Jika kamu melaksanakan mufawadhah, maka lakukanlah dengan 
cara yang baik ..... dan lakukanlah mufawadhah, karena akad seperti 
ini membawa berkah." (HR. Ibnu Majah). 

Kemudian dalam hadis lain dikatakan, 

"Tiga (bentuk usaha) yang mengandung berkat, yaitu: jual beli yang 
pembayarannya boleh ditunda, mufawadhah, dan mencampur gandum 
dengan jelai (untuk dirnakan) bukan untuk d@e$albelikan." (HR. 
Ibnu Majah). 

Selanjutnya ularna Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bahwa 

perserikatan seperti ini telah memasyarakatkan di seluruh wilayah 

Islam dan tidak seorang ulama pun yang mengingkarinya. 



2) Ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan 

mufawadhah seperti yang dipahami oleh ulama Hanafiyah dan 

Zaidiyah. Menurut mereka, perserikatan mufawadhah boleh dianggap 

sah, apabila masing-masing pihak berserikat dapat bertindak hukum 

secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja, tanpa izin dan 

musyawarah dengan mitra serikatnya, baik mitra serikat itu berada di 

tempat maupun di luar kota. 

3) Ulama Syafi7iyah dan Hanabilah menilai bahwa bentu serikat 

mufawadhah seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan 

Zaidiyah di atas, menurut mereka tidak boleh, karena sulit untuk 

menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam 

perserikatan itu, di samping tidak satu dalil pun yang shahih yang 

membolehkan bentuk perserikatan itu. Adapun hadits yang digunakan 

oleh ulama Hanafiyah dan Zaidiyah untuk mendukung keabsahan 

perserikatan mufawadhah ini adalah hadis dha 'if atau lemah, karena 

tidak ada indikasi yang mendukung bahwa hadits itu terkait dengan 

perserikatan mufawadhah yang mereka kernukakan. Akan tetapi 

mereka membolehkan syirkah mufawadhah dalam pengertian yang 

dikemukakan ulama ~ a l i k i ~ a h . ~ ~  

Menurut penulis, apa yang dikemukakan ulama Malikiyah 

bahwa perserikatan mufawadhah yang dimaksud ini adalah sebenarnya 

tidak diakui alias dengan kata lain tidak diperbolehkan, karena dengan 

ciri-ciri yang diberikan ulama Malikiyah lebih cenderung pada 

perserikatan al- 'Inan, ha1 ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang 

mengatakan: 

"Perserikatan mufawadhah adalah batil dan saya tidak mengenal suatu 
kebatilan pun di dunia ini apabila perserikatan mufawadhah tidak 

54 Ibid. 



dinamakan batil. Kecuali bila kedz~a pihak berserikat menganggap 
mufawadhah adalah mencampurkan harta satu pihak kepada pihak lain 
lalu mengembangkannya kemudian membagi keuntungan di antara 
mereka dan ini tidaklah mengapa. Perserikatan inilah yang dinamakan 
oleh sebagian penduduk timzlr sebagai perserikatan Anaan. ,>55 

Ketiga, syirkah 'abdan atau a '-mal, yaitu perserikatan yang 

dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti 

pandai besi, service alat-alat elektronik, laundry dan tukang jahit. Hasil 

atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai 

dengan kesepakatan mereka berdua. Boleh dan tidaknya bentuk 

perserikatan ini pun diperselisihkan para ulama fikih: 

1) Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah 

hukurnnya boleh, karena tujuan utarna perserikatan ini adalah mencari 

keuntungan dengan modal kerja bersama. Hanya saja ulama 

Malikiyah mengajukan satu syarat untuk keabsahan perserikatan ini, 

yaitu bahwa kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini hams 

sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut 

kuantitas kerja masing-masing. Misalnya, satu orang menggunting 

baju sesuai ukuran pemesan dan satu orang lagi menjahitnya. 

Sekalipun berbeda jenis pekerjaan yang dikerjakan masing-masing . . 

pihak, namun, pekerjaan itu masih dalam rangka menyelesaikan 

penjahitan pakaian dimaksud. 

2) Menurut ulama Syafi'iyah, Syi'ah Irnamiyah dan Zufar Ibn Huzail 

(728-774M), pakar fikih Hanafi, perserikatan seperti ini hukumnya 

tidak sah, karena yang menjadi objek perserikatan adalah harta,modal, 

bukan kerja. Menurut mereka, kerja yang dilakukan dalam 

55 Kata "Anaan" yang dimaksud seakar pada kata al-'Inan, definisi ini dapat 
dikomparasikan serta dianalisis dari pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan pendapat 
Imam Syafi'i sendiri, dapat dilihat di Imam Syafi'i , Ringkasan Kitab Al-Umm Buku ke 3 Jilid 7- 
8, Terjemah, Muhammad Yasir Abdul Muthalib, Ringkasan Kitab Al-Umm, Buku 3, Cetakan 
Ketiga, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 173. 



perserikatan ini tidak dapat diukur, sehingga membawa terjadinya 

penipuan dan pada akhirnya membawa kepada perselisihan.56 

Keempat, syirkah wujuh, yaitu serikat yang dilakukan dua orang 

atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan 

suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, 

sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Zaman sekarang, 

perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Hukum 

perserikatan wujuh ini pun diperselisihkan para ulama fikih: 

1) Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, menyatakan bahwa 

perserikatan ini hukumnya boleh, karena dalam perserikatan ini 

masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, 

sehingga pihak lain itu pun terikat pada transaksi yang telah dilakukan 

mitra serikatnya. 

2) Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiryah, dan Syiah Imamiyah, 

perserikatan ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah 

objek perserikatan itu modal dan kerja, sedangkan dalam serikat al- 

wujuh tidak demikian, karena baik modal maupun kerja dalam 

perserikatan ini tidak jelas. 57 

Kelima, syirkah mudharabah, yaitu persetujuan antara pemilik 

modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal 

dalam perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan 

kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi 

tanggungan pemilik modal saja. Terjadi silang pendapat para ulama di 

antaranya: 

56 Lihat Nasrun Haroen, Loc Cit. 
57 Ibid. 



1) Menumt ulama Hanabilah yang menganggap al-mudharabah 

tennasuk salah satu bentuk syirkah, ada beberapa syarat yang hams 

dipenuhi dalam perserikatan ini; 

a) Pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil; 
b) Modalnya berbentuk uang tunai; 
c) Jumlah modal jelas; 
d) Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola); 
e) Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu 

bukan pada harta yang lain. 

2) Jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan 

Syi'ah Imamiah), tidak memasukkan transaksi mudharabah sebagai 

salah satu bentuk perserikatan, karena mudharabah menurut mereka, 

merupakan akad tersendiri dalarn bentuk kerja sama yang lain dan 

tidak dinamakan perserikatanlsyirkah.58 

Menurut Abdullah Saeed, tentang syirkah bahwa beberapa 

pemyataan yang dinisbatkan kepada para sahabat menunjukkan bahwa 

beberapa bentuk kemitraan pemah dipraktikan oleh generasi muslim 

awal. Pemyataan melulu menunjukkan keberadaan suatu bentuk 

kemitraan tanpa menunjukkan istilah-istilah, syarat-syarat atau konsep- 

konsep apapun yang mungkin dapat dikaitkan dengan 

perserikatanlkemitraan ini. Berangkat dari kenyataan bahwa riwayat- 

riwayat itu tidak memberikan sedikitpun keterangan mengenai definisi 

dan syarat-syarat yang shahih dari kontrak kemitraan semisal yang 

kemudian dikenal dalam fikih, maka definisi dan syarat-syarat yang 

sedemikian rupa diuraikan panjang lebar dalam fikih adalah produk 

ijtihad para hqaha. Dalam fikih, konsep musyarakah atau syirkah lebih 

-- 
58 Ibid. 



luas ketimbang dalam perbankan  slam.^^ 

4. Rukun dan Syarat-Syarat Musyarakah 

Menurut ulama Hanafiyah rukun musyarakah hanya shighat ijab 

kabul (serah terima). Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun 

musynrakah ada tiga yaitu: aqidain (kedua belah pihak berserikat); ma 'qud 

alaih (barang yang menjadi objek berserikat/modal/ada pokok 

pekerjaannya); shighat ijab kabul (ucapan serah terima). Berkaitan 

dengan syarat, menurut Syekh Abu Syuja' syarat dari musyarakah tersebut 

yaitu: 

a. Berupa mata uang seperti dirham, dinar; 

b. Jenis dan macam hartaluang tersebut hams sama; 

c. Harta yang dipergunakan untuk syarikat itu hams bercampur menjadi 

satu; 

d. Tiap anggota syarikat harus memberi izin kepada anggota yang lain 

dalam memperdagangkan harta perkongsian; 

e. Keuntungan dan kerugian hams diperhitungkan menurut prosentase 

yang d i k ~ n ~ s i k a n . ~ '  

Syarat yang sangat lebih klasik dapat kita lihat pada kitab Fathul 

Qarib yaitu:62 

a. Yang dibuat modal syirkah. hams berupa emas atau perak yang sudah 

S9 Abdullah Saeed, is la mi^: Banking And Interest A Study of Riba And Its Contemporary 
Interpretation , Terjemah, Arif Maftuhin, Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga 
Bank Kaum Neo-Revivalis, Cetakan Kedua, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 89. 

60 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cetakan Kedua Puluh Tujuh, (Bandung: Sinar Baru 
Algesino, 1994), hlm. 297. 

6 1 Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kitab Huhm Islam dilengkapi Dalil Al- 
Quran dun Hadits, Terjemah, Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Kifyatul Akhyar, Cetakan 
Pertama, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999, hlm. 109. 

62 Syech Ibnu Qosim Al-Ghazi, Fat-huI QaribJilid I, Terjemah, Imron Abu Amar , 
Fathul Qarib, Buku ke I, Cetakan Pertama, (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm. 269. 



menjadi uang yang terdiri dari mata uang dirham dan dinar meskipun 

keduanya sudah dicampuri dan menurut perkiraan keduanya masih 

tetap ada di negeri itu. Tidak sah syirkah dengan emas urai, emas 

perhiasan dan emas yang masih berbentuk potongan (lantaan). 

Demikian juga syirkah hams terjadi atas barang yang ada jenisnya 

seperti gandum. Maka tidak sah syirkah atas benda yang hanya 

diperkirakan harganya, seperti harta dagangan dan yang sepadan 

dengan itu; 

b. Barang (yang disyirkahkan) hams ada persesuaian jenis dan macamnya, 

maka tidak sah syirkah emas dan dirham, barang yang masih utuh dan 

yang sudah pecah, gandum putih dan gandum merah; 

c. Dua orang yang bersyirkah itu hendaknya mencampurkan ke dua 

bendanya, sekiranya tidak dapat perbedaan; 

d. Masing-masing dari kedua orang yang bersyirkah itu mernberi ijin 

untuk mentasarrufkan. Apabila salah seorang (dari keduanya) 

memberikan ijin untuk mentasarrufkan, maka baginya sah 

mentasarrufkan tanpa ada sesuatu halangan pun. Masing-masing dari 

keduanya, tidak boleh juga menjual dengan selain mata uang negerinya 

serta tidak boleh pula menjual dengan kerugian yang berat dan tidak 

boleh membawa pergi uang syirkah kecuali mendapat izin dari salah 

satu pihak. Jika satu diantara dua orang yang bersyirkah itu melakukan 

sesuatu yang dilarang (dari yang satunya) maka tidak sah perbuatan 

tersebut dalam hubungannya dengan bagiannya syirkah yang satunya. 

Perihal bagiannya seorang itu ada dua pendapat yang membedakan 

sahnya akad; 

e. Keuntungan dan kerugian dan kerugiannya hams diperhitungkan 

menurut perkiraan dua modal (uang) tersebut, baik kedua orang yang 

bersyirkah itu sama dalam ha1 menjalankan uang yang disyirkahkan 

ataupun keduanya berbeda. Jika kedua orang yang bersyirkah itu 

mengadakan perjanjian untuk membagi keuntungannya secara sama 



dengan disertai adanya perbedaan nilai dua modal (uang) atau janji 

sebaliknya, maka hukumnya tidak  ah.^^ 

Adapun syarat-syarat akad musyarakah yang lebih konteinporer 

di mana menurut penulis syarat-syarat ini merupakan hasil ijtihad para 

fbqaha kontemporer yang secara garis besar merupakan inti kesimpulan 

dari literatur-literatur klasik yang dahulu ada, walaupun kalau kita lihat 

kembali, dalam literaur klasik ada penggabungan syarat dengan cara 

pembagian keuntungan. Syarat-syarat tersebut dapat diperinci terkait 

dengan hal-ha1 berhubungan dengan rukunnya (rukun syirkah seperti yang 

telah diterangkan di atas). Secara terperinci, syarat-syarat tersebut adalah: 

a. Syarat aqidain yang dapat diperinci lagi menjadi: 

1) Akil dan baligh (tamyiz), syarat ini mutlak berlaku bagi semua 
transaksi, kecuali Imam Abu Hanifa menyebutkan syarat 
murnayyiz. Anak mumayyiz dapat melakukan akad atas seizin 
walinya; 

2) Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau 
menerima kuasa penvakilan; 64 

3) Dalam beberapa literatur klasik terkait dengan para pihak berserikat 
mensyaratkan pihak berserikat dalam keadaan merdeka dan dengan 
kehendaknya sendiri (tidak dipaksa). 65 

b. Syarat terkait dengan ma'qud alaih (barang yang menjadi objek 

akadlmodallada pokok pekerjaannya): 

1) Modal berupa modal mitsli (barang yang bisa ditimbang, ditakar 
dan boleh diakad salam). Harta mitsli adalah harta yang dapat 
ditemukan dalam pasaran; 

2) Sama dengan jenis dan sifatnya, sekiranya barang tersebut 
bercampur maka,"tidak bisa dibedakan"; 

63 Ibid. 
64 

M. Yasid Afandi, Fiqh Muarnalah, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 
2009)) hlm. 123. 

65 Sulaiman Rasjid, Op Cit, hlm. 297. 



3) Modal terkumpul lebih dahulu sebelum akad. Sehingga masing- 
masing pihak mengetahui porsi masing-masing. 

c. Syarat yang terkait dengan sighat (ucapan serah terima). Shighat 

dalam akad rnzlsyarakah disyaratkan berupa lafazh (ucapan) yang 

lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana,66 sejalan 

dengan pendapat H: Sulaiman Rasjid mengemukakan syarat lafaz 

secara rinci, bahwa kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat 

menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang di antara 

keduanya berkata, "kita berserikat pada barang ini dan saya izinkan 

engkau menjalankannya dengan jalan jual-beli dan lain-lainnya. " 

Jawab yang lain, "saya terima seperti engkau katakan itu. "67 Jika 

lafazh hanya terbatas pada memberi pengertian melakukan kerja sama 

(bersyarikat) saja, tanpa menunjukkan adanya izin dari kedua pihak 

yang berserikat, maka akad ini dianggap tidak syah. Namun demikian, 

menurut qaul adzhar kata yang memberi pengertian berserikat saja, 

dianggap sudah memenuhi persyaratan jika ha1 tersebut sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat. Dalam ha1 ini, dianggap syahnya akad 

musyarakah didasarkan pada urf (adat) yang berlaku di tengah-tengah 

r n a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

5. Pembubaran dan Berakhirnya Musyarakah 

Musyarakah dapat berakhir dengan deberapa preseden sebagai 

berikut: 

a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut ahli fikih akad 

perserikatan tidak bersifat mengikat (mubahbaiz), boleh dibatalkan. 

Untuk itu, pemutusan sepihak oleh salah satu pihak menjadikann akad 

berakhir; 

b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia; 

66 M. Yasid Afandi, Op Cit, hlm. 125. 

67 Sulaiman Rasjid, Lock Cit. 
68 M .  Yasid Afandi, Lock Cit. 



c. Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila 

yang sulit disembuhkan; 

d. Salah satu pihak murtad dan mernerangi  slam.^^ 

Perihal salah seorang syarikh meninggal dunia seperti pada poin 

2 di atas, dan mempunyai ahli waris yang telah dewasa, ahli warisnya bisa 

meneruskan syarikah tersebut, dia juga dapat diberi izin untuk ikut dalam 

mengelola, di samping dia berhak menuntut bagian keuntungan. Ada 

pendapat lain dalam ha1 pembubaran, menurut Muhammad Ismail Yusanto 

dan Muhammad Karebet Widjajakusuma mengatakan jika salah seorang 

syarikh menuntut pembubaran, maka syarik yang lain harus memenuhi 

tuntutan tersebut. 70 

Apabila syarikah itu terdiri atas beberapa syarikh, lalu salah 

seorang di antara mereka menuntut pembubaran, sedangkan yang lain tetap 

bersedia melanjutkan syarikah itu, syarik yang lain statusnya tetap sebagai 

syarik, di mana syarikah yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak, 

kemudian diperbarui di antara syarik yang masih bertahan untuk 

mengadakan syarikah tersebut. Hanya permasalahannya, perlu dibedakan 

antara pembubaran dalam syarikah rnudharabah dan syarikah yang lain. 

Syarikah mudharabah, apabila seseorang pengelola menuntut dilakukan 

penjualan sedangkan syarik yang lain menuntut bagian keuntungan, 

tuntutan pengelola tersebut hams dipenuhi sebab keuntungan tersebut 

69 Ibid, hlm. 130. 
70 Muhammad Isrnail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas 

Bisnis Islami, Cetakan Pertama, (Jakarta: GIP, 2002), hlm. 132. 



merupakan haknya, karena keuntungan tersebut tidak tenvujud selain 

dalam penjualan. Adapun dalan bentuk syarikah yang lain, apabila salah 

seorang di antara mereka menutut bagian keuntungan, sedangkan yang lain 

menuntut dilakukan penjualan, tuntutan bagian keuntungan tersebut hams 

dipenuhi, sedangkan tuntutan penjualan tidak demikian.7' 

D. Tinjauan Umum Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah 

Beberapa literatur buku, sedikit banyak telah ada pembahasan 

pembiayaan musyarakah, rata-rata pembahasannya secara sekilas, berikut 

diantaranya akan dijabarkan. 

1. Pembiayaan Al-Musyarakah 

Bank merupakan lembaga intermediary, salah satu fungsinya 

adalah memberikan pembiayaan (financing), yaitu pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

memerlukan dejcit unit. Kegiatan penyaluran dana, bank syariah 

melakukan investasi karena prinsip yang digunakan adalah penanaman 

dana atau penyertaan dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung 

kepada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai 

nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya disebut 

pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai 

kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Dua 

jenis kegiatan tersebut sering diistilahkan dengan penyebutan yang sama 

' Ib id. 



77  72 yaitu "pembiayaan . 

Secara urnurn, prinsip bagi-hasil dalam perbankan syariah dapat 

dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-muclhambah, 

al-mz~zara'ah, dan al-musaqah. Produk pembiayaan mz~syarakah ini 

adalah salah satu produk di perbankan syariah yang banyak dipakai. 

Berikut beberpa definisi yang dikemukakan para pakar ekonomi Syariah: 

a. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, al-musyarakah adalah akad kerja 
sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana 
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau 
amallexpertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan k e ~ e ~ a k a t a n . ~ ~  

b. Menurut Sunarto Zulkifli, musyarakah adalah akad kerjasama atau 
percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha 
tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko 
akan ditanggung sesuai porsi k e r j a ~ a m a . ~ ~  

c. Abd. Shomad mengatakan musyarakah yaitu syarikah atau musyarakah 
secara harfiah (bahasa) berati percampuran suatu harta dengan harta 
lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain, dalam 
musyarakah ini terdapat dua lebih mitra menyumbang untuk 
memberikan modal guna membiayai suatu i n ~ e s t a s i . ~ ~  

d. Sultan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa musyarakah adalah usaha 
patungan atau joint venture, modal ventura, venture capital yang 
mitranya terdiri dari bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha 
(nasabah). 76 

72 
Bagya Agung Prabowo, "Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Syarik dalam 

Pembiayaan Al-Musyarakah di Bank Syariah Mandiri", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 18, 
(201 I), hlm. 83-96. 

73 
Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan Pertama, 

(Jakarta: GIP & Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 90. 
74 

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga, 
(Jakarta: -= Zikrul, 2007), hlrn. 53. 

I 3  
Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 

Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2010), hlm. 134. 
76 

Sultan Remy Sjahdeni, tanpa judul dan halaman dikutip oleh Abd. Shomad, Hukum 
Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana 
Ilmu, 201 O), hlm. 134. 



Jenis kegiatan pembiayaan khususnya pembiayaan musyarakah 

tercantum pada pasal 19-20 Undang-undang Perbankan Syariah dan 

penjelasannya, khususnya pasal 19 ayat (1) poin (c), berkaitan dengan 

kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah 

(UUS). Akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan 

porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana 

masing-masing. 77 

(Parsial: Asset 

Keuntungan I7 

kontribusi modal 

Gambar. I 

Skema ~ l - ~ u s y a r a k a h ~ ~  

77 Zubairi Hasan, Unchng- Unclnng Perbankan Syariah Titik Temu Hukzim Islam dan 
Hukum Nasional, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 80. 

78 Muhammad Syafi'i Antonio, Op Cit, hlm. 94. 



2. Aplikasi dan Perkembangan Pembiayaan Musyarakah 

Pada perkembangannya produk pembiayaan musyarakah ini 

menjadi sangat dinamis dalam aplikasinya, dalam perbankan biasanya 

digunakan dalam hal: 79 

a. Pembiayaan proyek; 

b. Modal ventura; 

Pertama, pada proyek, musyarakah biasanya digunakan sebagai 

pembiayaan di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana 

untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah 

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati 

untuk bank. Kedua, pada modal ventura, pada lembaga keuangan khusus 

yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al- 

musyarakah diterapkan dalam skema model ventura. Penanaman modal 

dilakukan dalarn jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan 

divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun 

bertahap. 

Kemudian dalam ha1 musyarakah mutanaqishah (perkongsian 

yang mengecil), nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu 

barang (biasanya rumah atau kendaraan), misalnya 30% dari nasabah dan 

70% dari bank. Untuk memiliki barang tersebut, nasabah hams membayar 

kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Karena pembayarannya 

dilakukan secara angsuran, penurunan porsi kepemilikan bank pun 

berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Barang 

79 Ibid, hlm. 93 
Ibid.. 



yang telah dibeli secara kongsi tadi baru akan menjadi milik nasabah 

setelah porsi nasabah menjadi 100% dan porsi bank 0%. 

Itulah yang disebut dengan perkonsian yang mengecil atau 

musyarakah muntanaqishah atau disebut juga dengan decreasing 

participation dari pihak bank8' Musyarakah mutanaqishnh, Perseroan 

Terbatas, (Limited Company), Koperasi, Leasing, usaha-usaha patungan 

(Joint Venture), penyertaan saham atau modal (equality participationt), 

proyek khusus (Special Investment), dan pengeluaran LIC (Letter of 

Credit), adalah pola perkembangan dari bentuk dasar jenis syirkah Inan, 

bentuk syirkah ini adalah yang paling banyak diterapkan. 82 Menurut 

Muhammad, sistem decreasing participation ini dapat diterapkan dalam 

pemberian kredit rumah (sebagai alternatif bagi BTN), dan musyarakah 

mutanaqishah ini dapat pula diterapkan dalam proses r e ~ i n a n c i n ~ . ~ ~  

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHBS), mengatur syirkah 

milik, sebagaimana pasal 413 yaitu syirkah milik bersarna atas harta 

dengan kepemilikan penuh terjadi apabila ada dua pihak atau lebih, 

bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu. Pada pasal 414 

berbicara mengenai pembagian persentase awal masing-masing jika 

dihadapkan pada kehilangan sebagian hak milik bersama atas harta 

8 1  Mohammad Ali Baharum, Masalah Perurnahan Penyelesaian Menurut Perspektif 
Islam, (Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1990), tanpa halaman, Dikutip oleh 
Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan Pertarna, (Jakarta: GIP 
& Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 90. 

82~uhammad,  Sistern dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Cetakan 
Keempat,(Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 12. 

83 Ibid, hlm. 35. 



kepemilikan penuh. Pasal 4 15 menerangkan lebih lanjut tentang syirkah 

ikhtiyari dan syirkah jabari, syirkah ikhtiayari terjadi karena adanya 

kehendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri (Pasal 

416). Tanggung jawab dari interaksi syirkah ini diatur dalam pasal 417, 

mengenai hak kepemilikan atas harta dan hutang diatur dalam pasal 41 8. 

Pemanfaatan syirkah milik diatur dalam pasal 41 9-428. Pembahasan hak 

atas piutang bersama diatur dalam pasal 429-440, berkaitan dengan aturan 

pemisahan hak milik bersama diatur dalam pasal 441-444. Pada KHES 

pengertian syirkah terdapat pada pasal20 ayat 3 Buku 11. 84 

Aspek teknis musyarakah, bahwa tujuan akad musyarakah 

digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan 

permodalan nasabah guna menjalankan usaha yang disepakati. Nasabah 

bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat sebagai 

pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Modal, penyaluran dana 

musyarakah dapat diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang. 

Pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan hams 

dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan. 85 

Bagi-hasil keuntungan dan kerugian, pembagian keuntungan 

dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah bagi-hasil 

yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi 

kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Nisbah bagi hasil dapat 

84 
Syirkah adalah antara dua orang atau lebih dalam ha1 permodalan, keterampilan, atau 

kepercayaan dalarn usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh 
pihak-pihak berserikat, lihat Suyud Margono, (et. All), Konipilnsi Hukt~ni Ekonomi Islam, Cetakan Pertama, 
(Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 90-95. 

85 Muhammad, Op Cit, hlm. 137. 



ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda 

berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan 

cara bagi untung atau rugi @roJ%t and 10s sharing) atau bagi pendapatan 

(revenue sharing). Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai 

dengan laporan keuangan nasabah. 

Kerugian, bank dan nasabah menanggung kerugian secara 

proporsional sesuai modal masing-masing. Jika terjadi kerugian karena 

kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut 

ditanggung pihak oleh yang melakukan ha1 tersebut. Mengantisipasi risiko 

akibat kelalaian. atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau 

agunan dari nasabah. Bank dapat melakukan pengawasan usaha nasabah 

sesuai dengan kesepakatan. Pengembalian modal dapat dilakuakn pada 

akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas 

masuk dari usaha nasabah. Transaksi pembiayaan musyarakah terdapat 

dokumentasi seperti; surat persetujuan prinsip (Offering Letter), akad 

musyarakah, perjanjian pengikat jaminan, surat permohonan realisasi 

penyaluran dana, tanda terima uang oleh nasabah, dan proyeksi 

pendapatan usaha nasabah. Biaya asuransi, pengikatan notaris dan 

administrasi ditanggung oleh nasabah. 86 Produk pembiayaan memiliki 

manfaat seperti, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu 

pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bank tidak berkewajiban 



membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, 

tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank 

tidak akan pernah inengalami negative spread. 87 

E. Jaminan Pada Fiqh Muamalah 

Menurut Wahbah Zuhaili, kafalah ('jaminan), hawalah (pengalihan 

hutanglanjak piutang), dan rahn (gadai) masuk pada bentuk akad al-Istiitsaaq 

(penguatan, pernastian, penjaminan) saling berkaitan dalam sebuah jaminan.88 

Ketiganya merupakan bagian dari apa yang disebut jaminan dari sebuah 

hutang, berikut penjelasan masing-masing dari akad al-Istiitsaaq tersebut. 

1. Kafalah (Penjaminan) 

Kafalah dalam arti bahasa berasal dari kata: kafala yang 

sinonimnya: dhamina, artinya menanggung. Kafalah juga diartikan adh- 

dhammu yakni mengurnpulkan dan dhamman atau penjaminan. Wahbah 

Zuhaili berpendapat kafalah secara umum yaitu kafalah yang dikemukakan 

oleh para ulama mahzab (khususnya Hanafiyah) masuk pada pengertian 

kafalah al-Muthaalabah (siap ditagih) yang meliputi jiwa dan barang 

sedangkan kafalah yang lebih spesifik dalam "ha1 hutang", maka yang 

dimaksudkan hanya satu bentuk kafalah saja yaitu kafalah terhadap harta 

87 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan Pertama, 
(Jakarta: GIP & Tazkia Cendikia, 2001), hlrn. 93. 

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6, Terjemah, Abdul Hayyie al- 
Kattami, (et. All), Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Buku ke 6,  Cetakan Pertama, (Jakarta: GIP, 201 l), 
hlrn. 33. 



(hutang). 89 

Berikut beberapa definisi kafalah yang dikemukakan para ulama 

mahzab sebagai berikut: '" 
a. Lllama-ulama Hanafiyah mengemukakan dua definisi untuk knfnlnh. 

Definisi yang pertama yaitu, kafalah atau dharnnn adalah 

mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam 

penuntutan terhadap jiwa, harta, atau benda. Definisi yang kedua 

mengatakan, kafalah atau dhamman adalah mengumpulkan tanggungan 

kepada tanggungan yang lain di dalam pokok utang. 

b. Ulama Malikiyah berpendapat tentang kafalah ini, bahwa dharnan, 

kafalah dan hamalah mempunyai arti sama, yaitu penggabungan oleh 

pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan 

orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut 

bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak. 

c. Menurut Syafi'iyah, berkaitan dengan kajzlah ini, dhamman dalam 

pengertian syara' adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu 

hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda 

yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus 

dihadirkan. 

d. Menurut Hanabilah, kafalih adalah Dharnman adalah rnenetapkan 

sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam 

genggaman orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk 

mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diseselsaikan). 

e. Sedangkan Sayyid Sabiq, kafalah adalah menurut pengertian syara', 

kafalah merupakan proses penggabungan tanggungan kaJiil menjadi 

89 Ibid, hlm 37. Pendapat Wahbah Zuhaili ini, penulis mambaca bahwa ia membagi-bagi 
kelompok berkaitan dengan jaminan, dimana jaminan dalam arti kafalah itu dikelompokan dalam 
arti kafalah (hutang harta) saja dan kafalah jiwa dan harta (lebih umum sifatnya). Kafalah model 
hutang ini yang penulis kira menjadi cikal bakal pengembagan kafalah pada operasional perbankan 
Islam. 

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Cetakan Pertarna, (Jakarta: Amzah, 2010), 
hlm. 435. 



tanggungan ashiil dalam tuntutad permintaan dengan materi sama atau 

hutang, atau barang, atau peke rjaan. 

Definisi yang dikemukakan oleh para ulama mahzab tersebut, 

dapat diambil intisari bahwa kafalah atau dhamman adalah suatu akad 

antara dua pihak, di mana pihak pertama menanggung beban dan ranggung 

jawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang, atau menuntut harta atau 

menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua. Dari sini dapat 

dipahami bahwa kafalah itu adakalanya menanggung harta (ma0 atau 

utang atau orang. Kafalah hukumnya dibolehkan berdasarkan A1 -Quran, 

Sunnah, dan Ijma'. Dasar hukum dari Al-Quran antara lain sebagai 

berikut: 

Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) 
bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang 
teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku 
kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. " Tatkala mereka memberikan 
janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa 
yang kita ucapkan (ini). " (QS. Yusuf [12]: 66). Y2 

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dun siapa 
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. " (QS. Yusuf [I21 : 
72). Y3 

91 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Btlku ke 13, Terjemah, Kamaluddin A. Marzuki, 
Fiqhusunnah, Buku ke 13, Cetakan Pertama, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm 174. 

92 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muarnalat, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2010), 
hlm. 437. 
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Kafalah, memiliki rukun dan syarat-syaratnya. Menurut ulama 

Hanafiyah, rukun kafalah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Akan tetapi, 

menurut jumhur ulama yang lain, rukun kafalah ada lima yaitu: shighat 

(ucapan); dhamin atau kafil (yang menjamin); makfu lahu (pihak yang 

memiliki hak yang dijamidpemilik hak); makfi 'anhu (syarat pihak 

ashiillorang yang memiliki beban utang); makjiul bih (sesuatu yang 

dijamidobjek). 94 Syarat-syarat kafalah sangat berkaitan dengan rukun- 

rukun di atas, yaitu syarat shighat, syarat kaJil, syarat makjiul lahu, syarat 

makful 'anhu/ashiil, dan syarat makjiul bih: 95 

a. Syarat shighat, ulama-ulama Hanafiyah tidak memberikan syarat-syarat 

khusus untuk sighat (ucapadredaksi) ijab dan kabul dalam kafalah. 

Menurut mereka, sighat kafalah bisa dengan setiap lafal yang 

mengandung arti tanggungan atau iltizam, seperti "saya tanggung", 
<< saya jamin", "saya pikul/tanggung jawab". Kafalah bi an-nafsi, 

redaksi yang digunakan adalah setiap lafal yang mengungkapkan 

tentang badan orang yang hams di datangkan. Misalnya, "saya 

menjamin untuk menghadirkan diri si A, atau jiwanya, kepalanya atau 
,, wajahnya. 

b. Syarat KaJil (dhamin), terbagi lagi yaitu: 

Baligh. Tidak sah bagi seorang anak yang masih di bawah umur 
untuk menanggung kepentingan orang lain. Syarat ini disepakati 
oleh para fuqaha mahdzab empat. Namun, Hanafiyah 
mengecualikan dalam ha1 kafalah bi al-mal, bukan bi an-nafs, yaitu 
apabila anak tersebut anak yatim, dan walinya berutang untuk 
menafkahinya. Hal ini anak tersebut dibolehkan untuk 
menanggungnya dengan perintah walinya dan kafalah-nya 
hukumnya sah. 

94 Ibid, hlrn. 438. 
95 Ibid. 



2) Berakal. Tidak sah kafalah yang dilakukan oleh orang gila, syarat 
ini juga disepakati oleh mahdzab empat. 

3) Tidak mahjuv 'alaih karena boros. Apabila kaJil dinyatakan mahjuv 
'alaih karena sebab yang lain selain boros, maka kafalahnya 
hukumn ya sah. 

4) KaJil tidak berada dalam keadaan rnavadhul maut (sakit keras). 
Keadaan ini, maka kafalahnya tidak sah dengan dua syarat yaitu: 

a) Ia mempunyai utang yang menghabiskan hartanya. Apabila ia 
tidak punya utang yang menghabiskan hartanya, maka 
kafalahn ya tetap sah; 

b) Tidak ada tambahan harta yang bam setelah ia meninggal. 
Apabila ada tambahan harta bam setelah ia meninggal maka 
kafalahnya hukumnya sah. 

5) Tidak dipaksa, dengan demikian kafalah orang yang dipaksa 
hukumnya tidak sah. 

6) Hanafiyah menambahkan syarat kaJil (yang menjamin) hams orang 
merdeka (bukan budak). Akan tetapi, ini bukan syarat sah, 
melainkan syarat nafadz. 

c. Syarat Makful 'anhu/ ashiil. M a w  'anhu /ashiil adalah al-mudin, yaitu 

orang yang memiliki beban utang. Syarat untuk al-mudin adalah ia 

tidak mahjur 'alaih karena boros. Menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, ia 

( m a w  'anhu) tidak disyaratkan hams diketahui oleh penjamin. Alasan 

Hanabilah antara lain tindakan Ali dan Abu Qatadah yang memberikan 

jaminan kepada orang yang makful 'anhu-nya tidak diketahui oleh 

mereka berdua, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. 

d. Syarat Makful lahu. Makful lahu adalah orang yang kepentingannya 

ditanggung, yaitu pemilik uang (shahib ad-dain), syaratnya yaitu: 

1) Hams jelas (diketahui). Tidak sah menjamin seseorang yang ia 
(penjamin) tidak diketahuinya. Akan tetapi, Hanabilah menyatakan 
syarat ini tidak perlu. Menurut Hanabilah penjamin tidak perlu 
mengetahui makful lahu. Alasan Hanabilah antara lain tindakan Ali 
dan Abu Qatadah yang menjamin orang yang makful lahu-nya 
tidak diketahui; 

2) Berakal. Tidak sah menjamin seseorang yang gila. Hal tersebut 
dikarenakan dalam kafalah hams ada kabul (penerimaanljawaban 
atas ijab) dan orang gila kabulnya tidak sah. 

e. Syarat Makful bih. Makful bih adalah objek kafalah, baik bempa 

barang, utang, orang, maupun pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh 



makjiul 'anhu. Syarat-syarat untuk objek kafalah ini akan dibicarakan 

tersendiri, ketika membicarakan macam-macam kafalah. 96 

Secara garis besar Ahmad Wardi Muslich tidak jauh berbeda 

dengan yang dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa kafalah terbagi kepada 

dua bagian: Y7 Pertama, kafalah bi an-nafs, yaitu kewajiban seorang 

penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (maL$i!ul) kepada 

ma@l lahu (tertanggung). Definisi ini dapat dipahami bahwa kafalah bi 

an-nafs adalah suatu kafalah di mana objek tanggungannya mendatangkan 

orang ke hadapan tertanggung. Shighat yang digunakan bisa dengan lafal, 

"saya jamin untuk mendatangkan si Fulan, atau membawa badannya atau 

wajahnya. " Kafalah bi an-nafs hukumnya jaiz (boleh) apabila makjiul bih- 

nya hak manusia. Ulama Syafi'iyah memberikan syarat-syarat untuk 

kafalah bi an-nafs sebagai berikut: 

a. Makjiul dan maL$i!ul lahu harus diketahui; 

b. Makjiul hams setuju; 

c. Harus ada izin (persetujuan) wali apabila m a w 1  belum mukallaJ 

d. Hak yang berkaitan dengan makjiul bih adalah hak adami 

(manusialindividu), bukan hak Allah swt. 98 

Kedua, kafalah bi al-mal, pengertiannya adalah suatu bentuk 

kafalah di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat 

harta. Secara khusus kafalah ini terbagi kepada tiga bagian: 

a. Kafalah bi Ad-Dain, yaitu kewajiban penjamin (kafil) untuk melunasi 

96 Ibid, hlrn. 438. 

97 Lihat Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Buku ke 13, Terjemah, Kamaluddin A. Marzuki, 
Fiqhusunnah, Buku ke 13, Cetakan Pertama, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 177. 

98 Ahmad Wardi Muslich, Ibid, hlm. 443. 



utang yang ada dalam tanggung jawab orang 

b. Kafalah bi Al- 'Ain, disebut juga kafalah bi at-taslim, yaitu kewajiban 

penjamin (kaJil) untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan 

orang lain. 

c. Knfalah bi Ad-Dnrak, yaitu kafalah atau tanggungan terhadap apa yang 

timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya 

sebab yang mendahului akad jual beli.loO 

Berakhimya akad kafalah miliki konsekuensi masing-masing 

dari jenisnya, tetapi tidak semua secara spesifik. Apabila jenis kafalah-nya 

kafalah bi al-mal, maka kafalah berakhir dengan salah satu dari dua 

perkara: lo' 

a. Harta telah diserahkan kepada pemilik hak (ad-dain) atau dalam 

pengertian diserahkan, baik penyerahan tersebut oleh penjamin (kaJiZ) 

maupun oleh ashil/mai+ul 'anhu (al-mudin). 

b. Utang telah dibebaskan atau dalam pengertian dibebaskan.'02 

Apabila jenis kafalah-nya kafalah bi an-nafs, maka kafalah 

berakhir karena tiga sebab, sebagai berikut: lo3 

a. Penyerahan din orang yang dituntut di tempat yang memungkinnya 

untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan, misalnya di kota A. 

Apabila penyerahan dilakukan di lapangan atau di tempat yang tidak 

mungkin terdakwa dihadapkan di muka sidang, maka kaj l  (penjamin) 

beluin bebas karena tujuan penyerahan belum terwujud. Apabila 

disyaratkan kafil harus menyerahkan diri makfiul di kota A, tetapi 

penyerahan di kota By maka menurut Iinam Abu Hanifah, kafil sudah 

99 Lihat kembali dasar hukum kafalah di catatan kaki nomor. 64. 
loo Ibid. 
101 Ibid, hlm. 446. 
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bebas, karena terdakwa memungkinkan untuk dihadapkan di muka 

sidang pengadilan di kota A. Sedangkan menurut Muhammad dan Abu 

Yusuf tidak bebas kecuali makful diserahkan di kota yang ditentukan 

(A); 

b. Pembebasan terhadap kafil oleh pemilik hak dan kewajiban kafalah bi 

an-nafs. Tetapi ashil (makful 'anhu) tidak bebas karena pembebasan 

tersebut hanya terhadap ka j l  saja. Apabila pembebasaannya termasuk 

juga makful 'anhu maka kedua-duanya bebas; 

c. Meninggalnya makful 'anhu. Apabila al-ashil meninggal dunia maka 

kafalah menjadi berakhir dan kq.fil (penjamin) telah bebas dari tugas 

kafalah bi an-nafs, karena m a w  tidak mungkin untuk dihadirkan. 

Demikian pula kafalah berakhir karena meninggalnya penjamin (kajl). 

Tetapi apabila rnakful lahu yang meninggal, maka kafalah bi an-nafs 

tidak gugur dan kedudukannya digantikan oleh ahli waris atau 

pemegang wasiatnya. 104 

Menurut penuli s akad inilah di kemudian berkembang (baik 

secara arti, lingkup, dan wil ayahnya) dan diterapkan pada operasional 

perbankan Islam. Kafalah secara umum datur dalam fatwa Dewan Syariah 

Nasional No: 1 IIDSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah. secara spesifik diatur 

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES). Pada Buku I1 tentang 

akad BAB I Ketentuan Umum pasal 20 ayat 12 memberikan pengertian 

tentang kafalah yaitu jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin 

kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban 

pihak kedua atau peminjam.'05 Mengenai rukun akad kafalah diatur dalam 

BAB XI KHES, pasal 291 ayat (I) bahwa rukun akad kafalah terdiri atas: 

- 

'04 Ibid. 
Io5 Suyud Margono, (et. All), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Cetakan 

Pertama, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri & Law Firm Suyud Margono), hlm. 1 1. 



kctfil (penjamin); rnnkfi~l 'anhu (pihak yang dijamin); rnakful lahu (pihak 

yang berpiutang); rnakful bihi (objek kafalah); akad. '06 

Pada ayat (2) pasal 291 menerangkan akad kafalah dinyatakan 

para pihak dengan lisan, tulisana atau isyarat. Pasal 292 mengatakan para 

pihak hams memiliki kecakapan hukum. Beberapa syarat dikemukakan 

dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 293 ayat (I), rnakful 'anhu atau 

peminjam hams dikenal oleh kafil atau penjamin dan sanggup 

menyerahkan jaminannya kepada ka$l atau penjamin. Pasal 293 ayat (2) 

rnakful lahu atau pihak pemberi pinjaman hams diketahui identitasnya. 

Mengenai rnakful bih atau objek jaminan hams memuat: '07 

a. Merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda, atau 
pekerjaan; 

b. Dapat dilaksanakan oleh penjamin; 
c. Merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin hapus 

kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; 
d. Jelas nilai, jurnlah, dan spesifikasinya; dan 
e. Tidak diharamkan. 

Pada pasal 295 ayat ( I )  dikatakan jaminan berlaku sesuai 

dengan syarat dan batas waktu yang disepakati. Pasal295 ayat (2) jaminan 

berlaku sampai terjadinya penolakan dari pihak peminjam. Kafil atau 

penjamin dibolehkan lebih dari satu orang sebagaimana dalam pasal 296. 

Pasal 297, barang yang sedang digadaikan atau berada di luar 

tanggungjawab kafil atau penjamin tidak dapat dijadikan rnakful bih. 

Kafalah dapat dilakukan dengan cara muthlaqoh atau tidak dengan syarat 

atau muqayyadah atau dengan syarat (pasal 298). Pasal 299 mengatakan 

Io6 Ibid, hlm. 67. 
Io7 Ibid, hlm. 68. 



dalam akad kafalah yang tidak terikat persyaratan, kafalah dapat segera 

dituntut jika hutang itu hams segera dibayar oleh debitor. Pasal 300, dalam 

akad kafalah yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk 

membayar sampai syarat itu dipenuhi. Pasal 301, dalam ha1 kafalah 

dengan jangka waktu terbatas, tuntutan hanya dapat diajukan kepada 

penjamin selama jangka waktu kafalah. Pasal 302, penjamin tidak dapat 

menarik diri dari kafalah setelah akad ditetapkan kecuali dipersyaratkan 

lain. 108 

Pada pasal 303, dikatakan akad kafalah terdiri akad kafalah atas 

diri dan kafalah atas harta. Pasal 304 ayat (1) pihak pemberi pinjaman 

memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak 

peminjam, sedangkan pada ayat (2) nya dalarn melaksanakan hak tersebut 

kepada salah satu pihak dari kedua pihak itu tidak berati bahwa pihak 

pemberi pinjaman kehilangan hak terhadap yang lainnya. Pasal305, pihak- 

pihak yang mempunyai hutang bersama saling menjamin satu sarna lain, 

dan salah satu pihak dari mereka bisa dituntut untuk membayar seluruh 

jumlah hutang. Pasal 306 ayat (I), jika ada suatu syarat jaminan bahwa 

peminj am menj adi bebas dari tanggung-j awabnya, maka akad itu berubah 

menjadi hawalah atau pemindahan hutang, pada ayat (2) nya, jika 

peminjam melakukan hawalah atau pemindahan utang, maka debitor lain 

yang dipindahkan utangnya berhak menuntut pembayaran kepada salah 

satu pihak dari mereka yang diinginkannya. Pasal 307 ayat (I), jika 

'Os Ibid, hlm. 69. 



penjamin meninggal dunia, ahli warisnya berkewajiban untuk 

menggantikannya atau menunjuk penggantinya, pada ayat (2) nya, jika ahli 

waris gaga1 dalam menghadirkan peminjam, maka harta peninggalan 

penjamin harus digunakan untuk membayar utang yang dijaminnya, pada 

ayat (3) dikatakan jika pemberi pinjaman meninggal; dunia, maka ahli 

warisnya dapat menuntut sejumlah uang jaminan kepada penjamin. Pasal 

308, jika pihak pemberi pinjaman menangguhkan tuntutannya kepada 

peminjam maka ia dianggap telah pula menangguhkan tuntutannya kepada 

penjamin. Pasal 309 ayat (I), pihak pemberi pinjaman dapat memaksa 

peminjam untuk membayar hutang dengan segera apabila diduga yang 

bersangkutan akan melarikan diri dari tanggungjawabnya, pada ayat (2), 

pengadilan dapat memaksa peminjam untuk mencari penjamin atas 

permohonan pihak pemberi pinjaman. Pasal 310 ayat (I), jika penjamin 

telah melunasi hutang peminjam kepada pihak pemberi pinjaman, maka 

penjamin berhak menuntut kepada peminjam sehubungan dengan 

kafalahnya, pada ayat (2) jika penjarnin seperti dimaksud pada ayat (1) 

pasal ini, hanya mampu melunasi sebagian hutang peminjam, maka ia 

hanya berhak menuntut sebesar hutang yang telah dibayarkannya. 109 

Pada bagian keempat pasal tentang kafalah, memuat tentang 

pembebasan dari akad kafalah. Pasal 311 apabila penjamin telah 

menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman di tempat 

yang sah menurut hukum, maka penjamin bebas dari tanggung jawab. 

109 Ibid, hlm. 70. 



Pasal 3 12, apabila penjamin telah menyerahkan peminjam kepada pihak 

pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam akad atau sebelum 

waktu yang ditentukan, maka penjamin bebas dari tanggung jawab. Pasal 

313 ayat (I), penjamin dibebaskan dari tanggung-jawab jika peminjam 

meninggal dunia, pada ayat (2) penjamin dibebaskan dari tanggungjawab 

apabila peminjam membebaskannya, pada ayat (3) pembebasan penjamin 

tidak mengakibatkan pembebasan utang peminjam, dan pada ayat (4) 

pembebasan hutang bagi peminjam mengakibatkan pembebasan tanggung- 

jawab bagi penjamin. Pasal 3 14, penjamin dibebaskan dari tanggungjawab 

jika pihak pemberi pinjaman meninggal jika peminjam adalah ahli waris 

tunggal dari pihak pemberi pinjaman. Pasal 315, jika penjamin atau 

peminjam berdamai dengan pihak pemberi pinjaman mengenai sebagian 

dari utang, keduanya dibebaskan dari akad jaminan jika persyaratan 

pembebasan dimasukkan ke dalam akad perdarnaian mereka. Pasal 3 16, 

jika penjamin memindahkan tanggungjawabnya kepada pihak lain dengan 

persetujuan pihak pemberi pinjaman dan peminjam, maka penjamin 

dibebaskan dari tanggung-jawab. Pasal 317 ayat ( I ) ,  penjamin wajib 

bertanggung jawan untuk membayar hutang peminjam jika peminjam tidak 

melunasi hutangnya, pada ayat (2) penjamin wajib mengganti kerugian 

untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaiannya. 110 

110 Ibid, hlm. 72. 



2. Hawalah (Pemindahan Penanggungan HutangIAnjak Piutang) 

Bentuk dari bagian akad al-Istiitsaaq (penguatan, pemastian, 

dan penjaminan) yang ketiga adalah hiwalah atau pemindahan 

penanggungan hutang. Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berati 

intiqal (perpindahan), yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang 

dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal'alaih. Muhil adalah 

sebagai yang berutang, muhal adalah sebagai orang yang menghutangkan 

dan muhal 'alaih adalah orang yang melakukan pembayaran hutang. 

Hiwalah dilaksanakan sebagai tindakan yang tidak 

membutuhkan ijab dan kabul dan menjadi sah dengan sikap yang 

menunjukkan ha1 tersebut seperti, "aku hiwalahkan kamu, " "Aku ikutkan 

kamu dengan hutangku padamu kepada si fulan," dan lain-lainnya. 

Hiwalah dibenarkan oleh Islam karena ia diperlukan, landasan hukum 

hiwalah di antaranya sabda Rasulullah saw: 

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan 
jika salah seorang kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang 
kaya yang mampu, maka turutlah. " (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari 
Abu Hurairah). ' ' 

Pada hadits ini Rasulullah saw memerintahkan kepada orang 

yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada 

orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah 

tersebut dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang 

1 1 1  
Sayyid Sabiq, Op Cit, hlm. 39. 



dihiwalahkannya (muhal 'alaih), dengan demikian haknya dapat terpenuhi 

(dibayar). Kebanyakan pengikut mahzab Hambali, Ibnu Jarir, Abu Tsur 

dan Az-Zahiriyah berpendapat bahwa hukumnya wajib bagi yang 

menghutangkan (da 'in) menerima hiwalah, dalam rangka mengamalkan 

perintah ini, sedangkan jumhur ulama berpendapat perintah itu sunnah. 

Sahnya hiwalah disyaratkan hal-ha1 berikut: l2 

a. Relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal 'alaih, berdasarkan dalil 

kepada hadist di muka. 

b. Samanya kedua hal, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo 

waktu, mutu baik dan buruk. 

c. Stabilnya hutang, jika penghiwalahn itu kepada pegawai yang gajinya 

belum lagi dibayar, hiwalah tidak sah. 

d. Bahwa kedua hak tersebut diketahui dengan jelas. 113 

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggungan 

muhil menjadi gugur. Andaikata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan 

atau membantah hiwalah atau meninggal dunia muhal tidak boleh lagi 

kembali kepada muhil, demikian menurut jumhur ulama, kecuali mahzab 

Maliki, mereka mengatakan: ' I 4  

"Kecuali jika muhil telah menipu muhal di mana ia menghiwalahkan 
kepada orang yang tidak memiliki apa-apa fakir). " 

Kitab Al-Muwathta ', Imam Malik berkata: 

"Persoalannya menurut kami, tentang orang yang menghiwalahkan 
kepada seseorang dengan hutangnya yang ada pada orang lain, jika 
ternyata muhal'alaih mengalami kebangkrutan, atau meninggal dunia dan 
ia belum mambayar kewajiaban, maka muhal tidak memiliki apa-apa 
terhadap orang yang dihiwalahkan dan bah wa ia tidak kembali kepada 

' I 2  Ibid, hlm. 41. 
l3  Ibid. 

114 Ibid. 



pihakpertama (muhil). " 

Imam Malik ia berkata: 

"Di sisi knmi, persoalan ini tidak ada ikhtilaj " 

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman mengatakan: 

"Orang yang menghutangkan (muhal) kembali lagi (kepnda si muhil) jikn 
muhal'alaih meninggal dunia atau bangkrut atau membarltah hiwnlnh. ""' 

Hawalah memiliki aturannya dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Islam pada BAB XI1 tetapi pengertian dari hawalah ada pada 

pasal 20 ayat 13 yaitu pengalihan hutang dari muhil al-ashil kepada 

muhal 'alaih. Rukun dan syarat hawalah diatur mulai dari pasal 3 1 8-32 1. 

Pasal 318 ayat (1) memuat rukun hawalah, terdiri atas: muhil (peminjam); 

muhal (pemberi pinjaman); muhal 'alaih (penerima hawalah); muhal bihi 

(hutang); dan akad. ' I 6  

Pada ayat (2) nya, menerngkan akad hawalah pada butir (e) 

diatas hams dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat. 

Pasal 319, para pihak yang melakukan akad hawalah atau pemindahan 

hutang harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 320 ayat (I), peminjam 

harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa akan 

memindahkan hutangnya kepada pihak lain, pada ayat (2), persetujuan 

pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan 

hutang seperti yang dimaksud pada ayat (I), adalah syarat dibolehkannya 

'I5 lbid. 
"6 Suyud Margono, (et. All), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Cetakan 

Pertama, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri & Law Firm Suyud Margono), hlm. 1 1 dan 
hlm.72. 



akad hawalah atau pemindahan hutang, pada ayat (3), akad hawalah atau 

pemindahan hutang dapat dilakukan jika pihak penerima hawalah atau 

pemindahan hutang menyetujui keinginan peminjam pada ayat (1). Pasal 

321 ayat (1) hawalah atau pelnindahan hutang tidak disyaratkan adanya 

hutang dari penerima hawalah atau pemindahan hutang, kepada pemindah 

hutang, pada ayat (2), hawalah atau pemindahan hutang tidak disyaratkan 

adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah hutang dari pihak yang 

menerima hawalah atau pemindahan hutang sebagai hadiah atau 

imbalan. ' l7  

Pada bagian kedua pasal tentang hawalah memuat substansi 

berkaitan dengan akibat hawalah. Pasal 322 ayat (I), pihak yang 

hutangnya dipindahkan, wajib membayar hutangnya kepada penerima 

hawalah, pada ayat (2) penjamin hutang yang dipindahkan, kehilangan 

haknya untuk menahan barang jaminan. Pasal 323 ayat (I), hutang pihak 

peminjam yang meninggal sebelum melunasi hutangnya, dibayar dengan 

harta yang ditinggalkan, dalam ayat (2) pembayaran hutang kepada 

penerima hawalah atau pemindahan hutang didahulukan atas pihak-pihak 

pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam 

tidak mencukupi. Pasal 324 mengatakan, akad hawalah atau pemindahan 

hutang yang bersyarat menjadi batal dan hutang kembali kepada peminjam 

jika syarat-syaranya tidak terpenuhi. Pasal 325, peminjam wajib menjual 

kekayaannya jika pembayaran hutang yang dipindahkan ditetapkan dalam 

117 
Ibid, hlm. 73. 



akad bahwa hutang akan dibayar dengan dana hasil penjualan 

kekayaannya. Pasal 326, pembayaran hutang yang dipindahkan dapat 

dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula 

dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti. Pasal 327, pihak peminjam 

terbebas dari kewajiban membayar hutang jika penerima hawalah atau 

pemindahan hutang membebaskannya. Pasal 328, apabila terjadi hawalah 

pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan hutang 

tersebut meninggal dunia, maka pemindahan hutang yang telah terjadi 

tidak dapat diwariskan. 118 

3. Rahn (Gadai) 

Gadai seperti yang dikemukakan Wahbah Zuhaili bahwa gadai 

dan pengalihan hutang (hawalah) masuk pada akad al-Istiitsaaq 

(penguatan, pemastian, dan penjaminan). Menurut Sulaiman Rasjid 

pengertian ar-rahn berkaitan dengan jaminan kepercayaan dalarn 

kepercayaan hutang atau dalam bahasanya ia mengatakan dengan 

dijaminkan (rungguhan) ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau 

penguat kepercayaan dalarn utang piutang.120 Barang itu boleh dijual kalau 

hutang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan 

(dengan harga yang berlaku waktu itu). Firman Alla swt: 

Ibid, hlm. 74. 

' I 9  Wahbah Az-Zuhaili, Op Cit. 
120 

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cetakan Kedua Puluh Tujuh, (Bandung: Sinar Baru 
Algesino, 1994), hlm. 309. 



"Jika kamu dalam perjalanan (dun bermuamalat tidak secara tunai), 
sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang jaminan yang dipegang. " ( Q S .  Al-Baqarah: 283). 12' 

Sabda Rasulullah saw: 

Dari Anas. la berkata, "Rasullah saw telah merungguhkan 
- .  - (menggadaikan) baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, 

sewaktu beliau mengutang syar'i (gandum) dari seorang Yahudi untuk 
ahli (keluarga) rumah beliau." (HR. Ahrnad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu 
Majah). 122 

Menurut riwayat lain, banyaknya biji gandum yang diutang 

Rasulullah saw dari seorang Yahudi adalah tiga puluh sa ' , lebih kurang 90 

liter, dengan jaminan baju perang beliau. Hadits tersebut jelaslah bagi kita 

bahwa agama Islam dalam urusan muamalat tidak membedakan antara 

pemeluknya dengn yang lain. Wajib atas muslimin membayar hak 

pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka. Begitu juga tidak 

halal harta mereka selain dengan cara halal terhadap sesama muslim. 123 

Gadai di sini memiliki rukun yaitu: '24 

a. Lafaz (kalimat akad), seperti, "saya gadaikan (rungguhkan) ini kepada 

engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau. " Jawab yang 

berpiutang, "saya terima gadai (rungguhan) ini. " 

b. Ada yang merungguhkan (menggadaikan) dan ada yang menerima 

1 2 1  Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 



rungguh (yang digadai) yaitu para pihak yang berutang dan berpiutang. 

Keduanya hendaklah ahli tasarruf (berhak membelanjakan hartanya). 

c. Ada barang yang dirungguhkan (digadaikan), tiap-tiap zat yang boleh 

dijual dapat dirungguhkan (digadaikan) dengan syarat keadaan barang 

itu tidak rusak sebelum janji utang hams dibayar. 

d. Ada utanglhutang, disyaratkan keadaan hutang telah tetap. 125 

Apabila barang yang digadaikan diterima oleh yang berpiutang, 

tetaplah gadai dan apabila gadai telah tetap, yang memiliki barang tidak 

boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual 

ataupun diberikan dan sebagainya kecuali dengan izin yang berpiutang. 

Apabila barang yang digadaikan rusak atau hilang di tangan orang yang 

memegangnya, ia tidak wajib mengganti karena barang gadai itu adalah 

amanat (percaya-mempercayai), kecuali jika rusak atau hilangnya barang 

itu disebabkan kelalainnya.126 Menggadaikan itu hanya berguna untuk 

menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berutang, bukan 

untuk mencari keuntungan bagi yang berpiutang. 127 

Konteks hukum nasional telah diatur dalam fatwa DSN 

No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa DSN No: 26lDSN- 

MUI/III/2002 tentang Rahn emas serta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Islam berkaitan dengan gadai pada BAB XI11 dan pengertian dasarnya 

pada pasal 20 ayat 14 yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh 

pemberi pinjaman sebagai jaminan, sedangkan rukun dan syarat rahn 

diatur dalam pasal 329-332. Pasal 329 ayat (I), akad gadai terdiri dari 

125 Ibid. 
126 

Ibid, hlm. 312. 
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unsur penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, hutang dan akad, pada 

ayat (2) nya akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas hams dinyatakan 

oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Pasal 330, para 

pihak yang melakukan akad gadai hams memiliki kecakapan hukum. Pasal 

331 akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima 

gadai. Pasal 332 ayat (I), harta gadai hams bernilai dan dapat diserah- 

terirnakan dan ayat (2) harta gadai ketika akad dibuat. 12' 

Pada bagian kedua tentang gadai memuat substansi penambahan 

dan penggantian harta rahn. Pasal 333, segala sesuatu yang terrnasuk 

dalam harta gadai, maka turur digadaikan pula. Pasal 334, harta gadai 

dapat diganti dengan harta gadai yang lain berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak. Pasal 335, hutang yang dijamin oleh harta gadai bisa 

ditambah secara sah dengan jaminan harta gadai yang sama. Pasal 336, 

setiap tambahan dari harta gadai mempdcan bagian dari harta gadai asa1.12' 

Bagian ketiga rahn membahas tentang pembatalan akad rahn. 

Pasal 337, akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai 

oleh penerima gadai. Pasal 338, penerima gadai dengan kehendak sendiri 

dapat membatalkan akad gadainya. Pasal 339, pemberi gadai tidak dapat 

membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai. Pasal 

340 ayat (I), pemberi gadai dan penerima gadai dapat membatalkan akad 

gadainya melalui kesepakatan, ayat (2) mengatakan penerima gadai boleh 

12' Suyud Margono, (et.  All), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Cetakan 
Pertama, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri & Law Firm Suyud Margono), hlrn. 1 1 dan hlrn. 
75. 
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menahan harta gadai setelah pembatalan akad gadai samapi hutang yang 

dijamin oleh harta gadai itu dibayar lunas. Pasal 341, pernberi gadai boleh 

mengadakan akad gadai secara sah dalam kaitan dengan sejumlah uang 

dari dua penerima gadai, dan harta gadai itu menjamin kedua hutang itu.I3O 

Bagian keempat berbicara tentang rahn harta pinjaman. Pasal 342 ayat (1) 

seseorang boleh menggaidaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang 

meminjamkannya, pada ayat (2) dikatakan apabila pernilik harta tersebut 

di atas memberi izin tanpa syarat apapun, maka peminjam boleh 

menggadaikannya dengan cara apapun, dan ayat (3) mengatakan apabila 

pemilik harta tersebut di atas memberi izin dengan syarat, maka peminjam 

tidak boleh menggadaikan harta tersebut kecuali sesuai dengan persyaratan 

yang telah disepakati. 13' 

Bagian kelima memuat hak dan kewajiban dalam rahn. Pasal 

343 ayat (I) ,  penerima gadai mempunyai hak menahan harta gadai sampai 

hutang pernberi gadai dibayar lunas, ayat (2) nya, jika pemberi gadai 

meninggal, maka penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak- 

pihak yang lain dan boleh mendapat pembayaran hutang dari harta gadai 

itu. Pasal 344, adanya harta gadai tidak menghilangkan hak penerima 

gadai untuk menuntut pembayaran hutang. pasal 345, pemberi gadai dapat 

menuntut salah satu harta gadainya jika ia telah membayar lunas hutang 

pada salah satu harta gadainya. Pasal 346, pemilik harta yang dipinjamkan 

dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi 

Ibid. hlm 76. 
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gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya. Pasal 

347, akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai 

meninggal. Pasal 348 ayat (1) ahli waris yang memiliki kecakapan hukum 

dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal, pada ayat (2) nya wali 

dan ahli waris yang tidak cakap hukum pemberi gadai yang meninggal 

dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin terlebih dahulu dari 

penerima harta gadai, lalu membayar hutang pemberi gadai. Pasal 349, 

barangsiapa yang meminjamkan harta kemudian harta tersebut digadaikan 

oleh peminjam dengan seizinnya, tidak berhak menuntut harta tersebut dari 

penerima gadai sampai hutang yang dijamin oleh harta gadai itu dilunasi, 

walaupun sudah meninggal. Pasal 350 ayat (1) apabila pemberi gadai 

meninggal dunia dalarn keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada 

dalam status harta gadai, pada ayat (2) harta gadai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan pihak pemberi 

gadai, dan ayat (3) apabila pihak pemberi gadai bermaksud menjual harta 

gadai sebagaimana dimaksud ayat (I), harta tersebut hams dijual meskipun 

tanpa persetujuan penerima gadai. Pasal 351 ayat (1) dalam ha1 kematian 

pemberi pinjaman harta yang digadaikan dan hutangnya melebihi harta 

kekayaannya, maka pemberi gadai hams dipanggil untuk mernbayar 

hutang, dan menebus harta gadai yang telah ia pinjam dari yang 

meninggal, dalam ayat (2) apabila pemberi gadai tidak mampu membayar 

hutang tersebut, maka harta yang dipinjamkannya akan terus dalam status 

sebagai harta gadai dalam kekuasaan penerima gadai, dan ayat (3) 



mengatakan ahli waris dari pemberi gadai bisa menebus harta itu dengan 

cara membayar hutangnya. Pasal 352 ayat (1) jika hali waris penerima 

gadai tidak melunasi hutang pewaris, maka pemberi gadai dibolehkan 

menjual harta gadai untuk melunasi hutang pewaris, ayat (2) mengatakan 

jika hasil penjulan harta gadai melebihi jumlah hutang penerima gadai, 

maka kelebihan tersebut hams dikembalikan kepada ahli waris dari 

penerima gadai, dan ayat (3) mengatakan jika hasil penjualan harta gadai 

h r a n g  atau tidak c u h p  untuk melunasi hutang penerima gadai, maka 

pemberi gadai berhak menuntut pelunasan hutang tersebut kepada ahli 

warisnya. Pasal353, kepemilikan harta gadai beralih kepada ahli waris jika 

penerima gadai meninggal.'32 

Bagian keeman berbicara mengenai hak rahin dan murtahin. 

Pasal 354, akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta 

gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya. Pasal 355 pemberi 

gadai dapat menerima atau menolak akad jual-beli yang dilahkan oleh 

penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinnya. 

Pasal 356 pemberi dan penerima gadai dapat melahkan kesepakatan 

untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga. Pasal357, penerima 

gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai. '33 

Bagian ketujuh berbicara tentang penyimpanan harta rahn. Pasal 358, 

penerima gadai dapat menyimpan sendiri harta gadai atau pada pihak 

ketiga. Pasal 359, kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan 

'32 Ibid. hlrn. 78. 
'33 Ibid. hlm. 79. 



kekuasaan penerima harta gadai. Pasal 360 penyimpan harta gadai tidak 

boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun 

kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak. Pasal 361 ayat (I), 

harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain jika penyimpan 

yang pertarna meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai, 

pada ayat (2) pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai jika 

pemberi dan penerima gadai tidak sepakat. Pasal 362, pemberi gadai 

bertanggungjawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, 

kecuali ditentukan lain dalam akad. 134 

Bagian kedelapan berbicara tentang penjualan harta rahn. Pasal 

363, apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada 

penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta 

gadainya. Pasal 364 ayat (I), apabila jatuh tempo, penerima gadai hams 

memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi hutangnya, pada 

ayat (2) apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka harta 

gadai dijual paksa melalui lelang syariah, pada ayat (3) hasil penjualan 

harta gadai digunakan untuk melunasi hutang, biaya penyimpanan dan 

pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan, dan pada ayat (4) 

kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya 

menjadi kewajiban pemberi gadai. Pasal 365, jika pemberi gadai tidak 

diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada 

pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh 

'34 Ibid. hlm. 80. 



menjual harta gadai untuk melunasi hutang pemberi gadai. Pasal 366, jika 

penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai 

dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti mgi. Pasal 367 

apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai hams 

mengganti harta gadai. Pasal 368, jika yang merusak harta gadai adalah 

pihak ketiga, maka yang bersangkutan hams menggantinya. Pasal 369, 

penyimpan harta gadai hams mengganti kerugian jika harta gadai itu rusak 

karena kelalaiannya. 135 

F. Jaminan Keperdataan 

Jaminan dalam bank konvensional adalah jaminan yang merata 

digunakan dalam keperdataan. Hukum jaminan secara umum diatur dalam 

1131 KUHPerdata. Jaminan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu 

jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yang menurut penggolongannya 

terdapat empat macam, berikut dijelaskan macamnya. 

1. Jaminan Perorangan 

Jarninan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga 

yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari 

debitor. Jaminan perseorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang 

berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya 

kewajiban-kewajiban si berutang (debitor). Dalam j aminan perorangan 

(bortocht) itu selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban- 

'35 Ibid. hlm. 8 1. 



kewajiban pihak debitor, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau 

sampai suatu bagian tertentu, harta benda debitor dapat disita dan dilelang 

menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan atau eksekusi putusan 

pengadilan. Pengertian penanggungan ditegaskan dalam pasal 1 820 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 

"Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak 
ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi 
perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. " 

Seperti halnya perjanjian-perjanjian lainnya, maka perjanjian 

perorangan ini juga bersifat accesoir, dalam arti bahwa perjanjian 

penanggungan itu baru timbul setelah dilahirkannya perjanjian pokoknya 

berupa perjanjian utang piutang. Tanggung jawab penganggung terhadap 

debitor adalah tanggung jawab yang bersifat suatu "cadangan" saja, dalam 

arti befingsi apabila harta benda debitor tidak mencukupi untuk melunasi 

utangnya, atau dalarn halnya debitor itu sama sekali tidak mempunyai 

harta benda yang dapat disita. Jika kalau pendapatan lelang sita atas harta 

benda debitor itu tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah tiba 

gilirannya untuk menyita harta benda penanggundpenjamin. Hal ini 

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 183 1 KUHPerdata: 

"Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berutang, 
selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda di berutang ini 
harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. " 

Akibat lain dari hubungan antara debitor dan penanggung yang 

telah dibayar, dapat menuntutnya kembali dari debitor utarna, baik 

penanggungan telah diadakan maupun tanpa pengetahuan debitor utama. 



Penuntutan kembali ini tidak mengenai uang pokoknya maupun mengenai 

bunga serta biaya-biaya lain. Namun oleh karena jaminan perorangan ini 

tidak adak hak priviIege atau hak yang diistimewakan terhadap kreditor- 

kreditor lainnya, maka jaminan itu hampir tidak berarti bagi bank sebagai 

pihak pemberi kredit. Sebab tentunya bagi pihak kreditor menginginkan 

jaminan yang lebih kuat dan bersifat khusus. Sehingga bila sesuatu saat 

debitor tidak memenuhi utangnya, maka dapat dengan mudah menyita dan 

melelang barang yang dijadikan jaminan tersebut. ' 3 6  

2. Jarninan Kebendaan 

Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu 

penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditor) terhadap 

debitornya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna 

memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitor). Pemberian 

jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan sesuatu bagian dari 

kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna 

pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor. Kekayaan 

tersebut dapat berupa kekayaan si debitor sendiri atau kekayaan seseorang 

pihak ketiga. Pemberian jaminan kebendaan ini kepada si berpiutang 

(kreditor) tertentu, memberikan kepada si berpiutang suatu hak privilege 

(hak istimewa) terhadap kreditor lainnya. 137 

Pengertian benda sebagai kekayaan seseorang, maka benda 
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tersebut termasuk juga kekayaan yang tidak dapat dilihat, misalnya hak 

piutang. Sebab yang dimaksud dengan benda (zaak) dalam arti luas, ialah 

sesuatu yang dapat dihaki orang lain. Penyendirian atau penyediaan secara 

khusus kekayaan itu diperuntukkan bagi kepentingan seorang debitor 

tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau 

penyediaan secara khusus itu bagian dari kekayaan tadi seperti halnya 

dengan seluruh kekayaan debitor dijadikan jaminan untuk pembayaran 

semua utang debitor. Pemberian jaminan kebendaan kepada seorang 

kreditor tertentu, memberikan kepada kreditor tersebut suatu "privilege" 

atau kedudukan istimewa terhadap kreditor lainnya. Penggolongan 

jaminan kebendaan akan di terangkan tersendiri di bawah ini. '38 

a. Jaminan Hak Tanggungan 

Tentang pengertian hak tanggungan menurut ketentuan pasal 1 

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang 

dimkasud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan 

pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 

benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor-kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor 

lain. 

138 Ibid. 



Keberadaan UU Hak Tanggungan ini mempunyai konsekuensi 

yuridis terhadap sistem hukum perdata yang berkaitan dengan 

pemberian kredit. Dalam ketentuan pasal 29 UU Hak Tanggungan 

dinyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan 

Credimerband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1980-542 jo. 

Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai telah diubah 

dengan Staatsblad 193 7-1 90 jo. Staatsblad 193 7-1 91 dan ketentuan 

mengenai hipotek sebagaimana tersebut dalam Buku I1 KUHPerdata 

Indonesia sepanjang mengenai pembeban Hak Tanggungan pada hak 

atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan 

tidak berlaku 

Hapusnya hak tanggungan bisa dihapus dengan alasan-alasan 

sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 8  ayat 1 UU Hak Tanggungan, 

yaitu: I4O 

1) Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. 
2) Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. 
3) Pembersihan hak tangg~n~an'berdasarkan penetapan peringkat oleh 

ketua PN. 
4) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. 141 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah dikemukakan terdapat 

pengertian seperti berikut: 

1) Sesuai dengan sifat accesoir dari hak tanggungan, adanya hak 
tanggungan tergantung pada adanya piutang yang 
dijaminpelunasannya. Oleh karena itu, apabila piutang tersebut 
hapus karena pelunasan atau sebab-sebab lain, maka dengan 

139 Ibid, hlm. 24. 
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sendirinya hak tanggungan tersebut menjadi hapus juga. (Hak 
tanggungan hapus karena hapusnya hutang pokok). 

2) Selain itu, untuk hapusnya hak tanggungan pemegang hak 
tanggungan yang bersangkutan dapat saja melepaskan hak 
tanggungannya. Pelepasan hak tanggungan oleh pemegang hak 
tanggungan ini haruslah dibuat dalam suatu pernyataan tertulis. 

3) Hapusnya hak tanggungan karena pembersihan hak tanggungan 
berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua PN terjadi karena 
permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan 
tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihakn dari 
beban hak tanggungan. Ini berarti bahwa, peringkat para pemegang 
hak tanggungan dapat berubah. Perubahan peringkat ini terjadi 
bilaman misalnya pemegang hak tanggungan pertama telah dibayar 
lunas, maka ia akan keluar. Dan yang tadinya pemegang hak 
tanggungan kedua akan naik menjadi pemegang hak tanggungan 
pertama. Segala sesuatu ini dilakukan dengan perantaraan Ketua PN. 

4) Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang 
dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang 
dijamin. 

b. Jaminan Hipotek 

Pengaturan ketentuan hipotek setelah diundang-undangkannya hak 

tanggungan. Pengaturan ketentuan lembaga hak jaminan hipotek 

terdapat dalam Buku Kedua Titel Kedua puluh satu Pasal 1162 sampai 

dengan Pasal 1232 KUHPerdata, kecuali beberapa pasal yang sejak 

semula belum diberlakukan dengan Bepalingen omtrent de invoering 

van en de overgang tot de nieuwe Wetgeving Staatsblad Tahun 1848 

Nomor 10. Pembebanan hipotek sebagai jaminan hutang dilakukan 

berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie dengan segala perubahannya. 

Ketentuan dalam pasal di atas antara lain memuat hal-ha1 yang 

menyangkut perumusan pengertian hipotek; ciri dan sifat hipotek; objek 

dan subjek hipotek; pencoretan (roya) hipotek dan pegawai penyimpan 



hipotek. '42 

Setelah diundangkan dan berlakunya undang-undang hak 

tanggungan, ketentuan mengenai credietverband sebagaimana dalam 

Staatsblad tahun 1908 No. 542, sebagai yang telah diubah beberapa kali 

terkahir dengan Staatsblad tahun 1937 No. 190 dan ketentuan mengenai 

hipotek sebagaimana tersebut dalam Buku Kedua KUHPerdata 

sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah 

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dinyatakan tidak 

berlaku lagi. Berlakunya UU Hak Tanggungan tersebut, ketentuan- 

ketentuan mengenai credietverband tidak berlaku lagi, sehingga tidak 

diperlukan lagi sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tetap 

berlaku, sepanjang yang menyangkut pembebanan hipotek sebagai 

jaminan utang selain pada hak atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, berhubung objek hipotek itu benda-benda tidak 

bergerak (benda tetap), yang juga termasuk tanah atau hak atas tanah. 143 

Perumusan pengertian dan ciri-ciri hipotek dinyatakan dalam pasal 

1 162 KUHPerdata, yang bunyinya: 

Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak 
untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu 
perikutan. 

Ketentuan pasal 1 162 KUHPerdata, tampaknya hak hipotek mirip 

dengan hak gadai, yaitu sama-sama sebagai hak jaminan kebendaan, 

142 Rachrnadi Usman, Hukurn Jaminan Keperdataan, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009) hlm. 248. 
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sedang bedanya , hak gadai merupakan hak jaminan yang dibebankan 

kepada kebendaan bergerak, dan hipotek merupakan hak jaminan yang 

dibebankan kepada kebendaan tidak bergerak. Suatu perumusan yang 

baik, kita boleh mengharapkan adanya gambaran yang baik dari apa 

yang dirumuskan, melalui ciri-ciri khas yang menonjol yang ada dalam 

perumusan tersebut. Para sarjana rupanya menganggap perumusan 

yang diberikan oleh undang-undang tentang hipotek kurang lengkap 

dan karenanya pada umumnya memberikan perumusan lain. 

Paul Scholten dengan tegas mengatakan bahwa perumusan undang- 

undang di atas kurang lengkap, sedang Pitlo tanpa komentar langsung 

memberikan saj a perumusan lain, yang mengandung ciri-ciri yang tidak 

disebutkan dalam Oppenheim (J.Satrio, 2002: 186). Adapun Vollmas 

menyatakan perumusan tersebut tidak lengkap dan dalam ha1 tertentu 

juga menyesatkan, karena yang ditonjolkan undang-undang kata-kata 

Belanda kuno onderzetting, istilah yang tidak lagi lazim digunakan di 

dalam masyarakat (Vollmar, 1996: 328). Selanjutnya pasal-pasal 

KUHPerdata memeberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian 

hipotek, sebagai berikut: 144 

1) Pasal 1 167 KUHPerdata menyatakan, "benda bergerak tidak dapat 
dibebani dengan hipotek. " 

2) Ketentuan dalam pasal 1 168 KUHPerdata menyatakan, "hipotek 
tidak dapat diletakkan selainnya oleh siapa yang berkuasa 
memindahtangankan benda yang dibebani. " 

3) Dalam pasal 1 17 1 ayat 1 KUHPerdata dinyatakan, "hipotek hanya 
dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalnm hal-ha1 
yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. " 

144 Ibid. 



4) Selanjutnya pasal 1 175 ayat 1 KUHPerdata menyatakan, "hipotek 
hanya dapat diletakkan atas benda-benda yang sudah ada. Hipotek 
atas benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari adalah 
batal. " 

5) Kemudian dalam pasal 1 176 ayat 1 KLTHPerdata dinyatakan, "suatu 
hipotek hanyalah sah, sekedar jumlah uang untuk mana ia telah 
diberikan adalah tentu dun ditetapkan didalam akta. > >  145 

Berdasarkan perumusan pengertian hipotek dan pasal-pasal lainnya 

dari KUHPerdata, dapat dirumuskan bahwa hipotek adalah hak 

kebendaan atas benda tidak bergerak (benda tetap), untuk pelunasan 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau 

mendahului kepada pemegangnya. Hipotek mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda yang 
tidak bergerak (benda tetap); jadi benda jaminan hipotek yang 
menjadi objek hipotek itu kebendaan yang tidak bergerak (benda 
tetap), kebendaan selain benda tidak bergerak atau benda bergerak 
tidak dapat dibebani dengan hipotek; benda-benda yang disebutkan 
terakhir tersebut hanya dapat dibebani dengan gadai (pasal-pasal 
1 162, 1 164 dan 1 167 KUHPerdata). . 

2) Hipotek merupakan lembaga hak jaminan untuk pelunasan utang 
(sejumlah uang) tertentu yang sebelumnya diperjanjikan dalam suatu 
akta, karenanya jaminan itu, semata-mata benda-benda tidak 
bergerak tersebut sebagai jaminan bagi peluriasan sejumlah utang 
tertentu (pasal 1 162 KUHPerdata). 

3) Walaupun pemegang hipotek tidak diperkenankan untuk menguasai 
dan memiliki kebendaan jaminan yang dihipotekkan tersebut, namun 
diperkenankan untuk diperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri 
berdasarkan parate eksekusi kebendaan jaminannya jika debitur 
wanprestasi (pasal 1 178 KUHPerdata). 

4) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada 
pemegang hipotek (pasal-pasal 1 133; 1 134 ayat 2, 1 198), bahwa jika 
debitur cedera janji, kreditor (pemegang hipotek) berhak menjual 
kebendaan jaminan, dengan hak mendahului daripada kreditor- 
kreditor yang lain. 

5) Mudah pelaksanaan eksekusinya (pasal 11 78 ayat 2 ~ ~ ~ ~ e r d a t a ) . ' ~ ~  
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Kalau demikian sama halnya dengan gadai, juga hipotek menurut 

sifatnya merupakan accesoir pada suatu piutang. Artinya perjanjian 

jaminan kebendaan hipotek ini akan ada, apabila sebelumnya telah ada 

perj anjian pokoknya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan 

hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan 

yang tidak bergerak. 

c. Jaminan Gadai 

Gadai menurut ketentuan pasal 1150 KUHPerdata, adalah suatu 

hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, 

yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh 

seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si 

berpiutang itu untuk mengarnbil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan 

kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 

dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, 

biaya-biaya mana yang hams didahulukan. Berdasarkan ketentuan 

diatas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang debitur 

untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan 

pelunasan utang, serta memberikan hak kepada si berpiutang (kantor 

pegadaian) untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang 

tersebut apabila ia (si debitor) tidak mampu menebus kembali barang 

dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kewajiban 

debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai agunan 



kepada Kantor Pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada 

Kantor Pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi 

yang ditentukan. 

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga 

pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang 

memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah 

dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Mengenai gadai ini diatur dalam 

pasal 1150 sampai pasal 116 KUHPerdata, dan secara kelembagaan 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang 

Pegadaian. Lembaga pegadaian saat ini berbentuk suatu perusahaan 

umum (Perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berkaitan dengan itu, menurut 

ketentuan pasal 1 butir 4 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, 

perusahaan umum yang selanjutnya disebut perum, adalah BUMN yang 

seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang 

bertujuan kernanfaatan umum berupa penyediaan barang danlatau jasa 

yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keutungan berdasarkan 

prinsip pengelolaan perusahaan. Bahwa untuk terjadinya hak gadai 

terdapat dua tahapan yang perlu dilakukan, yaitu: 

1) Tahapan pertama untuk terjadinya hak gadai adalah perjanjian 
pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak 
sebagai jaminannya. Perjanjian ini bersifat konsensuil dan obligatoir. 

2) Tahapan kedua, penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima 
gadai. Benda yang dijadikan obejk gadai adalah benda bergerak, 
maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitor atau 
pemberi gadai. Penyerahan itu hams nyata, tidak boleh hanya 



berdasarkan pernyataan dari debitor, sedangkan benda itu berada 
dalam kekuasaannya debitur. '47 

d. Fidusia 

Istilah fidusia sudah merupakan istilah yang telah lama dikenal 

dalam hukum jaminan kita. Menurut Subekti, perkataan fidusi a berarti 

"secara kepercayaan" ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan 

secara timbal-balik oleh salah satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa 

yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke 

dalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu utang. Jaminan 

fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan 

atas benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap baerada dalam penguasaan, 

sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor 

lainnya. Pengaturan fidusia diatur dalam Undang-undang tentang 

lembaga fidusia ini adalah Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang 

Jarninan Fidusia. Menurut Muni Fuady, pemberian fidusia dilakukan 

melalui suatu proses yang dikenal dengan "Constitutum Possessorium " 

yang terdiri dari tiga fase yaitu: 

1) Fase perjanjian obligatoir, perjanjian ini dapat berupa perjanjian 

pinjam uang dengan jaminan fidusia antara pihak pemberi fidusia 

(debitor) dengan pihak penerima fidusia (kreditor). 
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2) Fase perjanjian kebendaan, upaya penyerahan hak milik dari debitor 

kepada kreditor yang dilakukan secara constitutum possessorium, 

yang dimaksud constitzrtum possessorium adalah penyerahan hak 

milik tanpa menyerahkan fisik benda. 

3) Fase perjanjian pinjam pakai, di mana benda yang dijadikan objek 

fidusia yang hak miliknya telah berpindah kepada pihak kreditor 

dipinjampakaikan kepada pihak debitor. Setelah diikat dengan 

jaminan fidusia, maka benda yang menjadi objek fidusia itu secara 

fisik tetap dikuasai debitor. 

Bahwa akte jaminan fidusia haruslah memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1) Harus berupa akta notaris. 

2) Hams dibuat dalam bahasa Indonesia. 

3) Hams berisi sekurang-kurangnya hal-ha1 berikut: 

a) Identitas pemberi d m  penerima fidusia. 
b) Mencantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia. 
c) Data jaminan pokok yang dijamin dengan fidusia. 
d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 
e) Nilai penjaminannya. 
f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Sedangkan benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan 

fidusia adalah sebagai berikut: 

1) Benda tersebut hams memiliki d m  dialihkan secara hukum. 

2) Dapat atas benda benvujud. 

3) Dapat atas benda tak benvujud, termasuk piutang. 

4) Benda bergerak.'48 

5) Benda tidak bergerak yang tidak diikat dengan hak tanggungan. 

6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotek. 



7) Dapat atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan 

diperoleh kemudian. 

8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda. 

9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda. 

10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia. 

1 1 )  Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia. 

12) Benda persediaan dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. 

Dapat dikemukakan bahwa jaminan fidusia dapat hapus karena 

beberapa alasan, yaitu: 

1 )  Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia, bahwa 

hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya atau lunasnya utang yang 

dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dan yuridis 

dari karakter perjanjian jarninan fidusia yang merupakan perjanjian 

tambahan (assesoir). Arti assesoir terhadap perjanjian pokoknya 

yang berupa perjanjian hutang-piutang. 

2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, hapusnya 

jaminan fidusia karena pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima 

fidusia adalah wajar. Wajar disebabkan pihak penerima fidusia 

sebagai pihak yang memiliki hak atas fidusia bebas untuk 

mempertahankan atau melepaskannya haknya tersebut. 

3) Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia, selain hapusnya 

utang dan pelepasan hak oleh penerima fidusia sebagaimana 

dikemukakan di atas, musnahnya benda yang menjadi jaminan 

fidusia adalah juga kejadian yang dapat menghapuskan jaminan 

fidusia. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, 

maka tentu tidak mungkin jaminan fidusia itu tetap dipertahankan. 

Namun demikian, apabila benda yang yang dijadikan objek jaminan 

fidusia itu diasuransikan, maka pembayaran asuransi tersebut 

menjadi haknya pihak pemegang fidusia. 



G. Jaminan dan Musyarakah 

Musyarakah dalam literatur klasik, tidak mengenal jaminan yang di 

bebankan salah satu pihak berserikat. Syarikah (musyarakah) adalah bentuk 

dasar dari sebuah kontrak kerja bukan seperti jual-beli. Abdullah Saeed 

mengatakan bahwa seluruh empat mahzab fikih berpendirian bahwa si mitra 

149 adalah orang yang dipercaya. Berdasar pada konsep 'percaya' ini, mitra 

yang satu tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut faqih 

mahzab Hanafi, Sarkhsi: 

Masing-masing mereka para mitra adalah orang yang dipercaya atas apa 
yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang 
(menyatakan) bahwa seseorang yang dipercaya memberikan jaminan 
(dlaman) akan dianggap tidak ada dan batal. 

Hukum Islam memang dibahas pula kaitannya dengan jaminan tetapi 

jaminan tersebut tidak dalam konteks musyarakah (kontrak kerja) melainkan 

secara urnum pada konteks 'jasa' salah satunya dikenal dengan kafalah. 15' 

Produk pernbiayaan musyarakah kontemporer mengenal adanya aspek 

jaminan, sedangkan menurut Mochamad Thohir A7ruf, aspek jaminan ini 

pada musyarakah dinilai ada tetapi diklasifikasikan ke dalam syirkah usaha 

saja dan kemunculannya memang bersifat kontemporer saat ini saja. 152 

Berkaitan dengan produk pembiayaan musyarakah ini pada bank 

149 Abdullah Saeed, Islamic Banking And Interest A Study of Riba And Its Contemporary 
Interpretation , Terjemah, Arif Maftuhin, MenyoaI Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga 
Bank Kaum Neo-Revivalis, Cetakan Kedua, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlrn. 91. 

150 Sarakhsi, Mabsuth, Dikutip dari Abdullah Saeed, Islamic Banking And Interest A 
Study of Riba And Its Contemporary Interpretation , Tejemah, Arif Maftuhin, Menyoal Bank 
Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Cetakan Kedua, (Jakarta: 
Paramadina, 2004), hlm. 9 1. 

l 5  Ibid. 

' 52  Mochamad Thohir A'ruf, Kemitraan dun Pembagian Projt Menurut Hukurn Islam, 
Cetakan Pertama, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), hlrn. 42. 



syariah, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa DSNINo: 

8lDSN-MUUIVl2000 Tentang M ~ s y a r a k a h . ' ~ ~  Sebagian besar produk 

pembiayaan musyarakah diatur dalam fatwa ini termasuk aspek jaminan. 

Kontrak, tentang pernyataan ijab dan qabzil hams dapat memperhatikan hal- 

ha1 seperti penawaran dan penerimaan hams secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak, penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak, dimana 

akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. Para pihak hams cakap hukum 

serta memperhatikan hal-ha1 seperti kompetensi pemberian atau diberikannya 

kekuasaan penvakilan, setiap mitra hams menyediakan dana dan pekerjaan, 

melaksanakan kerja sebagai wakil bagi setiap mitra. Setiap mitra memiliki 

hak untuk mengatur aset dalam proses, adanya pemebrian kewenangan 

kepada mitra lain untuk mengelola aset dan setiap mitra dilarang untuk 

mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 154 

Perihal objek akad dari pembiayaan musyarakah, secara rinci 

mengatur tentang modal, kerja, keuntungan dari kerugian. Pada sub 

pengaturan modal ini pula yang mengatur masalah kebolehan dalam aspek 

jaminan. Secara utuh objek akad yang termaktub dalam masalah modal 

yaitu: 155 

a. Modal yang diberikan hams uang tunai, emas, perak atau yang nilainya 

sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, 

1 5 3 ~ i m  Redaksi Pustaka Zeedny, Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah 
Tentang Ekonomi Syariah, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: pustaka Zeedny, 2009), hlm. 155. 

154 Ibid. 
55 Ibid. 



properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, hams terlebih dahulu 

dinilai tunai dan disepakati para mitra. 

b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjarnkan, menyumbangkan atau 

menhadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar 

kesepakatan. 

c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jarninan, namun 

untuk lnenghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta 

jaminan. 

Pada point (c), telah jelas memberikan keterangan bahwa kebolehan 

tentang pemberian jaminan. Pada bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta 

misalnya, telah menjalankan aturan ini dalarn produk pembiayaan 

musyarakah ini. Jenis jaminan yang digunakan adalah kafalah yang memiliki 

arti pemberian jaminan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yangy ditanggung. 156 Pengertian 

kafalah ini, diartikan dalam bentuk Garansi Bank sebagaimana merupakan 

perjanjian penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 s/d pasal 1850 

KUHPerdata, serta diatur dalam Surat Edaran Direktur BI No. 23/7/UKU, 

tanggal 18 Maret 199 1 tentang Pemberian Garansi oleh Bank. 157 

H. Al-Ahkam Al-Khamsa dan Relevansinya Terhadap Status Pemberian 
Jarninan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:8/DSN-MUI/IV/2000 

Sebelum membahas al-ahkam al-khamsa, perlu diketahui tentang 

pembagian hukum Islam sebagai hukum taklzj dan hukum wadh 'i. Hukum 

156 
Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu, hlm 132, Dikutip oleh Bagya Agung 

Prabowo, "Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Syarik dalam Pembiayaan Al-Musyarakah di 
Bank Syariah Mandiri", Jzlrnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 18, (201 I), hlm. 83-96. 

157 Bagya Agung Prabowo, "Perlindungan Hukurn Nasabah sebagai Syarik dalam 
Pembiayaan Al-Musyarakah di Bank Syariah Mandiri", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 18, 
(201 I), hlm. 93. 



taklz$ adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung 

dengan perbuatan mukallaJ; baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk 

melakukan larangan, anjuran untuk tidak melakukan atau dalam bentuk 

memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan 

hukum wadh 'i diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur 

sebab, syarat dan maniJ (halangan). 15" 

Teminologi hukum taklzJi, hukum bukan diartikan sebagai sesuatu 

sistem namun diartikan sebagai sebagai justifikasi terhadap suatu perbuatan 

mukallaj Berdasarkan hukum taklifi tersebut dalam fikih dikenal lima macam 

nilai hukum yang disebut al-ahkam al-khamsa, yaitu: 

I.  Wajib atau fardhu (perintah mutlak), ialah suatu perintah yang hams 

dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Perbuatan ini apabila dilakukan akan 

mendapatkan pahala dan apabila jika ditinggalkan akan mendapat dosa 

serta siksa. 

2. Sunnah atau mandub, adalah perbuatan yang diperintahkan untuk 

dilakukan, namun perintah ini tidak mutlak, sebab perbuatan ini kalau 

dilakukan mendapat pahala, tetapi bila ditinggalkan tidak berdosa 

sehingga tidak dikenakan siksa. Suatu perbuatan yang dianjurkan 

dilakukan karena jelas manfaatnya bagi pelaku.'59 

3. Haram (larangan mutlak), adalah perbuatan yang dilarang, apabila 

ditinggalkan akan diberi pahala dan apabila dilakukan akan mendapat 

siksa. 

4. Makhruh, ialah perbuatan yang terlarang, bila ditinggalkan akan diberi 

pahala tetapi bila dilakukan tidak berdosa dan tidak terkena siksa tetapi 

Lihat Abdul Ghofur dan Yulkarnaen Harahab, Hukum Islam Dinamika dan 
Perkembangannya di Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 30. 

159 . Lihat Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengnntar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 
Islam di Indonesia, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 45. 



jika dilakukan tidak disukai oleh Allah dan rasul-Nya. 

5. Mubah atau jaiz, ialah perbuatan yang bila dilaksanakan tidak berpahala 

dan bila ditinggalkan juga tidak berdosa dan tidak dikenakan siksa. Mubah 

dinyatakan dalam syara' tidak berdosa melakukannya karena tidak ada 

dalil yang mengharamkannya dan dinyatakan dalam syara ' boleh memilih, 

kalau suka boleh dilakukan dan kalau tidak suka boleh ditinggalkan. 

Terhadap al-ahkam al-khamsa ini perlu diperhatiakan bahwa 

pemetaan hukum-hukum yang demikian tidak lantas seorang mukallaf boleh 

melakukan hal-ha1 yang makhruh dan meninggalkan yang sunah. Filosofi ini 

ada sebagai suatu skala prioritas dalam mencermati suatu perbuatan mukallaj 

Oleh karena itu perlu diperhatikan dan dikembalikan bahwa hukum yang asal 

perintah adalah wajib, sedangkan hukum asalnya larangan adalah haram.160 

Mengenai hukum wadh'i yang terdiri dari sebab, syarat dan mani'. 

Sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh syariah sebagai tanda bagi adanya 

hukum. Sebab ini dapat merupakan perbuatan mukallaf dan berada di luar 

kemampuannya. Misalnya tanda-tanda masuknya shalat dan adanya bulan 

ramadhan dan sebab yang merupakan mukallaf dan dalam batas 

kemampuannya, misalnya perjalanan menjadi sebab bagi bolehnya berbuka 

puasa di siang hari. Syarat adalah sesuatu tergantung kepadanya ada sesuatu 

yang lain dan berada di luar hakikat sesuatu itu. Syarat dapat terjadi karena 

syariah itu sendiri, misalnya syarat melakukan sholat adalah hams bersuci 

dengan wudhu dan syarat dapat terjadi karena perbuatan mukallaf misalnya 

dalam taklik talaq. Mani ' adalah sesuatu yang ditetapkan sebagai penghalang 

160 Surnber tentang Al-Ahkarn Al-Khamsa dapat dilihat pada Abdul Ghofur Anshori dan 
Yulkarnaen Harahab, Op Cit, hlm. 30. 



bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Mani' 

dapat terjadi karena penetapan syariah misalnya keadaan haid bagi wanita 

merupakan mani' baginya untuk tidak melakukan shalat karenanya tidak 

perlu mengganti shalat tersebut. Mani' juga dapat terjadi karena sebab, yakni 

sesuatu yang ditetapkan syariah untuk berfungsinya suatu suatu sebab. 

Misalnya wajib zakat bagi orang yang telah memenuhi hisab, meskipun 

hartanya mencapai nisab jika orang yang wajib itu memiliki hutang yang 

melebihi harta yang dimilikinya maka ia terbebas dari kewajiban menunaikan 

zakat.16' 

Setelah memaparkan pengertian al-ahkam al-khamsa, penulis 

berpendapat bahwa al-ahkam al-khamsah memiliki relevansi sebagai penjelas 

terhadap posisi fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan pemberian 

jaminan sebagaimana terrnaktub pada fatwa DSN No:8/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Pembiayaan Musyarakah dalam keputusannya poin 3 huruf a sub 3 

dikatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 

jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga 

162 Keuangan Syariah dapat meminta jarninan. Kalimat "...pads prinsipnya 

dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, nnmun untuk menghidari 

terjadi penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan, " memberikan 

keterangan bahwa fatwa DSN tersebut memposisikan peberian jaminan 

sebagai sesuatu yang dibolehkan dalam perngertian mubah. Idealisnya maka 

Ibid. 

162~im Pustaka Zeedny, Himpunan Undnng-Unhg Dan Peraturan Pernerintah Tentang 
Ekonomi Syariah, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), hlm. 155. 



aspek jaminan tidak dikenakan hukum wnjib (keharusan yang tidak boleh 

ditinggalkan). 

I. Konsep Keadilan 

Pemaparan berikut ini, penulis menyajikan beberapa dari banyak teori 

dan pandangan berkaitan dengan keadilan. Relevansi terhadap pokok 

pembahasan yaitu teori keadilan yang sering diintegrasikan ke dalam hukum 

bercorak konvensional dan konsep keadilan pada hukum Islam. 

1. Teori Keadilan Pada Hukum Konvensional 

Kata 'keadilnn ', sebuah kata yang begitu sangat memiliki nilai, 

dalam setiap aktivitas kehidupan, kata ini selalu menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan. Perrnasalahan keadilan meliputi setiap struktur hukum, baik 

bersifat pidana atau perdata. Keadilan menjadi salah satu nilai penting 

dalam sebuah perjanjian, bahkan dapat tenvujud dalam sebuah kontrak. 

Pembahasan tentang keadilan tidak akan pernah berhenti. Raw1 menyebut 

'j'ustice as fairness " yang ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan, 

dan kesamaan. Mengutamakan asas hak daripada asas manfaat, ia 

merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut: 

a. Prinsip I, the greatest equal principle, bahwa setiap orang hams 

memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling has, seluas 

kebebasan yang sama bagi sernua orang (pinsip kesamaan hak dalam 

konteks jarninan kebebasan). 

b. Prinsip 11, ketidaksamaan sosial dan ekonomi hams diatur sedemikian 

rupa sehingga perlu diperhatikan asas: 

I )  The different principle; 



2) The principle offair equality of opportunity. 
Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan besar bagi orang- 

orang yang kurang beruntung, memberikan kesempatan yang sama 

dan terbuka ( Prinsip perbedaan objektif). '63 

Rawls berusaha agar keadilan tidak terjebak dalam ekstrem 

kapitalisme di satu pihak dan sosialisme di pihak lain. Adapun Robert 

Nozick seorang kolega Rawls yang dikenal sebagai tokoh filsuf libertarian. 

Ia menyebut teori keadilan distributihya (distributif modem) sebagai "The 

entitlement theory" (teori pemilikan hak atau teori landasan hak). Semua 

jenis distribusi keuntungan dan beban adalah adil jika memungkinkan 

individu melakukan pertukaran barang dengan bebas, ia menyatakan 

prinsip ini sebagai prinsip dasar keadilan distributif: 

Setiap orang sesuai dengan apa yang dipilih untuk dilakukan, bagi setiap 
orang sesuai dengan apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri 
(mungkin dengan bantuan orang lain), dan apa yang dipilih orang lain 
untuk dilakukan baginya dan mereka pilih untuk diberikan padanya atas 
apa yang telah mereka berikan sebelumnya dan belum diperbanyak atau 
dialihkan. 164 

Nozick keberatan dengan teori keadilan distributif tradisional 

yang memiliki kelemahan ahistoris dan terpolakan sebelumnya, menjadi 

ahistoris karena tidak memperhatikan pembagian itu terjadi. Ia 

mengembangkan teori keadilamya melalui pendekatan pasar bebas yang 

radikal dan menempatkan negara sebagai penjaga malam, artinya campur 

163 James Penner, Introductioan to Jurisprudence and Legal Theory , hlm 725, Dikutip 
oleh Agus Yudha Hemoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionaiitas dalam Kontrak Komersii, 
Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Ilmu, 201 I), hlm. 55. 

164 James Penner, Introductioan to Jurisprudence and Legal Theory , hlm 750, Dikutip 
oleh Agus Yudha Hemoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersii, 
Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Ilmu, 201 I), hlm. 62. 



tangan negara hams dibatasi terhadap kebebasan individu. 165 

Berkaitan denga keadilan, Mill melakukan pendekatan dengan 

meletakkan dalam analisis mengenai aka1 sehat dan kepekaan moral 

(keadilan alokatif), Miil menyimpulkan: 

Keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang 
menyoroti esensi kesejahteraan manusia lebih dekat daripada-dun 
karenanya menajdi kewajiban ynng lebih absolut-aturan penuntun hidup 
apapun yang lain. Keadilan juga merupakan suatu konsepsi di mana kita 
menemukan salah satu esensinya-yaitu hak yang diberikan kepada 
seorang individu-menimplikasikan dun memberikan kesaksian mengenai 
kewajiban yang lebih m e n g i k ~ t . ' ~ ~  

Menurut Niebuhr, keadilan yang sempurna adalah suatu kondisi 

persaudaraan yang didalamnya tidak terjadi konflik kepentingan yang 

berbasis pada 'kasih'. Keadilan memenuhi segala multi aspek, ia 

mengatakan keadilan tersusun atas roh keadilan, aturan dan struktur 

keadilan. Keadilan versi Niebuhr ini biasa dikenal dengan keadilan relatif, 

yang merniliki hubungan dialektis dengan kasih dan karena ia relatif maka 

selalu terbuka bagi penyempurnaan. ' 67  

Pada teori keadilan prosedural berkaitan dengan prosedur- 

prosedur yang digunakan organisasi untuk mendistribusikan hasil-hasil 

sumberdaya organisasi kepada para anggotanya. Menurut Gilliland dalam 

Pareke menyatakan bahwa perspektif komponen struktural mengatakan 

'65 Ibid, hlm. 63. 

166 Rawls, A Theory of Justice, hlm 253, Dikutip oleh Karen Lebacqz, Six Theory Of 
Justice, Terjemah Yadi Santoso, Teori-teori Keadilan, Cetakan Klima, (Bandung: Nusa Media, 
201 l), hlm. 23. 

167 Guiterez, Power of The Poor, hlm 50, , Dikutip oleh Karen Lebacqz, Six Theory Of 
Justice, Terjemah Yadi Santoso, Teori-teori Keadilan, Cetakan Klima, (Bandung: Nusa Media, 
201 l), hlm. 161. 



bahwa keadilan prosedural merupakan suatu hngsi dari sejauh mana 

sejumlah aturan-aturan prosedural dipatuhi atau dilanggar. Sebaliknya 

apabila prosedur dalarn organisasi itu dilanggar maka individu akan 

mempersepsikan adanya ketidak-adilan. 1 6 *  

2. Konsep Keadilan Pada Hukum Islam 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi 

seluruh sekalian alam, meliputi setiap inci aturan, sebagai "way of life" 

('jalan hidup). Menurut Murtadha Muthahhari dalm bukunya Keadilan 

Ilahi, mengemukakan kata keadilan digunakan dalam empat hal: 

a. Keseimbangan, adil di sini berarti keadaan yang seimbang, apabila 

kita melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam 

bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah 

syarat, entah ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan 

antar bagian tersebut. Terhimpunnya semua syarat itu, himpunan ini 

bisa bertahan, memberikan pengaruh yang diharapkan darinya dan 

memnuhi tugas yang dilelakkan untuknya. Firman Allah swt: 

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (al- 
Mizan) (keadilan). " (QS. Ar-Rahrnan [ 5  51 : 7). 

Ketika membahas ayat di atas, para ahli tafsir menyebutkan bahwa 

yang dimaksud oleh ayat itu adalah keadaan alarn yang tercipta secara 

seimbang. Setiap masyarakat yang seimbang membutuhkan 

bermacam-macam aktifitas, di antaranya aktivitas ekonomi, politik, 

pendidikan, hukum dan kebudyaan. 

b. Persamaan dan non disknminasi, pengertian ini ialah persamaan dan 

penafian terhadap disknminasi dalam bentuk apapun. 

168 
Fitri Nugrahaeni, 2010, http:/lfitrinugraheni.files.word~ressd2010/O2/a~ikel- 

publikasil .pdf , "Kendilan Prosedural," Akses tanggal 05 Desember 20 1 1. 



c. Pemberian hak kepada pihak yang berhak, keadilan ialah 

pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada objek yang 

layak menerimanya. 

d. Pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan, ialah tindakan 

meinelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud dan tidak mencegah 

limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujud dan 

menyempurna pada suatu t e r ~ e d i a . ' ~ ~  

Terma-terma penting dalam Al-Quran yang berkaitan penting 

dengan moral adalah keadilan. Hal ini terlihat dari banyaknya kata 'ad1 

(keadilan) dan kata yang semakna seperti al-gist, al-wazn, al- wast yang 

terdapat dalarn berbagai tempat di dalam Al-Quran. Ungkapan-ungkapan 

yang secara eksplisit menyebut kata al-'adl. Seperti kata al-wazn yang 

merupakan akar kata dari al-mizan (timbangan).170 

Azhari Akmal Tarigan mengatakan, di dalam Al-Quran, terma- 

terma al- 'ad1 dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak tiga puluh 

kali. Arti pokok dari kata ini mengandung dua makna yang berlawanan 

(mutaqabilan), pertama makna istiwa' (lurus) dan kedua makna i 'wijaj 

(bengkok). Di samping kata 'ad1 , terdapat kata yang semakna seperti al- 

gist dengan segala bentuknya disebut sebanyak dua puluh tiga kali. Kata 

yang tersusun dari q-s-t mengandung dua makna berlainan (mutadadain). 

Kalau ia dibaca al-gist, maka ia berarti al- 'adl, sementara kalau dibaca al- 

qast, maka maknanya al-jurr dan al-qusut berarti al-'udul 'an al-hag 

169 
Murtadha Muthahhari, Al- 'Ad1 Al-Ilahy, Terjemah, 'Abdul-Mun'im Al-Khaqani, 

Keadilan Ilnhi Asns Prrndrrngnn Dunia Islam, Cetakan Kedua, (Bandung: Mizan, 2009), hlm 65. 
170 Nurul H. Maarif, 2008, http://nuhamaarif.blo~spoot.com/2008/09/keadilan-dalam- 

islam.htm1, "Kendilnn Dnlom Islom ", Akses tanggal 22 April 201 1. 



(berpaling dari kebenaran) dan al-qasat bermakna i 'wijaj (bengkok).17' Al- 

qist, berarti "bagian" yang wajar dan patut, ini tidak hams mengantarkan 

adanya "persamaan", memang al-gist lebih umum dari al- 'adl. Karena itu, 

ketika Al-Quran menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata al- 

gist yang digunakan. Firman Allah: 

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamzl penegak keadilan (al- 
qist), menjadi snksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri dan 
kaum kerabatmu. ... ". (QS. An-Nisa [4]: 13 5).172 

Keadilan ayat ini, Syekh Muhammad Al-Madani 

mengemukakan, ayat ini menuntut kita untuk menjadi penegak keadilan, 

melarang, untuk memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor 

yang dapat melahirkan fanatisme kepada diri dan keberpihakan kepada 

kaum kerabat yang dapat mendorong terjadinya penyelewengan keadilan 

dengan meletakkannya bukan pada tempat yang semestinya dan 

memberikan kepada sesuatu yang bukan hahya. Itulah bentuk 

penyelewengan keadilan yang disebabkan kecintaan din atau dikarenakan 

keberpihakan diri. 173 

Kata 'ad1 selalu dihadapkan dengan kata zulm. Ketika Allah 

memerintahkan manusia agar berbuat adil pada saat yang sarna Allah 

melarang manusia berbuat zalim. Kata al-Zulm berarti meletakkan sesuatu 

tidak pada .tempat yang semestinya, baik dengan cara melebihkan atau 

171 Azhari Akmal Tarigan, Islam Mahzab HMI Tafsir Tema Besar NDP, Cetakan 
Pertama, (Jakarta: Kultura, 2007), hlm. 142. 

172 
Nurul H. Maarif, Op Cit. 

173 Muhammad Al-Madani, Al-Mujtama' Al-Mistali Kama Tunazhzhimuhu Suratu An- 
Nisa, Terjemah, Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, Masyarakat Ideal Dalam PerspektifSurnt An- 
Nisa, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 1 15. 



mengurangi maupun menylmpang dari waktu dan tempatnya.174 Keadilan 

(al- 'ado merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut-sebut 

secara eksplisit dalam Al-Quran, antara lain dalam surat An-Nahl ayat 90, 

sebagai berikut: 

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil (bi al- 'ado dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dun Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. " (QS. 16 
An-Nahl : 90). '75 

Pandangan ahli ushul Jiqh dinyatakan bahwa kalimat al-'ad1 

tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. 

Keadilan memang menepati posisi sebagai nilai yang tertinggi, tetapi 

dalam penjabarannya tetap menggunakan kata adil, sekalipun sudah berada 

pada tataran praktis. Tafsir Al-Misbach M. Quraish Shihab, djjelaskan 

bahwa kata al- 'ad1 mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni 

lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah yang 

berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, 

bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang 

adil tidak berpihak kepada salah seorang b~erse1isih.l~~ 

Para ulama mendefinisikan 'ad1 adalah "menempatkan sesuatu 

pada tempat yang semestinya." Hal ini mengantarkan kepada kondisi 

"persamaan", walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama. 

- 

174 
Azhari A h a 1  Tarigan, Op Cit, hlm. 143. 

175 M. Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Aplikatif & Prespektifnya, 
Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), him. 119. 

1 7 6 ~ .  Quraish Shihab, Taf ir  Al-Misbach, hlm 324, Dikuti oleh M. Arifin Hamid, Hukum 
Ekonomi Islam Di Indonesia Aplikntif & Prespektifnya, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2007), hlm. 119. 



Pengertian lainnya menegaskan bahwa 'ad1 adalah memberikan kepada 

pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini mengandung 

makna menuntut kepada pihak-pihak tertentu untuk memberi hak, tetapi 

juga hak itu hams diserahkan tanpa menunda-nunda. Sabda Rasulullah 

saw: 

"Penundaan utang dari seseorang yang mampu membayar utnngnya 
adalah penganiayaan. ,J 177 

Term 'ad1 juga diartikan sebagai moderasi, artinya tidak 

mengurangi dan juga tidak melebihkan. Sebagai lawannya adalah 

kezhaliman, penganiyaan dan keburukan, karenanya setelah kata 'ad1 

diikuti dengan kata ihsan (kebajikan). Aplikasi dari tindakan adil tersebut 

seyogyanya diikuti dengan perbuatan baik. Ekonomi Islam tindakan 

gharar, maisir dan riba termasuk sikap zhalim yang mencederai 

keadilan.178 

Adiwarman Karim menyatakan bahwa konsep adil dalam Islam 

adalah tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi (la tazhlimuna wala 

tuzhlamun). Perspektif ekonomi Islam, siapapun berhak menjadi kaya 

karena hasil jerih payahnya, selarna tidak melakukan kezaliman. Juga 

dalam hartanya terdapat hak orang lain yang hams dikeluarkan. Hal ini 

adalah wujud implementasi tidak menzalimi dan tidak dizalimi. '79 

Penulis ambil kesimpulan berkaitan dengan keadilan dalam 
- 

177~bid, hlm. 12 1. 
178 

M. Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Aplikatf & Prespektzjkya, 
Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 119. 

179~diwarman Karim, wawancara bulan Desember 2004, Oleh penulis buku M. Arifin 
Hamid, Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Aplikatifd Prespektljhya, Cetakan Pertama, (Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 121. 



hukum Islam yaitu keadilan merupakan upaya mewujudkan suatu tindakan 

menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya, secara 

seimbang dan persamaan non diskriminasi dalam pemberian hak serta 

kewajiban berdasarkan kelayakan dengan menjauhi aspek-aspek kezaliman 

dan tidak dizalimi. 

J. Kaidah-Kaidah Fikih Berkaitan dengan Perubahan dan Perkembangan 

Perubahan dapat terj adi karena perubahan yang disebabkan oleh 

kejadian alam atau karena usaha manusia itu sendiri. Ibnu Qayyim 

menyimpulkan dalam ungkapannya: 180 

"Fatwa berubah dun berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, 
keadaan, niat dun adat kebiasaan. " 

Perubahan pada hakikatnya adalah keadaan atau kondisi manusia, 

masyarakat, atau alam yang disebabkan oleh manusia juga. Konteks ijtihad, 

tidak hanya terdapat perbedaan atau persamaan antar mahzab, tetapi satu 

orang mujtahid seperti Imam Syafe'i dapat berbeda hasil ijtihadnya pada 

waktu beliau di Baghdad dan pada waktu di Mesir, yang dikenal dengan qaul 

qadim dan qaul jadid, muncul kaidah: 18' 

180 H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah 
yang Praktis, Kaidah Fikih, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Kencana Ilmu, 2006), hlm. 109. 

18' Ibicl, hlm. 110. 



"Memelihnra keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang barzl 
yang lebih maslahat." 

Kaidah ini mengisyaratkan selalu ada sebuah perubahan di dunia. 

Menghadapi perubahan tersebut, kaidah ini memberi isyarat untuk tetap 

memelihara yang lama yang maslahat dan dapat berlaku dalam segala bidang 

ijtihadiyah, terutama pemanfaatan ilmu dan teknologi, dalam perubahan atau 

amandemen (seperti UUD 1945) setiap peraturan yang berlaku. 

K. Musyarakah Pada Bank BTN Syariah Cabang Malang 

Legal draft akad musyarakah bank BTN Syariah cabang kota malang, 

syirkah dalam aspek teknis perbankan memiliki arti sebagai suatu bentuk 

usaha atau proyek yang dikerjasamakan oleh bank dan nasabah. Sedangkan 

musyarakah itu sendiri adalah perjanjian kerjasama antara bank yang akan 

menyediakan modal, dan nasabah yang akan menjalankan usahanya 

sebagaimana yang dirnohonkan nasabah kepada dan disetujui oleh bank, atas 

dasar pembebanan resiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai 

penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama 

dalam perjanjian ini.lg2 Pada dasarnya besar kesepakatan modal dan rincian 

penggunaan yang akan desepakati dalam legal draft akad musyarakah ini 

belum ditentukan dan dilaksanakan ketika proses berakad. 

182 . Llhat pada data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 1 ayat 2 dan 4 BAB V Akad 
Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 
November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 84 

183 . Lihat pada data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 2 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 86 



Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana 

nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek 

tersebut. Modal yang disetor dapat berupa uang, barang perdagangan (trading 

asset), property, equipment, atau intangible asset (seperti hak paten atazl 

good will) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua 

modal dicampur untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola 

bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan 

kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. lg4 

Salah satu ha1 menarik adalah dalam legal draft akad perjanjian 

musyarakah, ada posisi dimana nasabah menjadi seorang mudharib 

(pelaksana tugas), artinya dengan adanya mudharib maka ada pula shahibul 

maal (pemilik modal) seperti produk syirkah mudharabah.lB5 Terdapat 

mekanisme di dalam klausula tersebut dikatakan para musyarik sepakat 

menunjuk dan menetapkan nasabah sebagai pengelola usaha yang dibiayai 

bersama, sebagaimana nasabah menerima penunjukkan dan penetapan 

mudharib tersebut. Posisi mudharib itu selain sebagai pelaksana usaha, 

bertindak pula sebagai wakil para pihak di luar atau di muka pengadilan 

kecuali dalam ha1 meminjamkan asset milik syirkah yang menimbulkan 

tanggungan dan menjual serta mengasingkan aset milik syirkah, kedua ha1 

tersebut diperlukan persetujuan tertulis bank. Selain sebagai pelaksana dan 

IB4 Lihat data penelitian dokumen PP.MI.II.40 Tanggal Efektif 15-04-2004 diberikan 
pihak Bank BTN Syariah cabang Malang, Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani selaku 
relationshi manajemen, tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 2 1 8 :  Seperti yang telah diulas pada sub bab sebelumnya bahwa syirkah mudharabah masih 
dalam perdebatan antara pakar yang memasukkan mudharabah dalam bentuk syirkah atau yang 
memisahkan dengan produk syirkah. 



wakil, mudharib diposisikan sebagai pemelihara dan penyelamat modal para 

pihak. 186 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa posisi nasabah yang 

sekaligus menjadi mudharib telah ditentukan dengan ditunjuk langsung oleh 

pihak bank serta nasabah sendiri menerimanya sebagaimana yang terdapat 

dalam klausul perjanjian. Mengenai proses perolehan keuntungan dapat 

dilalui tahapan-tahapan sebagaimana terdapat dalam perjanjian di 

antaranya: '87 

1. Fase keuntungan usaha, yakni pertambahan harta yang diperoleh dalam 
menjalankan usaha atau proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu 
yaitu dengan mengurangi jumlah harta akhir periode dengan harta awal; 

2. Fase kerugian usaha, adalah berkurangnya harta di dalam menjalankan 
usaha atau proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu jumlah 
harta akhir periode lebih kecil dari jumlah harta pada awal periode; 

3. Fase pendapatan adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil 
usaha yang dijalankan nasabah dengan menggunakan modal secara 
patungan dari yang disediakan oleh bank dan nasabah sesuai dengan 
perjanjian; 

4. Fase keuntungan operasional, adalah pendapatan operasional yang 
diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan nasabah dengan menggunakan 
modal secara patungan dari yang disediakan oleh bank dan nasabah setelah 
dikurangi biaya-biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh 
pendapatan tersebut, belum termasuk biaya-biaya tidak langsung yang di- 
keluarkan dalam mendukung kegiatan operasional usaha (overhead); 

5 .  Fase pendapatan bersih, adalah keuntungan operasional setelah dikurangi 
biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam mendukung kegiatan 
operasional usaha (overhead) sebelum pembagian keuntungan dan pajak- 

Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 7 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 90 

187 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal lAyat 7, 8, 10, 11, 12, dan 14 BAB V 
Akad Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 
November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 90 



pajak; 
6. Terakhir fase keuntungan, adalah pendapatan sebagaimana dimaksud 

dalam kemgian usaha (butir 8 pasal 1) dalam perjanjian ini dikurangi 
dengan biaya-biaya sebelum dipotong pajak. 

Besarnya bagian keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak, 

dalam akad ini disepakati ketika dalam proses berakad atau dengan kata lain 

dengan cara negosiasi. Berikut bagan keseluruhan dari peroduk 

pembiayaan musyarakah pada bank BTN syariah kota Malang yang dapat 

penulis gambarkan. 

I Bank I 
I (Syarik) 

Modal & Skill Penerimaan Nasabah -1 1 wa;aig 1 Mudharib ( en elola) 

Bagi hasil 
keuntungan sesuai 

porsi kontribusi 

I (Nisbah) 

Gambar. I1 
Skema Pembiayaan Musyarakah Bank BTN Syariah Kota Malang 

Iss Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 6 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship mannjemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlrn. 88-89 



Praktik perbankan syariah, aspek pembiayaan musyarakah ini 

memiliki rukun dan syaratnya yaitu: 

1.  Rukun: 
a. Pemilik modal (shahibul maul); 
b. Modal (maal); 
c. ProyekWsaha; 
d. Pelaksana Proyek (musyarik); 
e. Ijab Qabul. 

2. Syarat 
a. Jenis usaha yang dilakukan hams jelas dan tidak melanggar syariah; 
b. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang likuid (dapat 

dicairkan) dan mempunyai nilai ekonomis; 
c. Perserikatan ini merupakan transaksi yang dapat diwakilkan. Artinya 

salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu 
dengan ijin pihak lain, dianggap sebagai wakil pihak yang berserikat; 

d. Pembagian hasil untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan 
ketika berlangsung akad; 

e. Hasil adalah pendapatan yang diperoleh dati harta perserikatan, bukan 
dari harta lain. 

Hal-ha1 lainnya yang hams terpenuhi dalam bagian rukun dan syarat 

yaitu .diantaranya, aspek dokumentasi, berupa kegiatan-kegiatan dalam 

pengumpulan, pemilihan, pengolahan, perekaman, dan penyimpanan 

informasi atau keterangan atas hubungan pembiayaan antara bank dengan 

nasabah ke dalam bentuk berkas atau dokumen, di mana dokumen 

pembiayaan (sebagai hasil dokumentasi) dipergunakan sebagai sumber data 

atau informasi dan bukti atas hubungan pembiayaan antara nasabah dengan 

bank. Beberpa muatan dokumen tersebut yaitu surat persetujuan prinsip 

(Offering Letter), akad pembiayaan, bukti pemilikan dan pengikatan jaminan, 

I a 9  Lihat data penelitian dokumen PP.MI.II.40 Tanggal Efektif 15-04-2004 yang telah 
diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang Malang, Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani 
selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang 
Malang, hlm. 6. 



surat permohonan realisasi pembiayaan dan tanda terima uang oleh 

nasabah.Ig0 Transaksi mz~syarakah membutuhkan saksi, persaksian 

merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi hams 

orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, dapat berbicara (tidak bisu), dan 

tidak cacat h u k ~ r n . ' ~ '  

Beberapa unsur dalam pasal pada akad musyarakah BTN Syariah 

cabang Malang. Pertama, jangka waktu. Kerja sama usaha dalam bentuk 

musyarakah anatara pihak bank dan nasabah berlangsung untuk jangka waktu 

tertentu, terhitung sejak tanggal surat perjanjian ditandatangani kedua belah 

pihak dan berakhir pada waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak. 192 

Kedua, penarikan modal, tetap memperhatikan dan menaati ketentuan- 

ketentuan tentang pembatasan pe-nyediaan dana yang ditetapkan oleh yang 

berwenang, bank berjanji meng-ikatkan din untuk mengizinkan nasabah 

menarik modal, setelah nasabah memenuhi seluruh prasyarat sebagai 

berikut: 193 

190 
Lihat data penelitian dokumen PP.MI.II.40 Tanggal Efektif 15-04-2004 yang telah 

diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang Malang, Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani 
selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang 
Malang, hlm. 10. 

191 Ibid, hlm. 5. 
192 Lihat data penelitian yang telah dibenkan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 

Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 3 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 2011 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 86. 

193 Lihat data penelitian yang telah dibenkan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 4 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlrn. 87. 



1. Menyerahkan kepada bank perrnohonan realisasi modal sesuai dengan 
tujuan peng-gunaannya, selambat-lambatnya (dalam waktu yang 
disepakati) hari kerja bank sebelum tanggal pencairan harus dilaksanakan. 

2. Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen nasabah, termasuk dan tidak 
terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan 
perjanjian. 

3. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta 
akta-akta pengikatan jaminannya. 

4. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh modal, nasabah 
berkewajiban membuat dan menandatangani surat tanda bukti penerimaan 
uangnya, dan menyerahkannya kepada bank. 

Sebagai bukti diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan 

atas jaminan, dan atau akta dimaksud oleh bank, bank berkewajiban untuk 

menerbitkan dan menyerahkan tanda bukti penerimaannya kepada Nasabah. 

Ketiga, dalam ha1 hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan kegiatan 

usaha: '94 

1. Bank dan nasabah selaku musyarik secara bersama-sama bertanggung 
jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha dan tidak ada satu pihak 
yang dapat mengendalikan atau benvenang penuh mengendalikan sendiri 
aktivitas usaha. 

2. Bank dan nasabah selaku musyarik secara bersama-sama berhak untuk 
membuat atau mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasi, 
kecuali terhadap hal-ha1 yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan yang 
tidak memerlukan persetujuan bersama di antara para pihak. 

3. Bank dan nasabah selaku musyarik secara bersama-sama mengakui 
kepemilikan aset baik yang diserahkan dalam kerjasama atau terhadap 
asset yang dibeli untuk kegiatan usaha untuk menghasilkan keuntungan 
bagi usaha yang dijalankan. 

4. Bank dan nasabah selaku musyarik secara bersama-sama berhak untuk 
mengambil bagiannya atas keuntungan sesuai dengan besarnya porsi 

194 
Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 

Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 5 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 87. 



pembagian keuntungan (syirkah) yang telah disepakati dalam perjanjian 
ini. 

5. Bank dan nasabah selaku musyarik secara bersama-sama bertanggung 
jawab terhadap seluruh kerugian usaha, kecuali terhadap hal-ha1 yang 
dilakukan menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan 
atau disepakati seperti penyelewengan, spekulasi, monopoli, gharar salah- 
urus (mis manajemen) dan pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan 
dalam perjanjian baik yang dilakukan nasabah selaku mudharib dengan 
sengaja atau tidak disengaja. 

Keempat, dalarn akad perjanjian mencakup jumlah modal atau dana 

(harta) yang diperlukan dan sharing masing-masing pihak (uangharta benda 

lain yang bisa dinilai dengan uang/emas/perak, atau berupa barang 

perdaganganltrading asset, property, equipment atau intangible right seperti 

hak paten, percampuran modal tersebut yang akan dijalankan hams tertulis 

atau nota riil), tujuan penggunaan modal, posisi bagi hasil ( n i ~ b a h ) ' ~ ~ ,  jangka 

waktu pemakaian m0da1.l~~ Legal draft akad musyarakah, mengatur beberapa 

ketentuan di antaranya: 197 

1. Nasabah dan bank menyepakati berkaitan besar kecilnya keuntungan 

2. Nasabah dan bank melakukan kesepakatan berkaitan dengan waktu 
pelaksanaan pembagian keuntungan (syirkah). 

195 Nisbah bagi hasil yaitu ratio perbandingan pembagian atas keuntungan dan risiko 
usahalproyek di antara Nasabah dengan bank yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ketika 
berlangsung akad, dapat dilihat pada data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN 
Syariah cabang Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian , Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 6 
BAB V Akad Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada 
tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 84 dan hlm. 89 

196 Lihat data penelitian dokumen PP.MI.II.40 Tanggal Efektif 15-04-2004 yang telah 
diberikan oleh plhak Bank BTN Syariah cabang Malang, Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani 
selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang 
Malang, hlm. 8 

197 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 6 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 88-89 



3. Bank berjanji serta mengikatkan diri untuk turut menanggung kerugian 
yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini proporsional dengan syirkah 
bank, kecuali apabila bank dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut 
terjadi karena ketidak-jujuran, kelalaian, dadatau pelanggaran yang 
dilakukan nasabah sebagaimana aturan dalam perjanjian. 

4. Bank akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian, apabila bank 
telah menerima dan menilai kembali segala perhi tungan yang dibuat dan 
disampaikan oleh nasabah dan bank telah menyerahkan hasil penilaiannya 
tersebut secara tertulis kepada nasabah. 

5. Nasabah mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang 
dibiayai dengan fasilitas modal berdasarkan perjanjian, secara periodik 
pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke-lima bulan 
berikutnya. 

6. Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian 
kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh nasabah, selarnbat- 
lambatnya pada hari yang telah ditentukan, sesudah bank menerima 
perhitungan usaha tersebut dari nasabah disertai dengan data yang 
lengkap. 

7. Adanya batasan waktu penyerahan hasil penilaian oleh bank kepada 
nasabah, maka bank dianggap secara sah telah menerima dan mengakui 
perhitungan yang dibuat oleh nasabah. 

8. Nasabah dan bank berjanji dan saling mengikatkan diri satu terhadap yang 
lain, bahwa bank hanya akan menanggung segala kerugian secara 
proporsional, maksimum sebesar modal yang diberikan kepada nasabah. 

Kelima, dalam ha1 pembayaran kembali modal dan keuntungan bank 

diatur secara spesifik yang kurang lebih memuat: lg8 

1. Nasabah mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada bank, seluruh 
jumlah modal pokok sarnpai lunas dan bagian keuntungan yang menjadi 
hak bank sesuai dengan nisbah pembagian keuntungan, sebagaimana 
ditetapkan pada perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan. 

19* Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 8 BAT3 V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 90. 



2. Setiap pembayaran kembali oleh nasabah kepada bank atas modal yang 
difasilitasi bank dilakukan di kantor bank atau di tempat lain yang ditunjuk 
bank, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama 
nasabah di bank. 

3. Pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di bank, maka dengan ini 
nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab 
yang ditentukan dalam pasal 18 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
kepada bank untuk mendebet rekening nasabah guna membayar, melunasi 
kewajiban nasabah kepada bank. 

4. Apabila nasabah membayar kembali atau melunasi modal yang difasilitasi 
oleh bank lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti 
pembayaran tersebut akan menghapus atau mengurangi bagian dari 
pendapatan, keuntungan yang menjadi hak bank sebagaimana telah 
ditetapkan dalam perj anjian. 

Keenam, pernyataan dan pengakuan nasabah yang berisikan 

keterangan nasabah. Pernyataan pengakuan dari nasabah pengakuan kepada 

bank, sebagai bank menerima pernyataan dan pengakuan nasabah, bahwa: '99 

1. Nasabah adalah perseorangan atau badan usaha yang tunduk pada hukum 
Negara Republik Indonesia; 

2. Pada saat penandatanganan perjanjian, nasabah tidak sedang mengalihkan, 
menjaminkan dan atau memberi kuasa kepada orang ini untuk 
mengalihkan dan atau menjaminkan atas sebagian atau seluruh dari 
hartanya, termasuk dan tidak terbatas pada piutang dan atau klaim 
asuransi, tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di 
muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang pada pihak 
lain, diselidiki atau dituntut oleh pihak yang benvajib, baik pada saat ini 
ataupun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi aset, keadaan 
keungan, dan atau mengganggu jalannya usaha nasabah; 

3. Nasabah memiliki semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan 
usahan ya; 

199 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal llBAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 93. 



4. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau 
yang diberi kuasa oleh nasabah adalah sah dan benvenang, serta tidak 
dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun; 

5. Nasabah mengizinkan bank pada saat ini dan untuk selanjutnya selama 
berlangsungnya perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat- 
tempat lain yang berkaitan dengan usaha nasabah, mengadakan 
pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, t'ransaksi, dadatau 
kegiatan lainnya yang berikaitan dengan usaha berdasarkan Perjanjian ini, 
baik langsung maupun tidak langsung. 

Ketujuh, pembahasan terkait perumusan pelanggaran-pelanggaran 

dalam kriteria yang diberikan oleh bank. Nasabah dianggap telah melanggar 

syarat-syarat perjanjian bila terbukti nasabah melakukan salah satu dari 

perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 200 

1. Menggunakan modal yang diberikan bank di luar tujuan atau rencana kerja 
yang telah mendapat persetujun tertulis dari bank; 

2. Melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, termasuk dan tidak 
terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dadatau akuisisi 
dengan pihak lain; 

3. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang 
diharuskan bank; 

4. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh 
Pengadilan; 

5. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain; 
6. Menolak atau menghalang-halangi bank dalam melakukan pengawasan 

dan atau pemeriksaan. 

Kedelapan, perihal pengawasan dan pemeriksaan oleh bank kepada 

nasabah. Bank atau kuasanya mempunyai hak untuk melakukan pengawasan 

dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang 

difasilitasi modal oleh bank berdasarkan perjanjian, serta hal-ha1 lain yang 

200 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 13 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 94. 



berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak 

terbatas pada pembuat fotokopinya. 20' 

Kesembilan, pihak nasabah mengikatkan diri untuk menutup asuransi 

berdasar syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi 

jaminan bagi modal berdasarkan perjanjian, pada perusahaan asuransi yang 

ditunjuk oleh bank, dengan menunjuk dan menetapkan bank sebagai pihak 

yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (banker 

clause).202 Kesepuluh, segala sesuatu yang berhubungan dengan domisili serta 

pemberitahuan. Ketentuan tersebut memuat di antaranya: 203 

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada awal surat 
perjanjian, merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing 
pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala 
surat-menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan. 

2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka 
pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada 
pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda 
bukti penerimaan, alamat barunya. 

3. Selama tidak ada perubahan alamat, maka surat-menyurat atau komunikasi 
yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal surat perjanjian 
dianggap sah menurut hukum. 

Kesebelas, klausula penutup dalarn akad yang beberapa diantaranya 

20' Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 14 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 95. 

202 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 15 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 95. 

203 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 17 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 96. 



memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 204 

1. Apabila ada hal-ha1 yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam 
perjanjian, maka nasabah dan bank akan mengaturnya bersama secara 
musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum. 

2. Tiap addendum dari perjanjian merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dari perjanjian. 

3. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh nasabah dan bank di 
atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing- 
masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak. 

Secara umum dalam aspek teknis implementasi pihak bank BTN 

Syariah cabang kota Malang memberikan pembiayaan musyarakah untuk 

penggunaan pembiayaan modal kerja seperti jenis usaha pesanan (order), 

jenis usaha waralaba, jenis usaha dengan pola kemitraan, jenis usaha industril 

manufaktur dan menyediakan dana untuk proyek aktivitas ekspor-impor. 205 

Realitasnya, pembiayaan musyarakah yang ada pada bank BTN 

Syariah cabang Malang ini, lebih sering digunakan dalam pola pembiayaan 

konstruksi. Berkaitan dengan persyaratan yang lebih spesifik pengajuan 

permohonan pembiayaan, tata caranya sebagai berikut: 206 

1. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan 

yang ditandatangani oleh pemohon. Untuk pemohon yang berbentuk badan 

usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, maka 

204 
Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 

Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 18 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 97. 

205 Lihat data penelitian dokumen PP.MI.II.40 Tanggal Efektif 15-04-2004 yang telah 
diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang Malang, Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani 
selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang 
Malang, hlm. 8 

206 Llhat data penelitian dokumen Persyaratan Pengajuan Permohonan Pernbiayaan 
yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang Malang, Musyarakah, oleh Tanti Widia 
Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah 
Cabang Malang, hlm. 5. 



surat tersebut ditandatangani oleh pihak yang sah dan benvenang sesuai 

Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) perusahaan. 

2. Surat permohonan disertai kelengkapan sebagaimana disyaratkan pada 

check list permohonan. 

Berkaitan dengan poin kedua (2) diatas diatur lebih spesifik lagi oleh 

pihak bank BTN syariah cabang Malang: 207 

1. Kelengkapan data untuk pemohon badan usaha berupa legalitas pemohon 

dan usaha yang di da lhnya  terdiri dari: 

a. Akta ADIART perusahaan sampai dengan akte perubahan terakhir; 
b. Pengesahan dari Departemen Kehakiman (untuk Perseroan Terbatas) 

atau Departemen Koperasi (untuk koperasi); 
c. Struktur Organisasi, copy KTP dan CV/riwayat hidup pengurus; 
d. Data grup usaha (jika ada); 
e. Ijin Usaha, seperti: SIUJK, SIUP, TDP, SITU, atau perijinan lain yang 

relevan dengan jenis usahanya. 
f. NPWP Pemohon. 

2. Legalitas Proyek: 

a. Ijin peruntukan lahadtanah untuk perumahan dari instansi yang 
benvenang sesuia ketentuan yang berlaku; 

b. Site plan yang disahkan pihak yang sah dan benvenang; 
c. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 
d. Bukti penguasaan tanah lokasi proyek perumahan hams telah 

bersertifikat hak atas tanah (telah didaftarkan di kantor pertanahan dan 
diterbitkan sertifikat hak atas tanah) dan dapat dilakukan pembebanan 
Hak Tanggungan; 

e. Penguasaan hak atas tanah lokasi perumahan (dalam bentuk sertifikat), 
dapat atas nama pemohon pembiayaan atau pihak lain yang 
mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama (secara nota nil) dengan 
pemohon pembiayaan; 

f. Penguasaan hak atas tanah lokasi perumahan oleh pihak ketiga (mitra 
kerjasama pemohon pembiayaan) dimungkinkan oleh individu atau 
kolektif perorangan, dimungkinkan pula oleh lembaga/perusahaan; 

g. Tanah lokasi perumahan yang dikuasai oleh perorangan yang dapat 

207 Lihat data penelitian dokumen Persyaratan Pengajuan Permohonan Pembiayaan 
yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang Malang, Musyarakah, oleh Tanti Widia 
Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah 
Cabang Malang, hlm. 6. 



dimohonkan pendanaan PMK Konstruksi, hanya terbatas pada tanah 
yang dikuasai oleh individu pemohon pembiayaan atau 
pemiliklpengurus perusahaan pemohon pembiayaan; 

h. Permohonan PMK Kontruksi untuk pendanaan proyek perumahan yang 
penguasaan tanah lokasi proyek oleh pihak ketiga (mitra kerjasama 
pemohon), maka untuk legalitas proyek diperlukan dokumen tambahan 
sebagai berikut: 
1) Perjanjian Kerjasama (PKS) notariil antara pemegang hak atas tanah 

dengan pemohon untuk pengelolaan tanah tersebut menjadi proyek 
perumahan, yang secara jelas mencantumkan hak, kewajiban, dan 
kewenangan masing-masing pihak, jangka waktu perjanjian serta 
kesepakatan pembagian keuntungan dan tata cara pembayaran. 

2) Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, pihak yang sah dan 
benvenang atas tanah lokasi proyek tersebut membuat surat kuasa 
(nota riil) yang isinya memberikan kuasa kepada pemohon dalam 
rangka pengelolaan dan pemanfaatan tanah dimaksud yaitu meliputi: 
Kuasa Mengurus Perijinan (jika diatur dalam PKS merupakan 
kewajiban pemohon), Kuasa Membangun, Kuasa Menjual, Kuasa 
Menjaminkan, dan Kuasa Mengurus Pemecahan dan Balik nama 
sertifikat . 

3) Penguasaan tanah lokasi proyek oleh mitra pemohon, maka pemilik 
tanah hams menyetujui tanah lokasi proyek diikat sebagai 
jaminanlagunan pembiayaan (bersedia menandatangani 
SKMHTIAPHT) 

i. Copy SPPT-PBB tahun terakhir atau satu tahun sebelumnya, atas tanah 
lokasi proyek; 

j. Surat keterangan bebas banjir yang diterbitkan oleh pihak yang sah dan 
benvenang atau jika lokasi proyek perumahan sangat kecil 
kemungkinan untuk mengalami banjir, maka surat keterangan dimaksud 
dapat diganti dengan Laporan Peninjauan Lokasi Proyek yang 
memberikan keterangan dimaksud dan ditandatangai oleh Kepala 
Cabang; 

k. Hasil test kelayakan air tanah sebagai air bersih untuk konsumsi dari 
labolatorium yang diakui kompetensinya yang menyatakan air tanah 
layak dan aman untuk dikonsumsi danlatau Surat Keterangan dari 
perusahaan air bersih (PDAM) yang menyatakan kesediaan 
memberikan suplai air bersih ke lokasi proyek; 

1. Surat keterangan dari PLN yang menyatakan kesediaan memberikan 
suplai daya listrik ke lokasi proyek; 

m. Surat Rekomendasi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), jika 
diperlukan. 



3. Informasi Keuangan: 208 

a. Telah mempunyai rekening Giro di bank; 
b. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir; 
c. ID1 Bank Indonesia atas nama pemohon dan one obligor (satu 

kelompok peminjam dengan pemohon) yaitu, untuk menjamian akurasi 
data IDI-BI, jika lokasi usaha pemohon berada pada lbih dari 1 (satu) 
kantor nwilayah ~ a n k  Indonesia, maka IDI-BI dimintakan ke seluruh 
kantor BI yang wilayah kerjanya sama dengan beberapa lokasi usaha 
pemohon dimaksud; 

d. Rincian jelas pekerjaan dan perhitungan kebutuhan pembiayaan proyek 
perumahan (RAB proyek), seperti rincian pembiayaan tanah, rincian 
pembiayaan bangunan dan rincian pembiayaan sarana dan prasarana; 

e. Proyeksi Cashjlow proyek perumahan yang dimohon pembiayaannya; 
f. Laporan penilaian agunan oleh penilai independen untuk permohonan 

pembiayaan sama dengan atau lebih besar dari Rp 2.500.000.000,- 
informasi agunan; 

g. Data calon konsumen, sales contract dari instansilperusahaan (jika 
ada). 

Biaya administrasi pembuatan perjanjian termasuk jasa notaris 

dibebankan kepada nasabah, pun jika nasabah cidera janji biaya penasihat 

hukum untuk pihak bank, nasabah yang menanggung pembiayaiannya, 

pelunasan hutang sehubungan perjanjian yang mengikat nasabah dan bank, 

dilakukan oleh nasabah kepada bank tanpa potongan, pungutan, bea pajak 

atau biaya lainnya kecuali jika diharuskan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Nasabah juga melakukan suatu janji terhadap setiap 

potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan akan dilakukan pembayarannya oleh nasabah melalui bank. 209 

208 Zbid, hlm. 6. 
209 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 

Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian, Pasal 9 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relc~tionship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 92 



Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu 

tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Menurut 

hukum Islam mewajibkan seseorang untuk menghormati dan mematuhi setiap 

perjanjian dan amanah yang dipercayakan kepadanya. 210 Pada legal draft 

perjanjian akad musyarakah memberikan pengertian cidera janji, yaitu 

keadaan tidak dilaksanakannya sebaahagian atau seluruh kewajiban nasabah 

yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau sebahagian 

pembayaran atas harga beli barang termasuk biayai-biaya yang terkait, serta 

sebelum berkahirnya jangka waktu perjanjian, menagih dengan seketika dan 

sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank. 211 

Cedera janji juga mencakup penyimpangan. Penyimpangan dimaksud 

yaitu menyimpang dari modal dan penggunaan (berdasarkan kesepakatan di 

akad perj anjian), bank berhak menuntut atau menagih pembayaran dari 

nasabah dan atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian 

atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian 

ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya 

surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah 

- 

210 . Lihat data penelitian dokumen PP.MI.II.40 Tanggal Efektif 15-04-2004 yang telah 
diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang Malang, Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani 
selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang 
Malang, hlm. 5. 
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Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian , Pasal 1 ayat 16 BAB V Akad Musyarakah, 
oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di 
kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 86. 



satu peristiwa, di antaranya;2'2 

I. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada bank 

sesuai dengan saat ditetapkannya dalain modal dan penggunaan 

(berdasarkan kesepakatan di akad perjanjian) serta kesepakatan nisbah 

bagi hasil; 

2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang- 

barang yang dijadikan jaminan dan atau pemyataan pengakuan nasabah, 213 

ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan atau nasabah melakukan 

perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu ha1 yang 

ditentukan seperti yang berkaitan dengan jaminan dan atau melakukan 

pelanggaran; l4  

3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah disita oleh pengadilan atau 

pihak yang benvajib; 

4. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah 

pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit atau dilikuidas. 

Legal draft akad perjanjian musyarakah yang diberikan oleh bank 

212 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian , Pasal 12 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 94. 

213 Substansi Pernyataan dan pengakuan nasabah yaitu; nasabah adalah perseorangan 
atau badan usaha yang tunduk pada hukum NKRI, nasabah tidak sedang mengalihkan dan atau 
memberi kuasa, nasabah memiliki semua perizinan yang berlaku untuk menjalankan usaha, 
mengatur orang-orang yang menjadi wakil atau yang diberi kuasa secara sahherwenang dan tidak 
dalam tekanan pihak manapun, ijin nasabah agar bank dapat memasuki tempat usaha dalam 
mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, transaksi dan atau kegiatan lainnya yang 
berkaitan dengan usaha baik langsung atau tidak langsung. Dapat dilihat pada data penelitian yang 
diberikan pihak Bank BTN Syariah cabang Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian , 
Pasal 11 BAB V Akad Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, 
pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 93. 

2 14 
Pengertian pelanggaran yaitu nasabah dianggap telah melanggar syarat perjanjian 

dengan perbuatan seperti menggunakan modal dari bank di luar tujuan atau rencana kerja yang 
telah mendapat persetujuan tertulis, melakukan pengalihan usaha, menjalan usaha tidak sesuai 
dengan ketentuan teknis dari bank, melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh 
pengadilan, lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain, dan menolak atau 
menghalangi bank dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalal 
pasal 14. Dapat dilihat pada data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah 
cabang Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian , Pasal 13 BAB V Akad Musyarakah, 
oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di 
kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm 94. 



dalam bentuk klausula baku telah dicantumkan ketentuan bilamana terjadi 

sengketa perselisihan atau penyelesaian perselisihan yaitu: 215 

1. Perihal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-ha1 yang 

tercantum di dalam surat perjanjian atau terjadi perselisihan atau sengketa 

pelaksanaan-nya, para pihak sepakat menyelesaikaiinya secara 

musyawarah untuk mufakat; 

2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan 

pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat 

diselesaikan oleh kedua pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini 

berjanji serta megnikatkatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan 

Arbitrase Indonesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di 

dalam Badan Arbitrase tersebut; 

3. Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang 

lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan atau putusan yang 

ditetapkan oleh Badan Arbitrase Muarnalat Indonesia tersebut bersifat final 

dan mengikat @rial and binding). 

Merujuk pada ketentuan yang berlaku saat ini, penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase melalui undang-undang nomor 2 tahun 1986, namun 

sekarang setelah berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang 

perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama 

dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka 

alternatif penyelesaian adalah BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah 

IVasional) atau peradilan agama. 216 

215 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian, Pasall6 ayat 1-3 BAB V Akad Musyarakah, 
oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di 
kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 96 

216 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agarna dan 
Mahkamah Syariah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2009), hlm. 43. 



L. Aspek Jaminan dalam Musyarakah Bank BTN syariah Cabang Malang 

Pada bank syariah dalam ha1 pembiayaan musyarakah terdapat aspek 

jaminan, dan akan penulis paparkan hasil implementasinya berikut ini. 

Klausul jaminan pada akad pembiayaan musyarakah. Pihak nasabah 

mengikatkan diri terhadap kewajiban jaminan pada bank, sehubungan dengan 

fasilitas modal oleh bank kepada nasabah di dalam perjanjian, berikut 

beberapa poin penting yang ada dalarn legal draf akad musyarakah: 'I7 

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok modal berikut bagian dari 

pendapatan keuntungan bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo 

sebagaimana ditetapkan pada berita acara yang dilekatkan pada dan 

karenanya yang menyangkut nasabah maupun usahanya. 

2. Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga melalui 

rekening nasabah di bank, 

3. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban 

penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan 

bank berdasarkan perjanjian. 

4. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas modal secara jujur dan 

benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri. 

5. Menyerahkan kepada bank perhitungan usahanya yang difasilitasi 

modalnya berdasarkan yang ditetapkan dalam pasal 6 berkaitan dengan 

nisbah bagi hasil sebagaimana perjanjian. 

6. Menyerahkan kepada bank setiap dokumen, bahan-bahan dadatau 

keterangan-keterangan yang diminta bank kepada nasabah. 

7. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau setidak- 

tidaknya, tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

'I7 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian, Pasal 10 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 92. 



Fungsi dan praktek penggunaan jaminan dalam musyarakah pada bank 

BTN syariah cabang Malang. Berkaitan dengan fungsi jaminan, bahwa 

jaminan diperlukan untuk menghindari adanya resiko-resiko yang merugikan 

bank serta juga untuk melihat kemampuan nasabah dalam memenuhi 

kewajibannya kembali atas kepercayaan yang diberikan bank. 2'8 Walaupun 

dalam ltlausula perjanjian akad musyarakah dari pihak bank BTN Syariah 

cabang kota Malang tidak mencantumkan dan mejelaskan secara rinci tentang 

jaminan apa yang dimaksud misalkan seperti kafalah ataupun jaminan 

keperdataan, tetapi pada prakteknya secara otomatis dan baku aspek jaminan 

telah menjadi suatu keharusan dan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. 

Secara umum pihak bank mencantumkan jaminan keperdataan, ha1 ini dapat 

dilihat. 

Pertama, legal draft perjanjian akad musyarakah yang telah diberikan 

pihak bank terutama pada pasal 10 ayat ke tiga (3) yang kurang lebih 

mengatakan: 2'9 

Membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban penjaminan 
terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi bagi kepentingan bank 
berdasarkan perjanjian ini. 

Kedua, dari sisi lain yang menunjukkan pada realitas adanya 

kewajiban dapat kita temukan dalam dokumen pengajuan permohonan 

218 Lihat data penelitian dokumen PP.MI.II.40 Tanggal Efektif 15-04-2004 yang telah 
diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang Malang, Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani 
selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang 
Malang, hlm. 4. 

219 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian, Pasal 10 Ayat 3 BAB V Akad Musyarakah, 
oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 2011 di 
kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 92. 



pembiayaan musyarakah, dimana penggunaan pembiayaan musyarakah pada 

bank BTN Syariah cabang Malang sering digunakan dalam pembiayaan 

konstruksi, dalam syarat berkaitan dengan kelengkapan data legalitas proyek 

dapat dilakukan pernbebanan Hak Tanggungan. 220 Ketign, pada klausula 

perjanjian musyarakah pasal 4 ayat 3, ayat 2 dan pada kalimat penutup pada 

pasal tersebut yang mengatakan: 

Pasal 2 mengatakan: ildenyerahkan kepada Bank seluruh dokumen Nasabah, 
termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan 
dengan Perjanjian ini. 
Pasal 3 mengatakan: Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas 
barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya. 
Kalimat terakhir pada pasal mengatakan: Sebagai bukti diserahkannya setiap 
surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/ atau akta dimaksud 
oleh Bank, Bank berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda 
bukti Penerimaannya kepada Nasabah. 

Keempat, terhadap barang yang menjadi jaminan itu oleh bank, pihak 

nasabah diharuskan melakukan asuransi, sebagaimana dalam pasal 15 klasula 

akad musyarakah mengatakan: 222 

220 . 
Lihat data penelitian dokumen Persyaratan Pengajuan Permohonan Pembiayaan 

yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang Malang, Musyarakah, oleh Tanti Widia 
Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah 
Cabang Malang, hlm. 6. 

22 1 
Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 

Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian, Pasal4 Ayat 3, Ayat 2 Dan Kalimat Penutup 
Pasal Tersbut BAB V Akad Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship 
manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlrn. 87. 

222 
Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 

Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian, Pasal 15 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 95. 



Nasabah berjanji dun dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi 
berdasar Syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi 
jaminan bagi Modal berdasarkan Perjanjian ini, pada perz~snhaan asuransi 
yang ditunjuk oleh Bank, dengan menunjuk dun menetaplmn Bank sebngni 
pihak yang berhak menerima pembayaran claim nsz~ransi tersebut (Banker 
clause). 

Kelima, perihal ketika posisi nasabah cidera janji atau wanprestnsi, 

bank berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah dan atau 

siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh 

jumlah kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian, untuk dibayar 

dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, 

surat teguran, atau surat lainnya, yang pada ayat 3 pasal ini mengatakan: 223 

Sebagian atau seluruh harta kekayaan Nasabah disita oleh pengadilan atau 
pihak yang berwajib. 

Aspek-aspek di atas mencoba untuk menunjukkan adanya aspek 

jaminan pada praktek akad musyarakah yang ditetapkan oleh pihak bank 

BTN Syariah cabang kota Malang. Berikut penulis berusaha memberikan 

gambaran dengan skema terkait digunakannya aspek jaminan pada produk 

pembiayaan musyarakah pada bank BTN syariah cabang kota Malang. 

223 
Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 

Malang, Legal Drafting (purwarupa)perjanjian, Pasal 12 Ayat 3 Bab V Akad Musyarakah, 
oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 2011 di 
kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm 94. 



1. Pasal 10 ayat 3 dalam 
akad musyarakah. 

2. Dokumen pengajuan 

Hal-ha1 yang permohonan pembiayaan 
dalam ha1 konstruksi yang 

menunjukkan memuat keteran~an - 
digunakannya legalitas proyek yang dapat 

aspek jaminan dibebani jaminan Hak 
Tanggungan. 

3. Klausula akad musyarakah 
pembiayaan pasal4 ayat 3 ,  ayat 2 dan 
mus yavakah kalimat penutup pada pasal 

4. Kewajiban 
mengasuransikan barang 

Cabang kota j aminan sebagaimana 
Malang dalam klausul pasal 15 

Fungsi digunakaannya  ami in an: 
Jaminan diperlukan untuk menghindari adanya risiko-risiko yang 
merugikan bank serta juga untuk melihat kemampuan nasabah dalam 
memenuhi kewajibannya kembali atas kepercayaan yang diberikan 
bank 

Gambar. I11 
Skema Kesimpulan Penggunaan Aspek Jaminan 

Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank BTN Syariah Kota Malang 



BAB 111 

PELAKSANAAN MUSYARAKAH DAN KEDUDUKAN JAMTNAN PADA 
BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG MALANG 

A. Pelaksanaan Musyarakah pada BTN Syariah Cabang Malang 

Setelah penulis memaparkan semua hal berkaitan dengan teori dari 

musyarakah, kini penulis mencoba untuk menganalisa dan melakukan 

pembahasan pada bab ini. Secara garis besar penulis mempelajari dari awal, 

bahwa pembiayaan musyarakah telah mengalami perubahan yang cukup luas. 

Perubahan dalam konteks ini menurut penulis tepat dengan kaidah fikih yang 

berbunyi. ' 

"Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, 
keadaan, niat dan adat ke biasaan. " 

Tetapi perubahan yang penulis maksud adalah perubahan yang 

membawa pada keadaan perkembangan, bukan perubahan pada keutuhan 

konstruksi yang baru sama sekali. Perubahan yang mengarah pada 

perkembangan menunjukkan bahwa hukurn Islam sangat fleksibel walaupun 

tidak semua dapat dirubah seperti hal-ha1 yang berkaitan dengan ibadah 

mahdah seperti solat d m  perkembangan biasa terjadi terutama dalam hal 

muamalah, sesuai dengan kaidah fikih. * 

' H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah 
yang Praktis, Kaidah Fikih, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Kencana Ilmu, 2006), hlm. 109. 

Ibid, hlm.110. 



"Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dun mengambil yang baru 
yang lebih maslahat. " 

Perubahan perkembangan itu tetap pada landasan pondasi yang 

telah ada, seperti perkembangan sederhana dari syirkah, musyarakah, sampai 

pada pembiaym musyrrr~kcrh p d a  bank syariah dm mmculnya fatwa DSN 

yang membolehkan asppek jaminan pada musyarakah. Walaupun terdapat 

perkembangan tetapi bukan tidak mungkin ada sebuah kekurangan dan 

ketidak seimbangan sebagaimm mana nanti d~elaskan d a l m  pembahasan 

ini. Aspek teknis perbankan syirkah dan musyarakah menunjukkan adanya 

sedikit perbedaan walaupun tidak prinsipil, menurut bank BTN syariah 

cabang kota Malang mengatakan secara garis besar bahwa syirkah 

menunjukkan pada suatu bentuk usahanya sedangkan musyarakah 

menunjukkan pada aktifita~nya.~ Terlepas dari itu semua sebelum lebih jauh 

pembahasan, penulis berusaha membahasnya mulai dari pembahasan syirkuh 

secara sistematis. 

Sebagairnana menurut Sayyid Sabiq, musyarakuh berasal dari kata 

syirkuh yang secara etim~logi memiliki arti ikhtilat atau percampwan. 

Dimana para jiiqaha mendefinisikan akad yaitu akad orang Arab yang 

berserikat dalam hal modal dan keuntungan? dari banyak definisi syirkuh 

yang telah dibahas pada bab dua penulisan ini dapat diambil kesirnpulan 

secara garis besar bahwa syirkah yaitu merupakan bentuk gabungan dan kerja 

- - 

Lihat pada data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 1 ayat 2 dan 4 BAB V Akad 
Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 
November 20 1 1 di kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 84 

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah B u h  Ke 13, Terjernah, Kamaludin A. Marzukki, 
Fiqhsunnah, Buku ke 13, Cetakan Pertarna, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 193. 



sama dua orang atau lebih dalam modal, harta serta keuntungan baik dalam 

masalah kepemilikan, usaha, dan bisnis yang mana memiliki hak bertindak 

dalam hukum dan pembagian keuntungan didasarkan atas persentase sendiri 

sesuai kesepakatan. Syirkah menurut KHES Pasal 20 ayat 3 Buku I1 yaitu 

kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan 

atau kepercaym dalm usha  tertentu dengm pembagian keuhtungan 

berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak berserikat. 

Syirkuh menurut Bank BTN syariah cabang kota Malang merniliki 

arti teknis perbankan memiliki arti sebagai suatu bentuk usaha atau proyek 

yang dikerjasamakan oleh bank dan nasabah dan pihak bank membedakannya 

dengan musyarakuh tetapi tidak berbeda secara pokok. Penulis mencoba 

memberikan gambaran singkat tentang syirkah dari pemaparan tersebut dalam 

suatu bagan. 

Tabel. 1 

Komparasi Unsur-unsur Syirkah 

Suyud Margono, (et. All), Kompilasi Hukum Ekanomi Islam, Cetakan Pertama, 
(Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 90-95. 

Lihat pada data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Lega! Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasa! 1 ayat 2 dan 4 BAB V A b d  
Musyarakab, oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 
November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 84. 

Definisi Syirkah 

Menurut Sayyid Sabiq 

Menurut Kesimpulan yang diambil dari 
Defmisi Menurut Fuqha 

Unsur-unsur Definisi Syirkah 

1. Ikhtilatlpercampuran; 
2. Akad orang arab yang 

berserikat; 
3. Hal modal dan keuntungan. 
1. Kerja sama dua orang atau 

lebih; 
2. Modal, harta, dan keuntungan 



Tabel di atas dapat kita lihat bahwa pengertian syirkah menurut 

Sayyid Sabiq tidaklah jauh berbeda dengan yang diberikan para fuqaha 

webagaimma penlrlis telah sbpullcm ymg di d a l m y a  terdapat msm; 

percampuran, perserikatan atau kerjasama dalam suatu usaha, serta dalam 

permasalahn modal dan keuntungan sesuai kesepakatan dan adanya kecakapan 

dalm bukum. Terlihat bahwa syirbh terdahdu tidak membedakan dari segi 

aktifitas maupun pengertian dari segi bentuk usaha, oleh karena itu terkadang 

penyebutannya terkadang dengan kata syirkah atau musyarakah. Sedikit 

berbeda halnya dengan pengertian syirkah yang diberikan bank BTN syariah 

cabang kota malang, mungkin pemisahan antara bentuk usaha dengan aktifitas 

dalam kerja sama dilakukan agar lebih jelas dan terperinci. Jika pada KHES 

pasal 29 ayat 3 tidak terlalu berbeda dari keduanya hanya ada keterangan 

adanya kerjasama. 

Menurut Bank BTN Syariah Kota Malang 

Dalam KHES Buku ke II Tentang Akad 
Pasal20 ayat 3 

3. Kepemilikan, usaha, dan 
bisnis; 

4. Memiliki hak bertindak secara 
hukum; 

5. Pembagian keuntungan sesuai 
persen&se clan kesepakatan. 

1 .  Bentuk usaha atau proyek; 
2. Dikerjasamakan oleh bank 

dan nasabah. 
(lebih pada bentuk usaha 
bukan aktifitas) 

1. Kerja sama dua orang atau 
lebih; 

2. Permodalan, keterampilan, 
kepercayaan; 

3. Usaha tertentu; 
4. Pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah yang 
disepakati. 



Kembali pada rnusyarakuh, sedangkan rnusyarakuh itu sendiri 

menurut Bank BTN syariah kota Malang adalah perjanjian kerjasama antara 

bank yang akan menyediakan modal, dan nasabah yang akan menjalankan 

usahanya sebagaimana yang dimohonkan nasabah kepada dan disetujui oleh 

bank, atas dasar pembebanan resiko untung dan rugi ditanggung bersama 

sesllai peaye- moddnya masing-masing ahu sesmi ymg disepakati 

bersama dalam perjanjian ini.' Modal disini jika meru..uk pada pasal 2 akad 

rnusyarakuh pada bank BTN syariah cabang kota Malang yaitu modal dalam 

hal dana. 

Menurut Muhammad Syafe'i Antonio, rnusyarakuh pada praktek 

perbankan syariah pada urnurnnya yaitu al-rnusyarakuh adalah akad ke rja sama 

mtara dm pihak a@u lebih wtuk suatu usaha tertentu di m m  masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. 

Beberapa dari banyak definisi musyarakah yang diberikan para ahli terkait, 

dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa rnusyarakuh yaitu akad 

kerja sama serta percampuran harta atau memberikan serta berkontribusi dalam 

modal dua pihak atau lebih atau pihak nasabah dan bank dalam melakukan 

suatu usaha atau untuk membiayai investasi tertentu yang halal dan produktif 

8 
Lihat pada data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 

Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 2 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 86. 

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan Pertama, 
(Jakarta: GIP & Tazkia Cendikia, 200 I), hlm. 90. 



sesuai nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung bersama.1° Zubairi Hasan 

mengutarakan sebagaimana dalam penjelasan pasal 19 ayat 1 butir c Undang- 

undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, akad musyarakah ialah 

akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang 

masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa 

k e m ~ g a n  akm dibagi sesuai dengan kesepzrlsatan, sedmg kemgian 

ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Secara sekilas dan garis 

besar dari definisi di atas, bahwa unsur-unsur musyarakah di antamnya: 

1. Ada usaha tertentu; 

2. Dua pihak atau lebih; 

3. Masing-masing berkontribusi dana; 

4. Keuntungan dm kerugian dibagi besarnya sesuai kesepakatan. 

Secara garis besar definisi diatas memberikan gambaran unsur- 

unsur dari musyarakah. Tetapi jika kita amati dengan cermat ada beberapa 

perbedaan dari unsur-unsur diatas. Sebelum menganalisi secara detail, penulis 

akan memberikan gambaran melalui tabel perbandingan definisi diatas, oleh 

karena secara garis besar sama maka penulis akan menyajikan tabel 

perbandingan dengan dua macam saja yaitu antara definisi dari pihak bank 

BTN Syariah dan dalam penjelasan pasal 19 ayat 1 butir c Undang-undang 

Perbankan Syariah Namar 21 Tahun 2008, berikut pemaparan dari tabel 

perbandingan keduanya. 

lo Kesimpulan diambil dari beberapa defmisi yang dipaparkan oleh para ahli terkait pada 
bab dua. 

' ' Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dun 
Hukum Nasional, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 80. 



Tabel. 2 

Perbandingan unsur musyarakah bank BTN syariah cabang kota Malang 
dengan Penjelasan pasal19 ayat 1 butir c Undang-undang Perbankan 

Syariah Nomor 21 Tahun 2008 

Definisi bank BTN syariah kota Malang diatas, pihak nasabah tidak 

secara rinci disebutkan penyertaan modalnya tetapi dapat kita paharni melalui 

unsur ke empat diatas yang mengatakan, "untung rugi ditanggung bersama 

sesuai penyertaan modal masing-masing yang disepakuti, " tidak hanya itu, 

salah satu lagi ada klasula tentang eksistensi penyertaan modal nasabah yang 

diatru dalam pasal 2 akad musyarabh pada bank BTN syariah cabang kata 

Malang. l2 

Perbandingan Unsur-unsur Dari Defmisi Musyarakah 

Perbedaan terdapat pada unsur nomor tiga bank BTN syariah kota 

malang, disana terdapat klausul, "nasabah menjalankun usaha yang 

dimahonkun. " Kata 'menjalankan' menunjukkan aktifitas kegiatan atau 

Bank BTN Syariah 
Cabang Kota Malang 

1) Perjanjian kerja sama antara 
bank dan nasabah; 

2) Bank menyedialcan modal; 
3) Nasabah menialankan usaha 

yang dimohonkan; 
4) Untung rugi ditanggung 

bersama sesuai penyertaan 
modal masing-masing yang 
disepakati. 

l 2  Lihat pada data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malaug, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 1 ayat 2, ayat 4 dan Pasal2 BAB V 
Akad Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 
November 20 1 1 di kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 84 dan hlm. 86. 

Penjelasan pasal19 ayat 1 butir c 
Undang-undang Perbankan Syariah 

PJo_mor 21 Tahun 2008 
1) Akad dalam usaha tertentu; 
2) Dua pihak atau lebih; 
3) Kontribusi dana; 
4) Keuntungan dan kerugian 

ditanggung bersarna sesuia 
dengan porsi dana yang 
disepakati. 



pengelolaan. Dari temuan unsur ini penulis akan membedah, jika ditinjau dari 

tipologi syirkah, maka masuk ke dalam tipologi yang mana. 

Kata 'menjalankan' di atas kemudian terkait erat dengan keunikan 

pembiaym musy~rakak ymg dhiliki pih& banls. BTN syariah kota Malmg, 

di satu sisi nasabah berperan sebagai syarik dan di satu sisi nasabah berperan 

sebagai mudharib. Maka dengan ini nasabah memiliki peran tidak tunggal 

tetapi ganda. Car& syirkah seperti ini mempakan sesuatu petkernbangan yang 

baru karena terlihat seperti percampwan dari suatu aktifitas syirkah. Penulis 

membedah terlebih dahulu syirkah. Syirkah atau musyarakah secara urnurn dari 

segi pembedaan terdapat dua macam yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. l3 

Akad Pembiayaan Musyarakah masuk pada syirkah uqud atau 

syirkah yang dilakukan dengan akad. Syirkah uqud tersebut terbagi lagi 

macamnya, beberapa diantaranya; syirkuh 'inan, syirkah muwafadhah, syirkah 

abdan (a'mal), syirkah wujuh dan syirkah mudharabah. l4 Penulis akan 

membahas tiga macam syirkah terkait dengan pembiayaan musyarakah yang 

ada pada bank BTN syariah cabang kota Malang, ketiga macam syirhh itu 

adalah syirkah 'inan, syirkah mztwafadhah, dan syirkah mudharabah. Penting 

kiranya kita melihat pokok unsur yang ada pada ketiga syirkah tersebut jika 

l3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Buku ke 13, Terjemah, Kamaluddin A. Marzuki, 
Fiqhusunnah, Buku ke 13, Cetakan Pertama, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 195. 

l4 Syirkah rnudharabah ini masi menjadi topik hangat karena te rjadi perbedaan pendapat 
di kalangan fuqaha tentang keberadaannya, apakah masuk dalam syirkah atau tidak ( berdiri 
sendiri), dapat dilihat di Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Prakiik, Cetakan 
Pertama, (Jakarta: GIP & Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 92. 



dihadapkan masuk pada tipologi seperti apa pembiayaan musyarakuh BTN 

syariah kota malang. Kita akan mengurai ketiga syirkah tersebut. 

Syirkah 'inan adalah penggabungan harta atau modal dua orang 

a.tau lebih ymg tidak selalu s m a  jumlahnya, yaih perserikatan da lm modal 

(harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan 

keuntungan dibagi bersama. Syirkah mufawadhah adalah perserikatan dua 

orang atau lebih pada suah objek, dengan syarat masing-rnasing pihak 

memasukkan modal yang sama jurnlahnya, serta melakukan tindakan hukum 

kerja yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas 

nama orang-orang berserikat ih .  Mayoritas ulama fikih menyatakan jika 

masalah modal, kerja dan keuntungan berbeda dari pihak masing-masing maka 

perserikatan tersebut berubah menjadi syirkah 'inan. Syirkah m~dharabah,'~ 

yaitu peresetujuan antara pemilik modal (shaibul mal) dengan seorang pekerja 

(mudharib) untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan 

tertentu yang keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, 

sedanban kerugian yang diderita ~nenjadi tanggungm pemilik mdal saja. 

Kembali kepada pembiayaan musyarakah, kesimpulan unsur-unsur 

pada pembiayaan musyarakuh bank BTN syariah cabang kota Malang diambil 

dari beberapa tempat pada akad dan dokumen lain yang terpencar, yaitu: 

1. Perj anj ian ke rj a sama antara bank dan nasabah; 
2, B& meny~dbkan modal; 
3. Nasabah menjalankan usaha yang dimohonkan; 

l 5  Syirkah mudharabah ini masib terjadi perbedaan pendapat di kalangan hqaha antara 
yang mengatakan terpisah dari musyarakah atau termasuk ke dalamnya. 
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4. Untung rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modal masing-masing 
yang disepakati; 

5. Nasabah menyertakan beberapa persen dana untuk modal; 
6. Kewajiban nasabah sebagai mudharib. 

Unsur-unsur pembiayaan tersebut dapat kita lihat adanya 

persmaan dengm WSW-wsw dari lcetiga syirkah ymg pendis b&s di atas. 

Pertama, dengan syirhh inan. Unsur-unsur yang memiliki kesamaan yaitu 

diantaranya unsur penyertaan modal dari para pihak berserikat, unsur 

pembiayaan musyarakah poin (d), "untung rugi ditanggung bersama sesuai 

penyertaan modal masing-masing yang disepahti. " Kalimat ini secara tersirat 

menunjukkan besarnya modal dapat sama atau berbeda besarnya yang 

dikeluarkan dari masing-masing pihak. Unsur kerja sama dalam usaha atau 

perdagangan, dan unsur pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai 

kesepakatan. Berikut gambar bagannya. 

Gambar. IV 

Skema Komparasi Unsur-unsur Syirkah 'Enan dengan Pembiayaan 
Musyarakah pada Bank BTN Syariah cabang kota Malang 



Musyarakah Bank BTN 
Syariah Kota Malang 

Kedua, dengan syirkah mufawadhah. Unsur-unsur tersebut 

diantaranya; unsur perserikatan atau kerja sama dua orang atau lebih (para 

pihak), d m  unsw kontribusi modal, walaupun dalam syirkah ini modal, kerja, 

dan keuntungan harus dan wajib sama besar menurut para ulama fikih dan jika 

ada besar salah satuya dari salah satu pihak maka menjadi syirkah 'inan. Unsur 

pembiayaan musyarakah poin (d), "untung rugi ditanggung bersama sesuai 

penyertaan modal masing-masing yang disepakati. " Kalimat ini secara tersirat 

menunjukkan besarnya modal dapat sama besarnya atau berbeda besarnya yang 

dikeluarkan dari rnasing-masing pihak. B e d a t  gambar bagan 

perbandingannya. 

1) Perjanjian kerja sama 
antara bank dan' 
nasabah, Unsur-unsur Syirkah 'Inan 

2) Bank menyediakan 
modal; -t 1) Penggabungan harta atau 

3) Nasabah menjalankan * modal dua orang atau lebih 
usaha yang dimohonkan; yang tidak selalu sama 

4) Nasabah menyertakan 
beberapa persen damc 

jumlahnya; 

untuk modal; 
5 )  Untung rugi ditanggung 

bersama sesuai 
penyertaan modal 
masing-masing yang 

2) Perserikatan dalam suatu 
perdagangan atau usaha; 

+ 3) Keuntungankerugian dibagi 
bersama. 

disepakati; 
6) Kewajiban nasabah 

sebagai mudharib 
(menjalankan dan 
mengelola). 



Gambar. V 

Skema Komparasi Unsur-unsur Syirkah Mufawadhah dengan 
Pembiayaan Musyarakah pada Bank BTN Syariah cabang kota Malang 

Unsur-unsur Pembiayaan 
Musyarakah Bank BTN 

Syariah Kota Malang 

1) Perjanjian kerja sama 1 
nasabah; Unsur-unsur Syirkah 

2) Bank menyedialcan Mufawadhah 
modal; 

3) Nasabah menjalankan 
usaha yang dimohonkan; 

4) Nasabah menyertakan 
beberapa persen dana 
untuk modal; 

5) Untung rugi ditanggung 
bersama sesuai 
penyertaan modal 
masing-masing yang 
disepakati; 

6) Kewajiban nasabah 
sebagai mudharib 
(menjalankan dan 
mengelola). 

1) Perserikatan dua orang 
atau lebih; 

2) Memasukkan modal, 
kerja clan keuntungan 
yang sarna, jika salah 
satu pihak besar menurut 
ulama fikih menjadi 
syirkah 'inan. 

Ketiga, dengan syirkah mudharabah. Unsur-unsur yang sarna yaitu; 

unsur adanya kewajiban nasabah sebagai mudharib (pengelola) walaupun di 

satu sisi sebagai orang yang berserikat yang berkottibusi modal (syarik) d m  

bank yang berposisi sebagai syarik serta shahibul maal. Sebenarnya unsur 

pembiayaan musyarakah BTN syariah cabang Malang poin (c) atau poin 3 

pada bagan di bawah, juga mengindikasikan bahwa nasabah bertindak sebagai 

yang menjalankan usaha dalam arti mengelola hanya mungkin porsi 

menjalankannya dalam arti pengelolaan tersebut lebih besar nasabah. Unsur 

keutungan dibagi sesuai kesepakatan walaupun dalam jenis syirkah ini, jika 



terjadi kerugian menjadi tanggungan pemilik modal. Agar lebih mudah penulis 

sajikan sebuah bagan berikut ini. 

Gambar. VI 

Skema Komparasi Unsur-unsur Syirkah Mudharabah dengan 
Pembiayaan Musyarakah pada - Bank BTN Syariah cabang - kota Malang - 

Unsur-unsur Pembiayaan 
Musyarakah Bank BTN 

Syariah Kota Malang 

Kesimpulan dari corak pembiayaan musyarakah bank BTN syariah 

cabang kota Malang, sangat unik mengingat setelah dibedah unsur-unsur pada 

musyurukuh tersebut memilki unsw dari beberapa maam dari jenis syirkuh 

uqud (akad) yang ada seperti syirkah 'inan, syirkah mufawadhah, dan syirkah 

mudharabah. 

Perj anj ian kerj a sama 
antara bank dan 
nasabah; Unsur-unsur Syirkah 
Bank menyediakan Mudharabah 
mods!; 
Nasabah menjalankan 1 Kerja sama; 
usaha yang dimohonkan; 
Nasabah menyertakan 
beberapa persen dana 
untuk modal; < 4) Keuntungan dibagi sesuai 
Untung rugi ditanggung 
bersama sesuai 

kesepakatn; 

penyertaan modal ' 5) Kerugian diderita dan 
masing-masing yang menjadi tanggUngan 
disepakati; pemilik medal. 
Kewaj iban nasabah 
sebagai mudharib, 
(menjalankan dan 
mengelola). 

-\ 
2) Pemilik modal dengan ; 

--, 3) Seorang pekerja untuk 
mengelola (mudharib); 



Modal, pada dasamya tidak ada perbedaan yang signifikan dari 

bentuk syirkah terdahulu dan pembiayaan musyarakah saat ini, tetapi yang 

pokok ialah bahwa harta tersebut dapat mempunyai nilai dengan uang. 

Misalkan seperti uang, emas, perak, atau barang dagangan serta barang dengan 

persesuain jenisnya. Hanya saja ada beberapa perbedaan di dalam syirkah 

ter&ulu yaitu modal yang masih temai seperti emas wai, e m a  ymg masih 

dalam kedaan utuh (nilai dan beratnya masih ditebak) dan barang yang 

terpecah menjadi tidak sah.16 Perkembangan pada teknis perbankan khususnya 

bank BTN syariah cabang kota malang, ada sernacam penadahan terhadap 

sesuatu benda yang dapat dikatakan dapat dijadikan modal seperti, hak paten. 

Bentuk pembagian keuntungan serta kerugian syirkah terdahulu 

sangat sederhana, disepakati besamya dengan kesepakatan dan 

memperhitungkan dengan perhitungan menurut perkiraan modal masing- 

masing tersebut, sedangkan pada bank syariah khususnya bank BTN syariah 

kota Malang, pada awalnya besar kecilnya nisbah ditentukan pada ketika akad 

seperti pasal 6 akad musyarakah, walaupun kemudian dilakukan dengan 

beberapa tahapan seperti, keuntungan usaha yaitu pengertian berkaitan dengan 

pertambahan harta keduanya, ada pengertian kerugian usaha yang berkaitan 

dengan berkurangnya harta di dalam menjalankan usaha, adanya pendapatan 

yang merupaka penerirnaan yang diperoleh dari hasil usaha, ada keuntungan 

apemianal yaitu pendapatan operasional setelah d h a n g i  biaya langsung 

yang dikeluarkan, fase pendapatan bersih yaitu keuntungan operasional yang 

l6 Syech Ibnu Qosim Al-Ghazi, Fat-hul QaribJilid 1, Tejernah, Imron Abu Amar , 
Fathul Qarib, Buku ke I, Cetakan Pertama, (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm. 269. 



dikurangi biaya-biaya tidak langsung dan keuntungan adalah pendapat yang 

dikurangi kerugian serta biaya-biaya sebelurn dipotong pajak. Sayangnya 

dalam keterangan fase keuntungan yang diatur dalam &ad musyarakah bank 

BTN tersebut penulis nilai sangat sulit dipahami bagi orang awam yang akan 

memulai hubungan dalam bisnis. Penggunaan bahasanya yang terlalu rurnit clan 

sulit dicerna menjadi kendala memahaminya. 

Permasalahan selesainya para pihak dalam bersyirkah atau 

bermusyarakah, pihak bank dan nasabah menentukannya dalam perjanjian. 

Dalam fikih terdahulu akad syirkah dapat dibatalkan dengan sepihak dan akad 

pun berakhir, tetapi berbeda ha1 dengan aspek teknis perbankan, para pihak 

tidak dapat memutuskan segala sesuatunya dengan sepihak saja dan jika terjadi 

perselisihan diselesailcan melalui mufakat serta Badan Arbitrase Murnalat 

Indonesia (BAMUI).20 Meru..uk pada ketentuan yang berlaku saat ini, 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui undang-undang nomor 2 tahun 

1986, namun sekarang setelah berlakunya undang=undang nomor 3 tahun 2006 

tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

" Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 1Ayat 7,8,10,11,12, Ban 14 BAB V 
Akad Musyarakah, oleh Tanti Widia Nurdiaui selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 
November 20 1 1 di kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 90 

l8 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting (purwarupa) Perjanjian, Pasal 3 BAB V Akad Musyarakah, oleh 
Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor 
BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 86. 

l9  M.  asi id ~fandi' Fiqh Muamalah, Cetakan Pertama, ( Y o g y w  Logung Pustaka, 
2009), hlm. 130. 

20 Lihat data penelitian yang telah diberikan oleh pihak Bank BTN Syariah cabang 
Malang, Legal Drafting @urwar~ba)~erjanjian, Pasall6 ayat 1-3 BAB V Akad Musyarakab, 
oleh Tanti Widia Nurdiani selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di 
kantor BTN Syariah Cabang Malang, hlm. 96 



agama dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

maka alternatif penyelesaian adalah BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah 

Nasional) atau peradilan Beberpa point penting lainnya yaitu dalam 

fikih klasik dikatakan bahwa musyarakah berakhir ketika salah satu pihak 

meninggal dunia tetapi jika dari pihak yang meninggal dunia tersebut memiliki 

ahli waris yang telah cakap hukum, syirkah &pat diwariskan, Salah satu pihak 

kehilangan cakap hukum dan salah satu pihak murtad dan memerangi Islam. 

Pada bank BTN syariah kota malang berkaitan dengan kecakapan 

hukum tidak ada klausula yang penulis temukan secara terperinci. Pada 

ketentuan keperdataan yang sudah ada yaitu kategori dewasa 21 tahun atau 

telah menikah (pasal330 KUHPerdata). Kecakapan hukurn menurut Kompilasi 

Hdam Ekonorni Tslm yaim sebagahma ymg ditentukm di da lm parsd 2 

ayat (1) dimana kecakapan hukum telah mencapai umur paling rendah 18 tahun 

atau pernah menikah. 

Perihal dengan pewarisan syirkah, pihak bank BTN lagi-lagi tidak 

mengatumya secara rinci dalam akad musyarakah, tetapi jika kita melihat 

aturan KHES pasal 415 yang memberikan keterangan adanya syirkah ijbari 

atau jabari. Jika syirkah jabari ini terjadi menurut penulis menjadi unik karena 

dalam syirkah jabari (syirkah yang terjadi di luar usaha manusia atau muncul 

secara paksa seperti warisan) masuk pada tipologi syirkah amlak yang syirkah 

tersebut dilakukan ti& dengan akad dalam perspektif fikih Has&, walaupun 

21 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama clan 
Mahkmah Syariah, Cetakan P e m a ,  (Jakarta: Kmeana lhu, 2009), b. 43. 



dapat menjadi berbeda dengan jika dihadapkan dengan ketentuan dalam KHES. 

Dalam akad musyarakuh bank BTN syariah cabang Malang tidak ada klausula 

tentang orang yang non muslim tidak dapat melakukan transaski akad 

musyarakuh ini sebagaimana dalam perspektif fikih klasik, ini 

mengindikasikan bahwa kemungkinan besar non muslim (termasuk orang 

Islam yang murkid) dapat berpartisipasi dalam kegiatm tersebut mugkin tentu 

dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional maupun 

undang-undang. Pada saat ini perselisihan seperti cidera janji oleh nasabah 

kepada bank tidak menjadikan syarat bllbarnya rnusyarakah begitu saja seperti 

fikih-fikih terdahulu mengatur, ada tahapan-tahapan teknis yang mengikuti 

perkembangan zaman berupa instrumen peranan lembaga pengadilan atau 

hadan arbitrase muamalat Indonesia. 

Mengenai penggunaan pembiayaan musyarakuh, secara umurn 

dalam teknis perbankan syariah saat ini yang paling sering digunakan adalah 

model syirkah inan. Syirkah inan mengalami perkembangan clan digunakan 

dalam bentuk pembiayaan untuk pembiayaan proyek selain itu digunakan juga 

dalam modal ventura, perseroan terbatas, koperasi, leasing, joint venture 

(usaha-usaha patungan), pmyertaan saham atau modal, proyek khusus, dan 

pengelwan letter of credit (LIC). 

Praktik bank BTN syariah cabang malang, pembiayaan 

musyarakuh umum biasanya digunakan untuk jenis usaha pesanan, waralaba, 

usaha pola kemitraan, industri, manufaktur dan menyediakan dana untuk 

proyek aktivitas ekspor-irnpor, tetapi pada realitasnya pembiayaan musyarakah 



paling sering digunakan untuk pembiayaan konstruksi. Walaupun dalam 

praktiknya seperti yang telah penulis jelaskan di atas pola perkembangan 

pembiyaan musyarakah bank BTN syariah kota malang mengadopsi tiga unsw 

jenis syirkah, seperti syirkah 'inan, syirkah mufawadhah, dan syirkah 

mudharabah. Berikut tabel deskripsi dari keduanya. 

Tabel. 3 

Tabel Perkembangan dan Penggunaan Pembiyaan Musyarakah Pada Bank 
Syariah Umumnya dan Bank BTN Syariah kota Malang Khususnya. 

Perbankan syariah dikenal musyarakah dengan sifat musyarakah 

mutanaqishah atau perkongsian yang mengecil, dimana setelah nasabah 

melakukan pembayaran secara angsuran dalam usaha tertentu, kemudian bank 

menurunkan porsi kepemilikan bank secara proporsional sesuai dengan 

besarnya angsuran. Bank BTN syariah kota Malang, memang tidak secara rinci 

Perkembangan Pem biayaan Musyarakah Dan Penggunaannya 

Jenis Perkembangan 
Syirkah 

Penggunaan 
Pembiyaan 

Musyarakah 

Musyarakah Dalam 
Bank Syariah Pada 

Umumnya 

Syirkah 'Inan 

Pembiayaan proyek, 
model ventura, 
perseroan terbatas, 
koperasi, leasing, joint 
venture (usaha-usaha 
patungan), penyertaan 
saham atau modal, 
proyek khusus serta 
pengeluaran LIC. 

Musyarakah pada Bank 
BTN Syariah kota 

Malang 
Di dalam Musyarakah 
terdapat unsw-unsw dari 
syirkah 'inan, syirkah 
mufawadhah dan syirkah 
mudharabah 
Jenis usaha pesanan, 
usaha waralaba, usaha 
pola kemitraan, industri 
manufaktur, proyek 
ekspor-impor, tetapi 
dalam realitasnya lebih 
sering digunakan dalam 
hal pembiayaan 
kontruksi. 



menetapkan pola musyarakah mutanaqishah tersebut, tetapi jika suatu usaha 

tersebut sudah selesai maka selesai sudah interaksi dari nasabah maupun bank 

kecuali ketika usaha itu belum selesai maka khususnya bank sebagaimana 

pennasalahan pembayaran kembali modal pasal 8 akad musyarakah butir (d) 

mempertegas dengan mengatakan apabila nasabah membayar kembali atau 

melmasi modal yang difasilitasi oleh bank lebih awal dari w&u yang 

diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapus atau 

mengurangi bagian dari pendapatan, keuntungan yang menjadi hak bank 

sebagaimana dalam perjanjian. Kesirnpulannya bahwa bank BTN syariah kata 

malang dalam produk pembiayaan musyarakah tersebut memiliki sifat 

musyarakah mutanaqishah tetapi ada sedikit perbedaan dalam hal 

pengembalian modal khususnya pengembalian modal diawal yang tidak 

menghapuskan keuntungan bank. 

Pemaparan berkaitan dengan perkembangan musyarakah sendiri, 

penulis melihat bahwa sifat musyarakah ini tidak tertutup untuk terus 

berkembang berbagai variannya, baik dari segi jenis dan nama dari 

musyarakah itu sendiri. Penulis sepakat dengan statemen Abdullah Saeed 

bahwa definisi serta syarat-syarat musyarakah yang sedemikian rupa diuraikan 

panjang lebar dalam fikih adalah bentuk ijtihad para fuqaha, karena konsep 

musyarakah sendii lebih luas baik dari segi fikih maupun dalam pola 

perkembangan pada bank Islam. 

Syarat dan rukun pembiayaan musyarakah bank BTN syariah kota 

Malang, penulis melihat ada sebuah perbedaan dalam penempatan berkaitan 



dengan syarat clan rukun musyarakah dalam fikih muamalah. Perbedaan itu 

terletak pada terpisahnya syarat dan rukun pembiayaan musyarakah bank BTN 

syariah kota Malang, dalam kata lain posisi syarat dan n h n  memiliki peran 

dan andilnya yang kemungkinan sejajar. Perlu kiranya kita melihat kembali 

sistematika syarat dan rukun pembiayaan musyarakah tersebut. 22 

1. Ruk!m: 

a. Pemilik modal (shahibul maal); 
b. Modal (maal); 
c. ProyekRJsaha; 
d. Pelaksana Proyek (rnusyarzk); 
e. ljab Qabul. 

2. Syarat 

a. Jenis usaha yang dilakukan hams jelas dan tidak melanggar syariah; 
b. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau asset yang likuid (dapat 

dicairkan) d m  mempunyai nil& elconomis; 
c. Perserikatan ini merupakan transaksi yang dapat diwakillcan. Artinya 

salah satu pihak jika bertindak hukurn terhadap objek perserikatan itu 
dengan ijin pihak lain, dianggap sebagai wakil pihak yang berserikat; 

d. Pembagian hasil untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan 
ketika berlangsung akad; 

e. Hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari harta perserikatan, bukan 
dari harta lain. 

Kemudian pada syarat dan rukun musyarakah pada fikih muamalah 

memiliki posisi yang terintegrasi antara syarat dan rukun dalam arti setiap 

rukunnya memiliki serta terintegrasi dengan syaratnya begitu seterusnya dalam 

setiap pasisi rukun, penulis juga merasa perlu untuk memaparkan kembali agar 

terlihat secara jelas perbedaannya. 

22 Lihat data penelitian dokumen PP.Ml.ll.40 Tanggal Efektif 15-04-2004 yang telah 
&bedcan eleh pihak Bank BTN Syariah eabang Malang, M u s y d a h ,  eleh Tanti Widia Nurdiani 
selaku relationship manajemen, pada tanggal 4 November 201 1 di kantor BTN Syariah Cabang 
Malang, hlm. 6. 



1. Syarat dari rukun aqidain (para pihak berserikat) yang dapat diperinci lagi 
menj adi: 
a. Akil dan baligh (tamyiz), syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi. 
b. Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima 

kuasa penvakilan. 
c. Para pihak berserikat mensyaratkan pihak berserikat dalam keadaan 

merdeka dan dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa). 

2. Syarat dari rukun ma 'qud alaih (barang yang menjadi objek akadmodallada 

pokok pekerjaannya): 

a. Modal berupa modal mitsli (barang yang bisa ditimbang, ditakar dm 
boleh diakad salam). Harta mitsli adalah harta yang dapat ditemukan 
dalam pasaran; 

b. Sama dengan jenis dan sifatnya, sekiranya barang tersebut bercampur 
maka,"tidak bisa dibedakan"; 

c. Modal terkurnpul lebih dahulu sebelum akad. Sehingga masing-masing 
pihak mengetahui porsi masing-masing. 

3. Syarat dari rukun sighat (ucapan serah terima). Shighat dalam akad 

musyarahzh disyaratkan berupa lafazh (ucapan) yang lugas dan 

menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana. 

Pemarapan di atas terlihat sebagaimana diulas tadi bahwa syarat 

dan rukun dari pembiayaan musyarakah bank BTN syariah kota Malang tidak 

selalu terintegrasi antara syarat dan rukunnya, sedangkan dalam konteks fkih 

muamalah, syarat dan rukun musyarahzh posisinya terintegrasi antara setiap 

rukun terdapat pula syaratnya. Agar lebih mudah penulis sajikan gambar skema 

perbedaan keduanya. 

Gambar. VII 

Skema Perbedaan Penempatan Rukun dan Syarat Musyarakah pada Bank 
BTN Syariah cabang kota Malang dan Fikih Muamalah 



Pembiayaan Musyarakah Bank 
BTN Syariah kota Malang 

Rukun 

Pam biayaan Musyarakab 

1. Pemilik Modal (Shahibul 
Maal); 

2. Modal (ma'al); 
3. Proyek/Usaha; 
4. Pelaksana Proyek 

(mus yarik); 
5. Ijab Qabul 

Pem biayaan Musyarakah 

1. Usaha jelas dan tidak melanggar 
syariah; 

2. Modal memiliki nilai ekonomis; 
3. Dapat diwakilkan; 
4. Bagi hasil ketika akad; 
5. Hasil adalah pendapatan dari 

harta perserikatan. 

Musyarakah Pada Fikih 
Muamalah 

Svarat 
A Akil dan Balig (tamyiz); 

Rukun Para Pihak Berserikat 
b e  Kemampuan menerima kuasa 

(Aqidain) perwakilan; 

k* Dalam keadaan tidak 
terpaksa. 

Svarat 
Rukun Objek Barangmbjek 2 Modal mitsli; 

Akad/Modal/Pokok Pekerjaan Sarna dengan jenis dan sifat; 
(Mauqud Alaih) * Modal terkumpul lebih 

dahulu sebelurn akad. 

Rukun Ucap Serah Terima 
(sighat) 

Svarat 
b Lafaz Ijab Qabul. 



Pemaparan gambar skema diatas jelas menunjukkan sedikit 

perbedaan, walalupun sebenarnya menurut penulis perbedaan tersebut dalam 

teknis perbankan tidaklah memiliki pengaruh buruk, karena pada dasarnya 

tetap mengandung doktrin dalam fikih, selain itu pengatwan lebih rinci 

mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kompilasi Hukurn Ekonorni 

Islam. Misalkan pada nnkun aqidain lpihak berserikat) dalm fik& muanalah 

berkaitan dengan syarat kecakapan hukurn atau akil dan balig, memang dalam 

rukun pembiayaan musyarakah tidak menyebutkan secara integral tetapi 

mengacu pada KHES pasal 2 ayat (1) dimana kecakapan h h  telah 

mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Kemudian 

terdapat beberapa persamaan unsur syarat pada keduanya yaitu: 

1. Syarat pada pembiayaan musyarakah bank BTN syariah kota Malang, 

memiliki kesamaan unsur pada syarat dari rukun aqidain (para pihak 

be~sedcat) musyaFakah dalam fikih muamalah, bwkaitan dengan 

kemampuan dalam menerima kuasa perwakilan. 

2. Syarat pada pembiayam musya~ahh bank BTN syaFiah kota Malang, 

memiliki kesamaan unsur pada syarat dari rukun mau'qud alaih (barang 

yang rnenjadi objek akad/rnodal/ada pokok pekerjaannya) musyarakah 

dalam fikih muamalah, berkaitan dengan aspek modal, berupa barang yang 

lazim ditemukan, rnemiliki takaran yang jelas atau dalam kata lain 

mempunyai nilai ekonomis. 

3. Rukun pa& pembiayaan musyarakah bank BTN syariah keta Malang, 

memiliki kesamaan unsur pada syarat dari rukun sighat (ucapan serah 

terima) musyarakah pada fikih muamalah, kaitamya dengan ijab qabul. 

Kesamaan tersebut akan penulis sajikan dalam skema bagan 

keduanya agar dapat memberikan keterangan lebih jelas. 



Gambar. VIII 

Skema Unsur Persamaan Rukun dan Syarat Musyarakah pada Bank 
BTN Syariah cabang kota Malang dan F i s h  Muamalah 

I Kemampuan dapat diwakilkan I I f  

Syarat dari Rukun Ucap Serah 
Terima (Sighat) Rukun & Svarat 

Lafaz Ijab Qabul Pembiavaan Musvarakah 

Syarat dari Rukun Objek 
BarangIObjek 

Akad/Modal/Pokok Pekerjaan 
(Mauqud Alaih) 

Syarat dari Rukun Para Pihak 
Berserikat (Aqidain) 

I Modal mistli I 

Ijab Qabul (pada rukun); 
Kemampuan kuasa 
penvakilan; 
Aspek modal, ben~pa 
barang yang lazim 
ditemukan, memiliki 
takaran yang jelas dan 
memiliki nilai ekonomis 

Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah pada bank BTN syariah 

kota Malang sangat erat kaitannya dengan rukun akad yang ditentukan dalam 

KHES. Pasal 22 KHES rukun akad terdiri atas pihak-pihak berakad, objek 

akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Sekali lagi pada dasarnya rukun 

akad dalam KHES memuat doktrin sepei-ti pada fikih muamalah. 

Pertama, dalam ha1 pihak berakad berkaitan erat dengan pasal 23 

KHES bahwa pihak-pihak berakat adalah orang, persekutuan atau badan usaha 

yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pembiayaan 

musyarakah bank BTN syariah kota Malang, memuat hal-ha1 berkaitan dengan 

permasalahan para pihak ini, pada pasal 11 akad musyarakah bank BTN 



syariah telah memuat posisi para pihak berserikat antara bank dan nasabah. 

Klausula tersebut telah disebutkan bahwa nasabah dapat berupa perseorangan 

atau badan usaha yang tunduk pada hukurn negara republik Indonesia, 

sedangkan kecakapan hukurn walau dalam akad tersebut tidak dicantumkan 

dan dijelaskan secara rinci tetapi karena dalam klausula tersebut dikatakan 

tunduk pada hukum yang berlalcll besar kemunglhm kecakapan hulclItn itu 

seperti yang diatw dalam KHES pasal 18 ayat (2) seperti yang sudah penulis 

jelaskan sebelumnya. 

Kedua, berkaitan dengan pernyataan kehendak (shighat akad), 

memuat syarat kesesuian ijab kabul, dalam akad pembiayaan rnusyarakuh 

dapat kita lihat bahwa setiap kesepakatan selalu diiringi kata "kesepakatan" 

pada setiap hal ymg akm disemjlli, m h y a  kata sepalcat tersebu? da lm kontek 

perjanjian teknis bank tidak selalu diucapkan, tetapi sudah dituang dalam 

kalusula perjanjian serta persetujuan tersebut dapat di realisir dengan tanda 

tangan kedu  belah pihak seperti pada pasal 18, kserta kesatuan majelisnya. 

Tidak ketinggalan pula, ketentuan ini telah ditetapkan pihak bank BTN syariah 

dalam rumusan rukun dan syarat pembiayaan musyarakuh di atas dan pasal 5 

akad musyarakah pain (a). Pembentukan kesepakatan, tidak baleh dalam 

keadaan terpaksa seperti yang ada pada musyarakuh pada fikih muamalah 

diatas. KHES juga memberikan legitimasi pada pasal 29 tentang aib 

kesepakatan, bahwa salah satu unusurnya ialah dalam pembentukan 

kesepakatan tidak boleh dalam keadaan paksaan (ikrah). 



Ketiga, objek akad (mahallul akad), pasal 24 KHES menentukan 

objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan, sedangkan pengertian 

amwal ditentukan pada pasal 1 angka 9 KHES, adalah benda yang dapat 

dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan baik benda berwujud maupun 

tidak berwujud, baik t e rdak ,  benda bergerak ataupun tidak bergerak dan hak 

yang mempunyai nilai ekonomis. Akad rnusyarakuh bank BTN syariah kota 

Malang, dalam klausulnya mencantumkan tentang modal dan penggunaan 

yaitu pada pasal2 dan pada dokumen yang diberikan pihak bank dimana modal 

dapat berupa dana (harta) yang diperlukan dan sharing masing-masing pihak 

(uanglharta benda lain yang bisa dinilai dengan uanglemaslperak, atau berupa 

barang perdagangdtrading asset, property, equipment atau intangible right 

seperti hak paten, percampuran modal tersehut yang akan dijalankan hams 

tertulis atau nota riil). 

Keempat, tujuan akad (maudhu 'a1 akud), pasal25 KHES mengatur 

tujuan akad yaitu memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha 

masing-masing pihak yang mengdakan akad. Pihak bank BTN syariah dan 

nasabah bersama mencari keuntungan dan pengembangan usaha yang dalam 

realisasinya pembiayaan tersebut lebih sering digunakan untuk pembiayaan 

konstruksi. Kita dapat melihat beberapa ketentuan yang tidak diatur secara 

rinci di dalam klausul tetapi diatur dalam dokumen-dokumen pembiayaan yang 

ada di bank BTN syariah kota Malang. 

Pada pembahasan berikutnya kita mencoba membedah akad 

musyarakah bank BTN syariah kota Malang jika dihadapkan pada klasifikasi 



dari tipologi akad. Seperti yang kita sudah bahas pada bab I1 penulisan ini, 

dalam akad ada dilihat dari segi tipologinya, yaitu: akad bernama (al- 'uqud al- 

musamma) dan akad tidak bernarna (al- 'uqud ghair al-musamma); dari segi 

kedudukan, akad pokok (al- 'aqd al-ashli) dan akad asesoir (al- 'aqd at-tabi 'i); 

dari segi unsur tempo di dalam akad dibagi menjadi akad bertempo (al- 'aqd az- 

zamani) dm akad tidak bertempo (al- 'aqd al-fauri); akad dari segi 

formalitasnya yang dibedakan menjadi akad konsensual (al- 'aqd ar-radha 'i), 

akad formalistik (al- 'aqd asy-syakuli) dan akad riil (al- 'aqd al- 'aini); akad 

ditinjau dari segi dilarang atau tidak dilarang aleh syarak' yaitu, akad masyru ' 

dan akad terlarang; akad dilihat dari segi sah atau tidak sahnya; akad dibedakan 

dalam akad mengikat (al- 'aqd al-lazim) clan akad tidak mengikat; akad na$z 

dan akad mauquf; akad tanggungan, akad kepercayaan, dan akad bersifat 

ganda; akad muawadah, akad tabaru', dan akad muawadah dan tabaru' 

sekaligus. 23 

Analisa akad musyarakah pada bank BTN syariah kota Malang, 

akan dibahas secara satu persatu dari tipologi tersebut dan kita akan melihat 

unsur-unsur pembiayaan musyarakuh pada tipologi akad. Pertama, akad 

bernama (al- 'uqud al-musamma) dan akad tidak bernama (al- 'uqud gair al- 

musamma), yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah 

ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan- 

ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad 

23 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori ARad dalam Fikih 
Muamalah, Cetakm Pertain4 ( J W :  Rajawali Pers, 2007), him. 83. 



lain dan akad tidak bemama yaitu akad yang tidak diatur secara khusus dalam 

kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. 

Pembiayaan musyarakah pada bank BTN syariah kota Malang, 

pada tipologi pertama, masuk pada tipologi akad bemama (al-'uqud al- 

musamma) akad yang dibuat oleh yang berwenang, karena akad musyarakah 

telah ditentukan oleh pembuat hukum beserta ketentuannya yang berlaku. 

Landasan hukumnya yaitu KHES Pasal20 ayat 3 Buku 11, dalam penjelasan 

pasal 19 ayat 1 butir I; Undmg-wdang Perbaskan Syariah Nomor 21 Tahun 

2008, akad musyarakah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional No: O8DSN- 

MUIlIV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah. Tidak hanya itu musyarakah 

telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih muamalah. 

Kedua, akad pokok (al-'aqd al-ashli) adalah akad yang berdiri 

sendiri, keberadaannya tidak tergantung kepada sesuatu yang lain dan akad 

asesoir (al- 'aqd at-tabi 'i)  adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri 

melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya 

atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. 

Konteks akad pembiayasln musyarakah bank BTN syariah kota 

Malang adalah akad pokok (al- 'aqd al-ashli), tetapi dalam posisi yang berbeda 

yaitu di dalam akad pokok tersebut ada klausula jaminan yaitu pada pasal 10 

khususnya pain ke ( 3 )  yang mana aspek jaminan tersebut merupakan bagian 

dari akad asesoir (al- 'aqd at-tabi 'i). 

Ketiga, akad bertempo (al- 'aqd az-zamani) ialah akad yang di 

dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu 



merupakan bagian dari isi perjanjian dan akad tidak bertempo (al- 'aqd al-fauri) 

adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. 

Akad pembiayaan musyarakah pada bank BTN syariah kota 

Malmg, pada tipologi ketiga irri rnerailiki msur akad bertempo (al- 'aqd aa- 

zamani), karena dalam klausula pasal 3 dalam akadnya mengatur tentang 

jangka waktu kerja sarna antara nasabah dan bank baik baik itu waktu mulai 

sampai pada waktu berakhirnya. 

Keempat, akad konsensual (al- 'aqd ar-radha 'i) dimaksudkan jenis 

akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak 

tanpa diperlukan fomdits-fomditas tertentu, kemudim &ad fomalistik (d- 

'aqd asy-syakali) adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas 

yang ditentukan oleh pembuat hukum, di mana jika syarat tersebut tidak 

memenuhi maka, a k d  tidak sah dan akad riil (al- 'aqd al- 'aini) adalah akad 

yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, di mana 

akad tersebut belum menjadi dan belum menirnbulkan akibat hukum apabila 

belwm dilaksanakan. 

Pada tipologi keempat ini, pembiayaan musyarakah pada bank 

BTN syariah kota malang masuk pada akad formalistik (al- 'aqd asy-syakali) 

karena sebagairnana pada tipologi pertama akad ini telah diatur ketentuannya 

pada fatwa Dewan Syariah Nasional, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi. Serta masuk juga 



pada akad riil (al- 'aqd al- 'aini), karena perlu adanya penyerahan objek berupa 

dana atau harta yang memiliki nilai ekonomi sebagai modal. 

Kelima, akad masyru' adalah akad yang dibenarkan oleh syara' 

untuk dibuat dan tidak ada larangan yang menutupnya, seperti akad-akad yang 

sudah dikenal luas semisal jual-beli, sewa-menyewa, mudharabah dan 

sebagainyaa, sedangkan akad terlarang adalah &ad yang dilarang oleh syara', 

Akad musyarakah adalah akad yang dibenarkan oleh syarak, 

memiliki nilai sejarah yang tercantum dalam kitab-kitab fikih terdahulu dan 

memiliki landasan hukurn yang kuat herupa fatwa, undang-undang, dan 

peraturan lainnya. Oleh karena itu akad pembiayaan musyarakah ini tergolong 

pada akad masyru'. 

Keenam, akad sah adalah akad yang telah memenuhi n h m  dan 

syarat-syarat sebagairnana ditentukan oleh syarak. Sedangkan akad tidak sah 

adalah akad tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh 

syarak. Produk pembiayaan musyarakah bank BTN syariah kota Malang ini, 

dapat dikatakan sebagai akad yang sah karena telah memenuhi unsur rukun dan 

syarat-syaratnya walaupun tidak dijelaskan dalam klausula akad akan tetapi 

syarat-syarat tersebut secara khusus telah diatut da lm Kompilasi H a  

Ekonomi Islam dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No: OS/DSN- 

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. 

Ketujuh, akad mengikat (al- 'aqd al-lazim) adalah akad dimana 

apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, maka akad itu mengikat secara 

penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan 



pihak lain dan adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing 

pihak dapat membatdkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. 

Sebenarnya dalam konteks musyarakuh pada fikih terdahulu, 

musyaralsalr mas& pada golongm &ad tid& mengikat, terblrkti salah satu 

pihak jika memutus kerjasamanya sepihak dan memang dapat memutus 

sepihak maka perserikatan keduanya berakhir. Tetapi dalam konteks 

perbankan, akad pembiayaan musyarakah adalah akad mengikat (01- 'aqd al- 

lazim) yang tidak dapat membatalkan sepihak, seperti dalam klasula pasal 5 

hak dan kewajiban pada akad musyarakuh bank BTN syariah kota Malang 

serta pasal45 KHES. 

Kedelapan, akad naJz adalah akad yang bebas dari setiap faktor 

yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan dan akad 

mauquf kebalikannya, adalah akad yang tidak dapat secara langsung 

dilaksanakan akibat hukurnnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan 

masih tergantung (mauquj) kepada r a t i f h i  (ijazah) dari pihak berkepentingan 

rnisalkan anak mumayiz (berusia 7- belwn dewasa) yang tergantung kepada 

ratifikasi walinya dalam hal ia melakukan akad yang bersifat timbal-balik. 

Akad pembiayaan musyarakah pada bank BTN syariah kota Malang masuk 

pada galangan akad nafiz, karena dalam rukun serta syaratnya menghmskan 

dalam keadaan cakap hukurn. 

Kesembilan, akad tanggungan ('aqd adh-dhaman) adalah akad 

yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak 

penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut 



sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut 

berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. akad 

kepercayaan ('aqd al-amanah) adalah akad dimana barang yang dialihkan 

melalui akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, 

kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan h u b .  Termasuk akad 

jenis ini adalah akad penitipan, perninjaman, perwakilan (pernberian hasa), 

Akad bersifat ganda adalah akad yang di satu sisi merupakan akad tanggungan, 

tetapi di sisi lain merupakan akad amanah (kepercayaan). 

Jika kita melihat akad pembiayaan musyarakah bank BTN syariah 

kota Malang ini, kita melihat adanya pasal 15 di mana nasabah diwajibkan 

untuk mengasuransikan setiap barang yang dijadikan jaminan. Pada sisi yang 

lain adanya ketentrran syarat dari pihak b e  bahwa dalm trmsaksi 

perserikatan ini dapat diwakilkan (kepercayaan) seperti pada pasal 7 ayat 2 

akad musyarakah, maka dari jenis penggolongan ini masuk pada akad bersifat 

ganda. 

Kesepuluh, akad atas beban ('aqd al-mu'awadhah) adalah akad di 

mana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak 

menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya, akad cuma- 

cuma (tabaru'ldonasi) adalah akad dimana prestasinya hanya dari salah satu 

pihak, seperti akad hibah dan pinjam pakai dan akad atas beban dan cuma- 

curna ( 'aqd al-mu'awadhah wa at-tabrru ') adalah akad yang pada mulanya 

merupakan akad cuma-cuma, narnun pada akhirnya menjadi akad atas beban. 



Pada tipologi terakhir, akad pembiayaan musyarakah bank BTN 

syariah kota Malang masuk pada akad atas beban ('aqd al-mu'awadhah), 

karena nasabah dan bank memiliki pemenuhan prestasi, baik dari segi 

penggabungan modal, pemberian modal, pengembalian modal oleh nasabah ke 

bank dan pembagian keuntungan. 

Pembahasan mengenai tipologi tersebut dapat disirnpulkan bahwa 

akad pembiayaan musyarakah bank BTN syariah kota Malang, memiliki 

beberapa unsur-unsur dari tipologi-tipologi akad yang kita kenal dalam teori 

akad dalam Hukum Perjanjian Islam, agar lebih memudahkan dalam 

memahami usur apa saja serta di mana posisi tipologi akad pernbiayaan 

musyarakah tersebut, maka penulis berupa menyajikan tabelnya yang diarnbil 

dari pembahasan di atas, 

Tabel. 4 

Tabel Unsur-unsur Tipologi pada Akad dalam Akad Bembiayaan 
Musyarakah pada Bank BTN Syariah Kota Malang 

Unsur-Unsur Tipologi Akad Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah 
Pada Bank BTN Syariah Kota Malang 

No 

1 

Tipologi Akad 

Akad bernama (al- 
'uqud al-musamma) 
clan akad tidak 
bernama (al- 'uqud 
gair al-musamma). 

Penempatan 
Tipologi 

Akad bernarna 
(al- 'uqud al- 
musamma). 

Unsur-Unsur Akad 

Akad musyarakah telah 
ditentukan oleh pembuat 
hukum beserta ketentuannya 
yang berlaku. Landasan 
hukumnya yaitu KHES Pasal 
20 ayat 3 Buku 11, dalam 
penjelasan pasal 19 ayat 1 
butir c Undang-undang 
Perbankan Syariah Nomor 2 1 



2 

3 

4 

5 

Akad pokok (al-'aqd 
al-ashli) dan 
akad acesoir (al- 'aqd 
at-tabi 'i). 

Akad tidak bertempo 
(al- 'aqd al-fauri) dan 
akad bertempo (al- 
'aqd az-zamani). 

Akad konsensual (al- 
'aqd ar-radha 'i), akad 
forrnalistik (al- 'aqd 
asy-syakali) dm akad 
riil (al- 'aqd al- 'aini). 

Akad terlarang dan 
akad masyru' (akad 
yang dibenarkan oleh 
s yarak) . ' 

Akad pokok (al- 
'aqd al-ashli) dan 
akad asesoir (al- 
'aqd at-tabi 'i). 

Akad bertempo 
(al- 'aqd az- 
zamani). 

Akad formalistik 
(al- 'aqd asy- 
syakali) dan akad 
riil (al- 'aqd al- 
'aini) 

Akad masyru' 

Tahun 2008, akad 
musyarakah, dm fatwa 
Dewan Syariah Nasional No: 
08/DSN-MlTI/N/2000 
tentang pembiayaan 
Musyarakah. Tidak hanya itu 
musyarakah telah banyak 
dibahas dalam kitab-kitab 
fkih muamalah 

Konteks akad adalah akad 
pokok (al- 'aqd al-ashli), 
tetapi ada klausula jaminan 
pada pasal 10 khususnya poin 
ke (3)' aspek jaminan 
tersebut merupakan bagian 
dari akad asesoir (al- 'aqd at- 
tabi 'i). 

Klausula pasal 3 dalam 
akadnya mengatur tentang 
jangka waktu kerja sarna 
antara nasabah dan bank. 

Akad ini telah diatur 
ketentuannya pada fatwa 
Dewan Syariah Nasional, 
Undang-Undang No. 21 
Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah dan 
Kompilasi H b  Ekonomi 
dan perlu adanya penyerahan 
objek berupa dana atau harta 
yang memiliki nilai ekonomi 
sebagai modal. 

Akad yang dibenarkan oleh 
syarak, memiliki nilai sejarah 
yang tercantum dalam kitab- 
kitab fikih terdahulu dan 
memiliki landasan hukum 
yang kuat berupa fatwa, 
undang-undang, dan 
peraturan lainnya. 



B. Kedudukan Jaminan pada Musyarakah dan Tinjauan Asas Keadilan 
dalam Hukum Perjanjian Islam 

('aqd al- 
mu 'awadhah). 

Adanya jaminan pada produk pembiayaan musyarakah dalam 

nasabah ke bank dan 
pembagian keuntungan. 

dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan zaman itu sendiri, seperti 

yang penulis kemukakan dalam pembukaan pembahasan pembiayaan 

musyarakah di atas. Relevansi terhadap konteks zaman yang terus berubah 

memang merupakan suatu kebutuhan, apalagi di era saat ini dimana 

kepercayaan terhadap individu mulai pudar dan hilang. Tetapi perubahan tidak 

seharusnya dijadikan legitimasi dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa 

memperhatikan keadaan masing-masing pihak berserikat. 

Sebelum membahas lebih jauh, penulis akan memaparkan aspek 

jaminan pada fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dan jaminan 

dalam keperdataan. Seperti yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa aspek 

jaminan dikenal dalam fiqh muamalah dengan akad al-Istiitsaaq yaitu akad 

yang berkaitan dengan penguatan, pemastian, dan penjaminan). Akad ini terdiri 

dari kafalah (jaminan), hawalah (pengalihan hutang) dan rahn (gadai). Penulis 

mengambil kesimpulan dari bahwa kafalah sering kali disebut sebagai dhaman 

(mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan lain di dalam pokok hutang) 

juga, yang memiliki arti suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama 

menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan 



hutang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan 

pihak kedua. Kafalah &pat dipahami adakalanya menanggung hartalhutang 

(maal) yang biasa disebut kafalah bi al-ma1 atau orang (kafalah bi an-nafs). 

Sedangkan hawalah ialah pemindahan hutang atau dapat disebut sebagai anjak 

piutang dan rahn (gadai), berkaitan dengan jaminan kepercayaan dalam 

keadaan hutang atau dalam arti lain ialah suatu barang yang dijadikan peneguh 

atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Pembahasan sebelumnya, 

para ahli fikih melakukan ijtihad tentang akad al-istiitsaaq (penguatan, 

pemastian dan penjaminan) ini berkaitan dengan macam jenis, rukun dan 

syaratnya. 

Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, ketiga jenis akad ini 

(kafalah, hawalah dan rahn) tidak disebutkan secara rinci sebagaimana dalam 

fikih murnalah dengan sebutan akan al-istiitsaaq, dasar pengaturan telah ada 

sebelmya pada fatwa DSN No: 1 l /DSN-MU~l2000,  tetapi substansinya 

telah diatur lebih rinci dalam KHES. Pada buku I1 tentang Akad BAB I 

Ketentuan urnurn pasal 20 ayat 12 memberikan pengertian kafalah yaitu 

jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau 

pemeberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam. 

Pada pasal 291 ayat (2) dikatakan bahwa akad ini dinyatakan para pihak 

dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Pada pasal 303, dikatakan akad kafalah 

terdiri dari akad kafalah atas diri dan kafalah atas harta. Sedangkan hawalah 

dalam KHES pada pasal20 ayat 13 ialah pengalihan hutang dari muhil al-ashil 

(peminjam) kepada muhal 'alaih (penerirna hawalah) dan rahn (gadai), yang 



diatur sebelumnya dalam fatwa DSN No:25/DSN-MUI/IIV2002 tentang Rahn 

dan fatwa DSN No: 26/DSN-MIlWIIV2002 tentang Rahn emas serta dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam berkaitan dengan gadai pada BAB XI11 dan 

pengertian dasarnya pada pasal 20 ayat 14 yaitu penguasaan barang milik 

peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. 

Sebelumnya penulis membatasi pernasalah pada penlalisan tesis ini 

hanya pada seputar wilayah ada tidaknya pencantuman klausula berkaitan 

dengan aspek jaminan pada akad pembiayaan musyarakah pada bank syariah, 

tidak mendalam ke dalam pembahasan masing-masing akad penjaminan ini 

karena akan melebar dan tidak fokus pada tema kajian. 

Kemudian dalam jaminan keperdataan seperti yang kita telah 

ketahui, bahwa di dalam jaminan keperdataan terbagi dua yaitu jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaan yang di dalarnnya terbagi lagi jenisnya 

yaitu hipotek, hak tanggungan, gadai dan fidusia. Jaminan perseorangan adalah 

jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin 

dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur, dengan kata lain jarninan 

perseorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) 

dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si 

berutang (debitor). Pengertian penanggungan ditegaskan dalam pasal 1820 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 

"Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, 
guna Kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya 
si berutang manakda orang ini sendiri tidak memenuhinya. " 



Sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian lainnya, maka perjanjian 

perorangan ini juga bersifat accesoir, dalam arti bahwa perjanjian 

penanggungan itu baru timbul setelah dilahirkannya perjanjian pokoknya 

berupa perjanjian utang piutang. Narnun oleh karena jaminan perorangan ini 

tidak adak hak privilege atau hak yang diistimewakan terhadap kreditor- 

kreditor lainnya, maka jaminan itu harnpir tidak berarti bagi bank sebagai pihak 

pemberi kredit. Jaminan kebendaan adalah Jaminan kebendaan adalah suatu 

tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditor) 

terhadap debitomya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga 

guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitor). Pemeberian 

jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan sesuatu bagian dari kekayaan 

seseorang, si pemberi jaminan, clan menyediakannya guna pemenuhan 

(pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat 

berupa kekayaan si debitor sendiri atau kekayaan seseorang pihak ketiga. 

Pemberian jaminan kebendaan ini kepada si berpiutang (kreditor) tertentu, 

memberikan kepada si berpiutang suatu hak privilege (hak istimewa) terhadap 

kreditor lainnya. 

Pengertian hak tanggungan menurut ketentuan pasal 1 Undang- 

unadang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang dimkasud dengan hak 

tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan 



kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditor-kreditor tertentu terhadap 

kreditor-kreditor lain. Sesuai dengan sifat accesoir dari hak tanggungan, adanya 

hak tanggungan tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya 

(hak tanggungan hapus karena hapusnya hutang pokok). Pengaturan ketentuan 

hipotek setelah diundang-undangkannya hak tanggungan. Pengatwan 

ketentuan lembaga hak jaminan hipotek terdapat dalam Buku Kedua Titel 

Kedua puluh satu Pasal 11 62 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata, kecuali 

beberapa pasal yang sejak semula belum diberlakukan dengan Bepalingen 

omtrent de invoering van en de overgang tot de nieuwe Wetgeving Staatsblad 

Tahun 1848 Nomor 10. setelah diundangkan dan berlakunya undang-undang 

hak tanggungan, ketentuan mengenai credietverband sebagaimana dalam 

Staatsblad tahun 1908 No. 542, sebagai yang telah diubah beberapa kali 

terkahir dengan Staatsblad tahun 1937 No. 190 dan ketentuan mengenai 

hipotek sebagaimana tersebut dalam Buku Kedua KUHPerdata sepanjang 

mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda- 

benda yang berkaitan dengan tanah, dinyatakan tidak berlaku lagi. Berlakunya 

UU Hak Tanggungan tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai credietverband 

tidak berlaku lagi, sehingga tidak diperlukan lagi sedangkan ketentuan- 

ketentuan mengenai hipotek tetap berlaku, sepanjang yang menyangkut 

pembebanan hipotek sebagai jaminan utang selain pada hak atas tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah, berhubung objek hipotek itu benda- 



benda tidak bergerak (benda tetap), yang juga termasuk tanah atau hak atas 

tanah. 

Gadai menurut ketentuan pasal 1150 KUHPerdata, adalah suatu 

hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang 

diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas 

namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk 

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang- 

orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang 

tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah 

barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Pengaturan 

fidusia diatur dalam Undang-undang tentang lembaga fidusia ini adalah 

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia menurut 

Undang-undang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak 

khuswnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

yang tetap baerada dalam penguasaan, sebagai agunan bagi pelunasan utang 

tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerirna 

fidusia terhadap kreditor lainnya. 

Pemaparan di atas kita dapat melihat dari definisi kafalah pada 

fXh muamalah dan pada KHES, serta macamnya kafalah yang dalam 

perspektif fikih muamalah dapat berupa kafalah menanggung hartalhutang 

(mal) yang biasa disebut kafalah bi al-ma1 atau orang (kafalah bi an-nafs) dan 



pada pasal 303 KHES, dikatakan akad kufalah terdiri dari akad kufalah atas 

diri dan kufalah atas harta. 

Sedangkan dalam jaminan keperdataan terdiri dari jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaan yang di dalamnya terdiri dari hak 

tanggungan, hak hipotek, gadai, dan fidusia. Maka dapat penulis sirnpulkan 

sebenarnya defmisi dan jenis kgfalah yang diberikan keterangannya pada fikih 

murnalah dan KHES tersebut memberikan arti yang lebih luas sebagai sebuah 

aspek jaminan yang memunglunkan dipenuhinya unsur jaminan keperdataan 

yang mungkm dapat terintegrasi dan masuk ke dalam macam-macam kgfalah 

itu sendiri sebagaimana pada pasal303 KHES tersebut, kecuali dalam hal gadai 

(rahn), karena pada KHES sendiri gadai merupakan bilangan tersendiri 

walaupun dari perspektif fikih gadai termasuk akad al-istiitsaaq (penguatan, 

pemastian dan penjaminan). Inilah yang menurut penulis bahwa jaminan 

keperdataan sangat mungkin bisa masuk ke dalam unsur kufalah itu sendiri. 

Penulis mencoba menunjukkannya melalui skema berikut ini. 

Kafalah (kufalah terdiri dari akad Jaminan Keperdataan 
kufalah atas diri dan kufalah atas 
harta ~ a d a  Pasal303 KHES dan ' Jaminan Perorangan 

1 

hartalhutang (kafalah bi al-ma0 
atau orang (kufalah bi an-nafs) 
dalam fikih muarnalah. 

Hiwalah (pengalihan hutang); 
dan 
Rahn (gadai). 4 

b. Jaminan Kebendaan: 
9 Hak Tanggungan; 

.9 Hipotek; 

.9 Fidusia; 
P Gadai. 



Gambar. IX 
Skema Kafalah dan Jaminan Keperdataan 

Jika unsur-unsur jaminan dalam keperdataan mas& ke dalam 

kafalah, dengan sendirinya berlaku pula ketentuan jaminan dalam keperdataan 

seperti hak previlige (hak yang diistimewakan dari kreditor-kreditor yang lan) 

yang melekat pada jaminan kebendaan. Contoh indikasi tersebut terhadap 

jaminan yang ada pada akad musyarakah yang ada pada bank BTN syariah 

kota Malang pasal 10 ayat (3) menunjukkan hak-hak previlige, isi dari pasal; 

Membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dari beban penjaminan 

terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi bagi kepentingan bank 

berdasarkan perjanjian ini. 

Tidak hanya itu, dalam tempat terpisah pada dokumen pengajuan 

permohonan pembiayaan musyarakah dalam ha1 konstruksi pada persyaratan 

asepk legalitas proyek diharuskan dapat dibebankan jaminan hak tanggungan, 

seperti yang kita tahu jarang sekali bank mengenakan jaminan perorangan 

karena jaminan perorangan tidak memiliki kekuatan previlige. 

Hal di atas, membuktikan bahwa pada tahap implementasi 

pembiayaan musyarakah selalu menyertakan jaminan. Masih pada bank BTN 

syariah kota Malang, pada akad musyarakahnya tersebut, tidak mencantumkan 

secara rinci mulai dari penyebutan keistilahan seperti penggunaan kata kafalah 

yang digunakan hanya kata jaminan pada pasal 10 ayat (3), klausula akad pasal 

4 ayat (3), ayat (2) dan kalimat penutup pada pasal tersebut, serta klausula 

pasal 12 ayat (3) kaitannya cedera janji. Tidak hanya pada akad tetapi terpencar 



pada dokurnen pengajuan permohonan pembiayaan dalam hal konstruksi 

dengan pembebanan hak tanggungan. Terpencar dan tidak mencantumkan 

kespesifikasian dari aspek kewajiban jaminannya, menurut penulis jika 

menjadi tepat ketika dihadapkan dengan aturan KHES pasal291 ayat (2) yang 

mengatakan bahwa akad ini dinyatakan para pihak dengan lisan, tulisan, atau 

isyarat. Bahwa aspek jaminan dapat dilakukan dengan isyarat. 

Aplikasi jaminan pada pembiayaan musyarakah, tidak hanya 

diterapkan pada bank BTN syariah kota Malang saja, tetapi diterapkan pada 

pembiayaan musyarakah pada bank Mandiri syariah cabang Yogyakarta dalam 

bentuk garansi bank. " Pembebanan jaminan pada bank syariah tersebut 

membuktikan bahwa aspek jaminan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. 

Pihak bank BTN syariah kota Malang sendiri mengatakan dalam 

dokumennya, bahwa kedudukan aspek jaminan pada produk pembiayaan 

musyarakah bedungsi sebagai jarninan dimana jaminan diperlukan untuk 

menghindari adanya resiko-resiko yang merugikan bank serta juga untuk 

melihat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kembali atas 

kepercayaan yang diberikan bank. Menurut penulis statemen tersebut kurang 

tepat karena pembebanan terkesan hanya ditujukan pada nasabah saja padahal, 

dalam musyarakah para pihak memberikan kontribusi modal dan para pihak 

saling berserikat. 

24 Mengenai sumber jurnal dapat dilihat pa& Bagya Agung Prabowo, "Perlindungan 
Hukutrl Nasabah sebagai Syarik dalam Pembiayaan Al-Musyarakah di Bank Syariah Mandiri", 
Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 18, (201 I), hlrn. 83-96. 



Perspektif fikih terdahulu berkaitan dengan dengan musyarakah, 

menurut Abdullah Saeed tidak ditemukan adanya jaminan, Karena syarikuh 

(musyarakah) adalah bentuk dasar dari sebuah kontrak kerja bukan seperti jual 

beli. Bahwa seluruh empat mahzab fikih berpendirian bahwa si mitra adalah 

orang yang dipercaya. 25 Berdasar pada konsep 'percaya' ini, rnitra yang satu 

tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut faqih mahzab Hanafi, 

Sarkhsi: 

Masing-masing mereku para mitra adalah orang yang dipercaya atas apa 
yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang 
(menyatakan) bahwa seseorang yan dipercaya mem berikun jaminan (dlaman) 
akan dianggap tidak ada dan batal. 86 

Memm~ sekali lagi kits ti&- relevan jika menghadapkan 

musyarakah dahulu dan konteks saat ini dalam perbankan mengingat pada 

zaman ini kepercayaan merupakan sesuatu yang sulit dicari tetapi menarik jika 

kita melihat posisi fatwa DSN berkaitan dengan jaminan. 

Jika kita melihat fatwa Dewan Syariah Nasional berkaitan dengan 

musyarakah ini, tepatnya posisi fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan 

pemberian jaminan sebagaimm termaktub pada fatwa RSN No:8/DSN- 

MUI/N/2000 tentang Pembiayaan Musyarakuh dalam keputusannya poin 3 

huruf a sub 3 dikatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah 

25~bdullah Saeed, Islamic Banking And Interest A Stu& of Riba And Its Contemporary 
Interpretation , Terjemah, Arif Maftuhin, Menyoal Bank Syariah Kritik Atm Interpretmi Bunga 
Bank Kaum Neo-Revivalis, Cetakan Kedua, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 9 1. 

26 Sarakhsi, Mabsuth, Dikutip dari Abdullah Saeed, Islamic Banking And interest A Snuly 
of Riba And Its Contemporary Interpretation , Terjemah, Arif Maftuhin, Merryoal Bank Syariah 
Kritik Atas Interpretmi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Cetakan Kedua, (Jakarta: Paramadina, 
2004), hlm. 91. 



tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, 

Lembaga Keuangan Syariah dapat merninta jaminan. 27 

Kalimat "...pads prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak 

ada jaminan, namun untuk menghidari terjadi penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan," jika kita mengukumya dalam perspektif al-ahkam al- 

khemsah (lima macam nilai hukum) memberikan keterangan bahwa fatwa 

DSN tersebut memposisikan peberian jaminan sebagai sesuatu yang 

dibolehkan dalam perngertian mubah bukan wajib (harus dilakukan). 

Kedudukan jaminan adalah mubah dan mubah memiliki akibat hukum yang 

berbeda dengan wajib, jika wajib maka akibat hukurnnya ialah suatu perintah 

yang hams dilaksanakan oleh setiap m a t  Islam. Perbuatan dalam kategori 

wajib apabila dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat 

dosa. Berbeda halnya dengan posisi mubah, dimana perbuatan yang bila 

dilaksanakan tidak berpahala dan bila ditinggalkan juga tidak berdosa dan tidak 

dikenakan siksa. Mubah dinyatakan dalam syara ' tidak berdasa melakukannya 

karena tidak ada dalil yang menghararnkannya dan dinyatakan dalam syara' 

boleh memilih, kalau suka boleh dilakukan dan kalau tidak suka boleh 

ditinggalkan. Karena itu sebenarnya akad musyarakah dalam fikih terdahulu 

masuk pada tipologi akad tidak mengikat karena kebolehannya adalah mubah 

Penulis akan melihat bagaimana akad pembiayaan musyarakah 

bank BTN syariah kota Malang ini dalam perspektif asas keadilan. Sebelum ke 

2 7 ~ i m  Pustaka Zeedny, Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang 
Ekonorni Syariah, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), hlm. 155. 



pembahasan tersebut, sedikit mengulas asas keadilan pada perjanjian hukum 

Islam dan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Perspektif KHES, penulis 

tidak melihat suatu rumusan spesifik berkaitan dengan asas keadilan, yang ada 

ialah asas kesetaraan (taswiyah) pada pasal 21 KHES yang berarti yaitu para 

pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan setara dan mempunyai hak dan 

kewajiban yang seimbang, sedangkan dalam fikih perjanjian hukum Islam, 

bahwa asas keadilan dan asas keseimbangan terpisah. Asas keadilan (mabda' 

al-adl), adalah asas yang penting dalam akad, yang menegaskan pentingnya 

kedua pihak untuk tidak saling merugikan dan asas keseimbangan (rnabda ' at- 

tawazun al-mu'awadhah), hukurn perjanjian Islam menekankan perlunya 

keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang 

diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Penulis melihat para 

pakar memang berdebat seputar kedua asas tersebut seperti adanya tarik 

menarik, walaupun keduanya erat kaitannya satu sama lain dalam sebuah asas 

dalam berkontrak. 

Substansi dari asas keadilan dan asas keseimbangan pada hukurn 

Islam erat kaitannya dengan keadilan dalam Islam yaitu yaitu keadilan 

merupakan upaya mewujudkan suatu tin* menempatkan segala sesuatu 

pada tempat yang semestinya, secara seimbang dan persamaan non 

diskriminasi dalam pemberian hak serta kewajiban berdasarkan kelayakan 

dengan menjauhi aspek-aspek kezaliman dan tidak dizalimi. Pembebanan 

aspek jaminan dalam musyarakah dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang 

dikatakan menempatkan segala sesuatu yang semestinya, pihak nasabah 



cenderung di posisikan tidak seimbang karena segala sesuatunya masih 

menitikberatkan profit bank saja, dalam ekonomi Islam hams kembali 

ditekankan bahwa dalam nilai-nilai bank syariah tidak hanya berorientasi profit 

sepihak melainkan muatan sharing, penyebabnya ialah dalam klausla jaminan 

pasal 10 akad BTN syariah cabang Malang, musyarakah masih sangat jelas 

bahwa peran nasabah dalam pembebanan kewajiban pemenuhan kewajiban 

dalam konteks jaminan didominasi sepihak oleh bank, tanpa adanya semacam 

reward yang diberikan pihak bank bilamana nasabah dapat memenuhi 

prestasinya. Terlebih pada ayat 3 yang mengindikasikan jaminan yang 

bermuatan hak previlige, walaupun dalam klausula tidak dirinci dalam bentuk 

apa dan jamianan apa. Kita dapat mengetahuinya terpencar misalkan dalam hak 

tanggungan yang ada pada prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah dalam 

ha1 konstruksi sebagaimana pembiayaan konstruksi ini lebih sering digunakan 

oleh pihak bank BTN syariah kota Malang. 

Kita juga melihat ketidakseimbangan tersebut dari beberapa aspek 

seperti p a d  15 &ad rnusyarahh, dirnana pihak nasabah dibebankan untuk 

melakukan asuransi terhadap barang yang menjadi jaminan dan menunjuk 

pihak bank sebagai pihak yang berhak menerirna pembayaran klairn asuransi 

tersebut. Semua klausula tersebut telah dalam bentuk klausula baku yang tidak 

dapat ditawar lagi, berbeda halnya dengan klausula-klausula seperti 

kesepakatan permodalan para pihak atau jangka waktu yang kesemuanya dapat 

disepakati besarannya serta tenggangnya ketika akan berakad berbeda ha1 

dalam konteks jaminan. 



Seperti kita tahu, kafalah di negara kita terintegrasi di dalamnya 

dengan ketentuan jaminan keperdataan, dimana muatan dari jaminan 

keperdataan belum menampilkan posisi adil yang sempurna. Sebenarnya 

klausula-klausula pada akad tersebut tidak hanya permasalahan jamianan saja 

akan tetapi seperti hal-ha1 jika bersengketa atau biaya-biaya administrasi serta 

notaris dibebankan kepada nasabah. Asumsi penulis walaupun dalam 

perjanjian nanti disepakati besaran pembagian keuntungan akan seimbang, 

tetapi jatuh realisasinya tetap besar keuntungan yang diperoleh bank, 

disebabkan pihak nasabah membayar setiap biaya administrasi lain-lain tanpa 

adanya pembagian lagi kecuali dalam kerugian yang mana pihak bank ikut 

menaggungnya. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada bagian ini dipaparkan kesimpulan hasil penelitian dan saran- 

saran. Kesimpulan dan saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis dari permasalahan yang dibahas pada bab empat (4). Setelah penulis 

menganalisi dan melakukan penelitian terkait dengan Kedudukan Jaminan 

dalam Musyarakah pada Bank Tabungan Syariah Cabang Malang, kesimpulan 

yang didapat adalah: 

1.  Musyarakah dalam teknis perbankan telah mengalami suatu perubahan 

yang cukup luas, perubahan tersebut tidak dalam bentuk sesuatu yang 

baru, perubahan tersebut mengarah pada perkembangan termasuk tipologi 

akad dalam musyarakah. Syirkah dalam fikih klasik tidak mendikotomikan 

pengertian dalam arti aktifitas maupun segi bentuk usaha. Kata 

'menjalankan' pada salah satu unsur yang ada di definisi pembiayaan 

musyarakah bank BTN syariah kota malang erat kaitannya dengan bentuk 

pembiayaan tersebut, dimana hngsi nasabah tidak hanya sebagai salah 

satu syarik tetapi berposisi sebagai mudharib juga, memiliki unsur-unsur 

dari beberapa jenis syirkah uqud yang ada seperti syirkah 'inan, syirkah 

mufawadhah, dan syirkah mudharabah. Setiap ada perselisihan pihak bank 

BTN syariah kota Malang dalam akad musyarakah BTN syariah cabang 

Malang diselesaikan di BAMUI, sedangkan ketentuan berlaku saat ini 

badan arbitrase adalah BASYARNAS. 



2. Adanya jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada setiap teknis 

perbankan. 

3. Pada prakteknya, jaminan selalu digunakan dalam pembiayaan 

musyarakah pada perbankan syariah termasuk pada bank BTN syariah 

cabang Malang dan seakan-akan di posisikan wajib, dari persepektif al- 

ahkam al-khamsah terhadap fatwa DSN No:8/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan Musyarakah berkaitan dengan jaminan, di dalam klasulanya 

di posisikan sebagai mubah (dibolehkan) tetapi bukan wajib, karena 

keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. 

4. Tidak hanya di bank BTN syariah kota Malang, penggunaan jaminan pada 

pembiayaan musyarakah ada pada bank Mandiri syariah cabang 

Yogyakarta dalam bentuk garansi bank. 

5. Kedudukan jaminan pada pembiayaan musyarakah pada bank BTN 

syariah kota Malang berfungsi sebagai jaminan dimana jaminan diperlukan 

untuk menghindari adanya resiko-resiko yang merugikan bank serta juga 

untuk melihat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya 

kembali atas kepercayaan yang diberikan bank. 

6 .  Perspektif fikih muamalat terdahulu aspek jaminan tidak diperbolehkan 

oleh seluruh empat mahzab fikih karena keduanya saling bersyirkah dan 

bukan kontrak jual beli dan mitra dalam musyarakah adalah orang yang 

dipercaya, menurut Sarkhsi bahkan akad tersebut dapat batal. 

7. Pembebanan aspek jaminan dalam musyarakah dalam pelaksanaannya 

masih jauh dari yang dikatakan menempatkan segala sesuatu yang 



semestinya (keadilan dalam hukum Islam), pihak nasabah cenderung di 

posisikan tidak seimbang karena segala sesuatunya masih menitikberatkan 

profit bank saja, dalam ekonomi Islam harus kembali ditekankan bahwa 

dalain nilai-nilai bank syariah tidak hanya berorientasi profit sepihak 

melainkan inuatan sharing. 

8. Kewajiban beban administrasi, notaris sedikit banyak pembayaran 

administrasi tidak diikuti itikad bank kecuali dalam ha1 kerugian semua 

dibebankan kepada nasabah. 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang penulis sarankan dalarn beberapa point 

yang menurut penulis cukup penting agar kedepan industri perbankan syariah 

lebih dan lebih mendapatkan perhatian masyarakat luas yaitu: 

1. Menegaskan bentuk musyarakah yang digunakkan dalam pembiayaan 

musyarakah, karena bukan tidak mungkin dalam jangka waktu yang lama 

akan menjerumus pada pola yang tidak jelas (gaharar). 

2. Menggagas semacam reward (dalam arti penghargaan timbal balik) 

kepada nasabah, bagi nasabah yang dapat memenuhi prestasinya dengan 

tepat waktu sebagai penyeimbang dari ketentuan-ketentuan yang 

didominasi pihak bank. 

3. Membagi pembebanan berkaitan dengan biaya-biaya adminsitrasi antara 

bank dan nasabah jika perlu kemudian besarnya di sepakati bersama 

sebagaimana dalam ha1 modal dan kerugian. 



4. Merumuskan lebih rinci dan adil substansi kedudukan jaminan yang 

memperhatikan kepentingan dan perspektif kedua belah pihak (nasabah 

dan bank). 

5. Memaksimalkan keadilan dalam perspektif hukuin Islam dengan 

menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan tidak saling menzalimi. 
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=. . -. . .-..-..-----.-.--.-.-.-.: -z..-...: ~ .- .. - .- . ..--..--..--2 ~-. P 

Yogyakar ta ,  1 3  N o v e m b e r  2 0 1 0  

Y a n g  M e n g a j u k a r ~  

Rayno D w i  Adityo 

M e n g e t a h u i  
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SURAT KEPUTU'SAN ECETUA PROGRAM PASCASARJANA 
FAKULTAS HUKUM 

UNWEHSITAS ISLAM INDONESIA 
Nomor: 81/SK-Ket/Ket /Bim.Tesis /MH/XI /2010  

Ter, tang 
PCNGANGKATAN FEMBIMBING TESIS 

DRS. AGUS TRIYANTA, M.A., M.H., PH.D SEBAGAI PEMBIMBING 
ATAS NAMA RAYNO DWI ADSTYO MA.HASISWA 1 0 9  1 2 5 5 5  

Kctcla Program Pascasarjana F;~kul tas  Hukum Univcrsitas Islam Indonesia, 

MLTNIMBANG : 1 .  Bahwa dalam periulisan 'I'esis tli[~cr-lu l<an Pcmbirnbing l'esis bagi mahasiswa 
agar  sest1;:i dengan kaidah penillisan tesis yang baili clan benar. 

2 .  Uahwa ilntulc inaksud tersebut pcrlcl ditetaplcan cleligan sua tu  Sura t  Keputusan 
Ketua PI-ozram Pascasaljana Fal<ultas I-lul<c~m Ll11. 

MENGINGAT : 1 .  S1<. Dii-jen Dikti Depdiknas Rl Nomor : 304/D11<T1/I<ep/1994 mengenai 
pcndirian Program Magister (S2) Illnu Hukurn UII. 

2.  Kaidah Dasar Badan Wakar U11 - 3 .  Sta tu ta  UII Pasal 12 (ayat 1). 

4 .  SIC. l3adari Wakal No. 191 1 i195 tclntsng Pembcn t [ .~  1<;11i PI-ogram Pascasarjana UII. 
5. Pcratiiran Pengurus I-larian Badiln Wal<ar U11 No. 1 'l'h. 1997, tentang Ketentuan 

Pokok Orga,iisasi Program Pascasar-jana UI1. 
G. SI< licltlor UII ho .  447/SI<-Rck/ I )OSl lM/V/2010,  (entang Pengangkatan Ketua 

1'1-ogrnm I'ascasarjana Fakultas lli1ki1111 U11. 
7. SI<. I<ol~ertis.  No. 312O/I)/'l'/1<-V/2010, t.cIlrang Pcr-panjangan Ijin 

I'e~iyclcnggara,ln IJrograrn Stutli Program Magistcr ~ I I I ~ L I  I-Ic~l<c~m UII. 

MEMUTUSKAN 

MENETA131V\N : 1 .  Mengnng1:at DRS. AGUS TRIYANTA, M.A., M.H., PH.D scbagai Pembimbing 
T e s i s  a t a s  niinla RAYNO DWI ADITYO Nomor Maliasis\ila 1 0 9 1 2 5 5 5  

2. I'embimbing 'l'esis dalam melalcsaiial<a~i tugasnya diberil<an lionorarium sesuai  
dengan peraturan yang berlaku. 

3 .  Segala sesuatu akan  ditinjau lce~nbali jika tel-iiyata cli kemudian hari  terdapat . . kekeliruan dalam nenetapannya. . . 
4.  Sura t  Keputusan ini disarnpaikan kepada masing-masing yang bersangkutan 

untuk  dilaksanakan sebagaimana mestiriya. 

Ditetapkan di : Yogyakarta 
Pada t a n ~ q a l  : 13 November 2 m  - 

a, S.H., M.Hum. 

Terrtbuscrr.: 
1. Arsip 
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emaii: sekretariat@s2hukum.uii.ac.id & s3-hk@uii.ac.id 

Nomor : 255/Ket/90/PPs-FH/MH/X/20 1 1 
Hal : Ijin Penelitian 

Kepada Yth. 
Ibu Pimpinan BTN Syariah 
J1. Ade Irma Suryani No. 2-4 Malang 
di 

Malang 

Assalamu'aEaikum wr, wb. 
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan ini 
menerangkan bahwa; 

Nama Mhs. : Rayno Dwi Adityo 
NPM : 10912555 
BKU : Hukum Ekonomi Islam 

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang 
sedang menyusun tesis, dengan judul "Kedudukan Jaminan Dalam Akad 
Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah". 

Sehubungan dengan itu, kami mohon kepada BapakIIbu agar mahasiswa 
tersebut diperkenankan melakukan penelitianlriset untuk memperoleh data 
yang diperlukan. Adapun hasil penelitian tersebut semata-mata bersifat dan 
bertujuan keilmuan sebagai pendukung dalam penulisan tesis. 

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang 
berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Y-ogyakarta, 28 Oktober 201 1 



PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
Kantor Cabang Syariah Malang 
JI. Ade Irma Suryani No. 2 - 4 Malang 6511 9 
Telp. 0341.335620,335621, 
Fax. 0341.335622 

No. :lo~lSIKCS-MlglX112011 Malang, 04 November 201 1 
Lamp. : - 

Kepada Yth. 
Direktur Program Pascasarjana llmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 
Dl Tempat 

Perihal : Jawaban Permohonan liin Penelitian 

Assalaamualaikum wr. wb. 

Nama :Rayno Dwi Adityo 

NIM : 10912555 

Asal PT : Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

BKU : Hukum Ekonomi Islam 

Menerangkan bahwa, tersebut telah mengadakan penelitian di tempat kami guna 

memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun tesis yang berjudul: Kedudukan 

Jarninan Dalarn Akad Produk Pernbiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah. Penelitian 

tersebut dilakukan di BTN Syariah Cabang Kota Malang J1. Ade I rma Suryani No. 2-4 

Malang Jawa Timur, pada hari jumat pukul 16:49 WIB, tertanggal04 November 20 1 1. 

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa yang mengadakan 

penelitian tersebut telah selesai mengadakan penelitian di tempat kami, semoga data dapat 

dipergunakan untuk menunjang penulisan tesis yang bersangkutan. 

Wabillahi taufiq wal hidayah 
Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Gamaria I 

Branch Manqer Syahri Hamidi 
DBM. Supporting 

NO. NPWP : 01.001.609.5-651.002 
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31. Cik Di T i  No. I Yogyakarb 5Fi223 TapJFax. (0274) 520661 

- - 
Yang - h l a ~ d a  tangan & bawah mr. 

~ a m a  : Tih '  Wika ~ u v k h .  . 

TTL d ,  26 ML; (9QI 

P&ajaan : w~bsl*j -6 
Alamat :: Ze- I ( e r * b  I*h (v/7A M% . 

Telp : 0 8 t 9 r u ~  , 

Memrmgkan bahwa Rayno Dwi Mahasiswa Progrrsm Pascasarjana Ilmu 

memperoleh datadata yaag diperhdcm unWk menyusun tesis yang bmjudul: K- 
Janrm Dalanr Ahad Pr& P m b e  Miaprakah Pada Bank S~idi. PeneIitian 

di~or~an &.&~GX+!.S*...F.%..M~ hari 

&.?Q+. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

Demikian surat ini dibuat, sebagai wujud tan- jamb sumber data yang didqat 

clan digudm &lam penulisan tesis hi. 
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1. Defhrisi 

a F'iqili 

Mwarakah (Syirkah) - m P =  mtuk hj- p e m w  
ke- 

Musyarakah juga b d  "akad antara orang-orang yang berserikat dalam bal modal 
dankemtmgan" (Fiqih Sunnah jilid 13 hal.174-Sayyid SabiQ). 

Kerjasama di atas bisa beru~#~ modal clan jasa. Sebagai pelaksanal pengelola usaha 
hleh baasal dari salah sat. anggota penyerta daniatau pihalr lain (di lpar anggota 
peIkongsiandaudisepetkati beIsama). 

b. Jenis Kerjasama 
Menurut ulama fiqib, bentuk kejasama (syirkah) terbgi dalam bebempa golongam 

1) !3yiddAl-Imrn 
Adalah kontrak antara dm orang atau lebih. Setiap pibak membeiikan suatu 
porsi dari keselundm dana dan W p a s i  ddam kerja Kedua pihak behagi 
aalsm kemtmyp dau kerugiam se- yaog disepakati di antara mereka 
tetagi tidak d i t g m i b u  sum, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil (ha1 
ini harus disepdd di antam rnw Jenis ini dibolehlcan oleh semua &ma 

2) SyirkahAlMufhmdha 
Adalah kantrak mtara dua orang atau lebih. Setiap p&ak membedcau suatu 
porsi dari keseluruhan dana clan V p a s i  dalam kerja Kedua pihak 
membagi kemtmgan dan kerugian secara sama. Syarat dari jenis Musyarakah 
ini addah dana yang dl- kerja, tanggmg jawab, dau beban hutaug dibagi 
secara sma oleh pihak-pihak yang hparhipasi Mazhab dan Maliki 
membol- MssyPalish jenis hi tetapi memberikan ban* &-- 
-ya 

3) Syirkah A1 'Alxlao/Al A'maal 
Adalah kmd& amtam dua arang yang sepakat untuk menerima pekerjaan secara 
bersams dm berbgi kmtungan dari pelcerjaan tersebut Musyarakah jenis ini 
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diperbolebkan oleh MazZlab Hanafi, Maliki dan HamW. M u s y a  ini 
diangarnr sah baik jika pihak-phk yang beqmhipasi memiliki profesi yang 
samaatausebaliknya 

4) Syirkah a1 Wujuh 
Adalah kontrak antara dua orang atan lebih yang memiliki replJtasi dan prestise 
baik dan ahli dalam bisnis. Pihak-pib& yang berkontrak membeli barang secara 
kredit dari perusahaan, kqantmg kepada repuEasi mereka dan menjual barang 
itusecaratunai Merekaberbagidalam~danketugiaaberdasadcan 

j ~ k e p a d a p e a y u p l a i y a a % ~  
. . oleh tiap mitra Musyarakah jenis ini 

tidak memed&n modal, sebab didasarkan pda kredit yang didulsung oleh 
jaminan_ sehbggaMusyarakahini seringdisebut"Musymhhpbg". 
Musyarakah Wujuh di'bolehkm oleh Mazhab Hanafi dan Hambali. 

5 )  Syirkah a1 M- 
Adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang mempunyai 
keahlian dagang dimana kemhmgan perdagangan dari modal itu d i i  bemama, 

c. TeknisPerbadum 

Musyatakah biasanya diaplikashu lmtuk pembiayam pmyek dimana msabah dan 
bank sama-sama menyedialcan dana udtuk mmbkyai pmyek tersebut. Modal yang 
disetor bisa berup uang, barang m g a n  (trading asset), proper@, equipment, 
atau imkmgibZe asset (seperti hak paten dan goodviZI) clan barang-bg W y a  

yang dapat dinilai dengm mug. Semm madal dicampu mtuk dijsdilran modal 
proyek Musyarakah dan dikelola bersma-sama Setiap pemilik madal berhak turut 
serta dalam menentukau kebijakan usaha yang dijalaukau oleh pelaksma proyek. 

- -- 

/' 
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2. Aspeksyaru 

a. AlQUr'anlIanHdits 

1) Musyarakah 

Musyarakah adalah kerjasama yaag riilalculrwr dua onmg atau lebih wtuk 
mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntuogan. 

" ......... dan sesungguhnya RebmyaAan &ui orang-or- pqg bersyarrarrkat itu 

sebrrgian mereka berbuat zhalim k q d z  sebagimr lain b d i  orang 
yang beriman dan mengeiakm d shaleh ....... " (QS. S M  : 24). 

Dalam hadits qudsi yaag diriwayatkan oleh Abu Hurairab, Rimlullah SAW 
b e r b k  u ~ A U o h A z z a w u J a U a ~  "Upihakketigudwi 
ha wcmgycmg bersyarikat selama saluh satunya thhk mengKttiamati temamya 
Apabila saluh satu telah berkhmt  ter- &marqq & Aku R e l w  dari 
permka&n tersebuf' (HR. Abu Darad dan Hakim). "-- w a g - o ~ a g  pmg mengelolu AIM dengun tkkd h, 
maka bagi mereka api nerhpadb hari kiamaP. 

(HR -1. 

2) Musyawarah danKesqhtm 

K e s p h t a n  kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan 
dalam rnenenhhm keputusan dm urusaa. Dua belah pihak 
masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama-sama 
menjaga amanah dana 

"Hai orang-orangyang berimanpemrhilah qd-ry(ad itu... " (QS. A1 Maidah : 

5)- 

"Sesunggahya jay3 ilv mi dWnta p e r t a n g p & ~ ~ a b m . - . ~ . "  (($3. 
Isra : 34). 

"Rahmat Allah SWT terc1pahkun atas ha pihak yang sedang b e w a  sama 
s e J 4 ~ ~ a  ~~erelkrr W ~ ~ e l a h k z m  peughbtatan mandala berkmat & 
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bimisnya dm tercela dmr keberkuhanpm dm s i m  & m a ? ' .  (HR. A h  
Dad, - dan A1 Hakam)- 

3) Jaaainan 

Jaminan diperlukan untuk rn- adanya risiko1risiko yang merugikan 
Bank seala juga rrntuk mew kemamplaaa mkabh dalam ruemenuhi 
kewajihumya kemM atas'kejmayaan yang d i m  Bank. 

" J i i  h &am prjaihan (dan immwmiah tit@ secara tunai?, ssedang 
- Kamu tiaM memperoleh seorang PemJis, m a h  hehendaRlah a& barrmg 

f a n s g ~ g a n  pig dipegmtg oleh ymg bpintmtg. ARan fetq'jika sekgkm 
kam mempercqzi sebagian yang lain, maka hemWM yang &perma itu 

- m r u m a t n ) r @ - q P & , d a n - ~ ~ a ~ A u  
T- ...... ". (QS. Al Baqarah : 283) 

4) Dokumentasi 
Dokumentasi srlalah kegizdm-kegiatan dalam penpnpulan, pemihm, 

p e n g o b  p=k== pen- infb- atas hu" 
pembiayaan aotsra bank dengan n a d &  ke dadam bentuk be&addohmen 
dimana do- pembizqmm (sew hasif do-) didipergunakan sehgai 
sumberdata/j~danbuktiatashubunganpembiayaan~nasabab 

dengan- 

" H '  orangeanggymtg ben'mrm: @ila Ramu bemmmaM ti& secma hmm' 

tacruR jangka wakiu ymtg ditentuh maka hen&&& h mediskanqya 
Dmr hendzkkh seorangpenulis di arttara Rmnu m e d i s h  h g a n  berm. Dmr 
jarrganiah pntdis ittr enggan d- twbgai- Ail& tdah 
mengajiurkmmyo, maka hendaRIah ia d i s ,  dan dan orang yang 

&?.rmg ihr -eAan (ips ytmg a l b  dita& ilu) %a 
/ 

jmtgadkh &a mengurangrangr sedikitptm j d  hutargqya. SrRa Yang berhutang 
i t u l e n r a h ~ q w a t a u l e m a h ~ ) a t a u d i a s e n d i n ' t i d a k ~  
mengiml* maka hemWM wal- mengimlakh *an j Jw ........ *. 
(QS. Al Bq& 282). 
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5)  Saksi 

P e z d s h  merupdm alat bukti bagi hakim mldc memutuskan perkara. Saksi 
barus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bulrrm bisu), dan 
tidak cacat hukum. 
66 .......... DanpersaAs iU  &ngan tibia orang s&i dhri oramg-orang l e W  di 
antara hum Dan j i b  lidok a& dua orang lei%& maRa (boleh) seorang lelaki 
&n dua orang perempunt dhri s&i-saksi ymtg kamu ridha& stqmp j i h  
seorang l u p  maRa seormg lagi mengingutkmqm J a n g d  & i - h i  itu 

enggan memberikm Aeterangan @ila dQxmggil; &n j a n g d d  kmm j'emti 
d i s  hut- itu, baik Kecilmm~ptm be-, sampi bam w a h  membaymnya 
Yang demikian itu, lebih adil dWsi Allah &n lebih menguadkmr persaksian &m 

lebih &kat Repadb tidak rnertimbJAon k e r a m  (tulislah mu'amalah itu) 

k d i  jika mu'amalah ifu p e r & ,  tMai yang kmmt jalmtAon di antara 
~ m a r r r i c l r a k ~ d o s a ~ A m n t c ;  ~ i i k r r ) ~ t i r l a i k d i s ~  Dm 
p e r s o h i m  @ila kamu berjual beli; &n j a n g d  pdis &n saRsi itu 

SCaiRtg mev i r rd i t .  J i '  h m e l a  kal yang h i *  itu, AlaRa - 
s ~ a h a l i r u I l A n l n k ~ ~ q t ~ ~ ~ p r r d r r c i i r i m u .  Drmbertaqwalah 
hpu& AUah Allah mengajmmtl &n AUah M d u  M-tahad segala semrdu". 
(QS. Al Baqarah: 282). 

6) Ww=-i 

Wangrestasi diiakukan biia nasabah melalrukan cidera janji, yaitu tidak 
menepati kewajibannya td&p bank dalam suatu perj@an. Hukum Islam 
mewajibkan seserrrang untuk m- dam mematuhi setiap pejanjian dan 
 anah ah yang d i m *  k-ya 

"Hd oranpangyang berimm, j a n g d  kamu menghianati Allah dm ___ 

juga j a n g d  nrnghiarm ~~ ymtg -& 
kepadannr, s e h g  krnmr mengetahui ". 
(QS. Al Anti& 27). 
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7) WakiVagen 

Wakil atau agen adahh seseorang atau badam yang diberi kuasa atau yaug 

ditunjuk mewakili atau bertindak atas nama bank dan mempmyai hubungan 
tetap dengan yang diwakiliuya. 
4* ........... m a h  stauhlah salah seorang di antara kumu pergi Ke kota dengan 
d a w a  tumgperakmr ini, dmr he* ia melihat mmtakah makunan yang 
lebih baik dmr hemhkhh dia berlaku l e d  lembut dmr janganlah seAoli-KcJi 
meneeritakan hdmu kepa& seseorangprm " (QS. AL M: 19). 
dd .......... dm jiku kmnu khvatir ada persengketaan mtfara kduznya maku 
. . kzmhdah  seorang juru damm' (khndwakil) & Keltmga l&-laki &an 

seorang juru damm' dan' Keluarga per-". (QS. An Ni': 35) 

Ix lMm&m JtasuhdM SAW nelah ntengtdrts A s s d  unluk lmgumlpsdAmr 
&, dm Uiwah bin Umqyah unit& menjadi wali rJblmn p e m i h  beliatr 
S A W d e n g m t U , ~ b a h b i r r t i A b i ~  s e r t a A b u ~ i ~ ~ ~ ~  
pemikhm MaimuMh binti H d  dm HolRint bin H@am diRala membeli temak 
qwban. (IIR. Bukhari Muslim). 

b. R u k ~ d a n  Syarat 

1) Rub;un 

a) Pemilik modal (shahiibul mad) 

b) hiodal (maall 
c) myek/usaha 
d) Pelaksana proyek (musyarik) 

e) Gab Qabul 
- - 

/ 

2) syara 
a) Jenis usaha yang dil- harus jelas dan tidak melanggar syariah. 
b) Modal dibelikan berbentuk uaog amai atau asset p g  likuid (dapat 

dicairkan) dan mempmyai nilai ekommis (economic value). 
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c) Perserikatan ini metvpakan transaksi yang dapat diwakilltan. Artiuyz .calah 
satu pihak jlka bathdak hukum terhrtdap obyek perserikatan itu dengan ijin 
pihaklain,dhmggapsebagaiwakilpihakyangbetserikcd. 

d) Pembagian hasii untuk masing-masing phk yang berserikat dijeleskan 
ketika berlangsung akad. 

e) Haid aAalah pendapadan yaog diperoleh dari harts p m r h h n ,  bukan dari 
harta lain. 

3. sk& Pembiaymn M u s y d  

MODAL &S&IZLS 

PROYEK / USAHA 

PENDAPATAN 

1 
BAG1 HASIL 

sesuai porsi kontriiusi 
modal - 
(d*) 

- 
- - 

h /' 

Keteraagnn: 
o Bank clan msabah sew penyedia dana sesuai dengau kemampuannp 
o Pembagian hasil pmyek didadmu pada revedprorofit sharing. 
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4. AspekTeknip 

a. ImplemenQsi 

1) TujuanPenggunaan 
Pembiaymdpenyediaan modal kerja: 
a) Jenis usaha pesaraan (order) 
b) Jenis usaha waralaba 
c) Jenis usaha dengan pola kemitraan 
d) Jenis usaha 
e) Menyediakm dam untuk pyewaktivitas elrspor-impor. 

2) Akad Perjanjian 
a) J ~ ~ ~ ~ d i p e r l u k a n d s n s b a r i a g ~ - ~ p i b a k -  
b) Tujuanpenggunaanmodal. 
c) Posisi bagi had (nisbah). 
d) JmgkawaktupemskaianmodaL 
e) Jaminan yaug diserabkan. 

3) ModaVHarta 
a) BeTupa uang atau h t a  benda lain yang bisa dinilai dengau uang, seperti emas, 

perak. 
b) 3isa benr1#1 barang P f = b w P  (-e -et), P?wm - 

intangible right (seperti hak paten). 

cl SemwmdMdi-danWradiMet#y&&daaWmililr 
pemeoranganpemilikmodal. Pencampuranmodaltersebutdanbentukusaha 
yang akan dijalankan harus tertuZis nolariil. 

4) Pekerjaan dan Biaya 
a) Pengurus proyek boleh berasal dari pemilik modal sendiri atau beberryraarang- 

di lw mereka (bukan pemilik modal) asalkan para pequfik -but 
mendapatijinresmidariselunrh pemilikmodal. 

b) Bhya aktual dari usaldpyek yang a b  dilakukan dan lama pmyek tersebut 
harus dikeEahui bersama. 
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c) Bank berbk meldnikan jmgmmm t a h d q  #erjaan namun ti& be&& 

mencampurl nrusan peketjaaduda musyarik k e c d  d .  dalam akad 
x l k q d & i ~ ~ m e m i t i k i ~ t l m I - s e r t a ~ ~ ~ m e n e n t n k a n  
kebijakan usaha msdmh Penye& dam (bank) tidak boleh rnmnbatasi 
- w e - k - M & k z a r  

perjmjiaa (usaha y i q  telah d k p d d )  adau yang dari aman 

syariah, 
d) Pm pmmm myek km m e b *  pmkrn- mhnm I r d  

. pemilik modal (sampai sejauh mana v t a s e  progress proyek tersebut 

-?- 
e) Apabila dalam pengeijaan suatu p y e k  (yang diiiayai oleh Bank) tidak 

s e 1 d  bagian pebjaan dapat diselesa:t~~ slch zzwbah, maka dalm ha1 : 

(1) Dimungkinkan unh&  me^^ E!?? Ce~+"hn_r ztzs y.ngajmn suatu 
proyek, rnaka atas tindakan -but nasabah hams mempem1eh 
persetujuan baik dari Bank maupun hoe. Beztii p.cti;.wri 
tersebut dapat berupa dengan turut seatti m e m , r i &  prjanjian sub 
k o n w ~ r  ? + t z ~   FEE:-& -?--=gz -.--- s%-zl :~c$ga yang di-jd mt& 
mengeakan proye, &,&m2J.r,. EAMC--- &->-l--, ----Z--1--, ,.t 

. z r&u c- -'iURUY yILuL..yI.puu pIIJak 
ketiga mw mb%e"L;jg--z ss$z =%=-lr , tmwnhx* -- - -  - 8-,-&lrPn. ---. . Q -  mi 
m g p & a y r ; & s  ztns h&! &?," g-=1-:-=$~->2 A:~~;&-d k h p  pa& 
nasabah, mga d11- p=;& y c g  AAg* FGI> 

kontraktor tidak sesuai denp  q x ~ , f i k ~  j w g  telah ditentukan atau 
pekerrjm tiW c!~?! ?zQt yttilnye, tang- j@wb atas 

&11 pekejaan ~btt ?@= & r---- -A- 

(2) Tidak dimun- untuk mensub-kan pekerjaan png -. akan dibiayai 
Bank, oleh kswp itu nasabah dilarang untuk menunjuk pihak ketiga 
Lainnya untuk mengerjakan p y e k  yaug d i i i  Bank. - .  . ..- 

f )  Adanya penmjukan pihak ketiga didasdm Mil naqIi, Swat Ai%hfi ayat 

19: " MaRa sunrhlah seormg di cntma kamu pergi ke hta  dengun membawa 
uangpetakmu ini." 

g) Jaagka - Pekerjaan PY& sefllai d- kesepakatan. 
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5)  B a g i H a s i l d a n w  
a) P e d a g h  bad dbkwmbu sesuai ddmb yang telah d h e p k d  
b) B a h k t i d a k d i ~ ~ ~ ~ ~ b a g i h e s i l ~  
m dari psra PibalE yang @rliw - kejasrmra 
p d m n g s h d a n a d e r s e b u t t e a m s u k ~ t e j r a c l i p e r u b a h a n k ~ .  
m o d d , t i d e t r ~ ~ ~ ~ p o r s ; i a i s b a h ,  

c) J i i  ada kieaugian henAaMah diCanggnng benama oleh para pemilik modal 
m m p O l S i a - ~  

d) Jika salah satu pemilik modal M m c  daci Mnm;;anl;nntnr janji atau 

w d i r i m s k a  pang-disepal;8ti-p 
tidak bogsung sectrra otonra;tis putus, kecuali pemilik modat fersebtrt m e n d  

e) Pembagbnhasilbarusdiikepsdalmnkdanmusyarik,daindariitu 
tidak berbak meawhmya 

f) Bzmktidakakanmeaerhnahas i lb i latexjadikegagab~~yang 
bukan dtilalrulcen oleh rnusydc. 

8)  Bila wadi kcgagah usaha dm menyebbkau kerugb disebabfcan oleh 
k e ] a l a j a n m u s y a r i k , m a k a k e r u g i r r n t m s e b u t ~ d h m g g m g ~  

( ~ P i - w 3  -1. 

a Dokmnaktasi 
1) Surat Persehljuan Prinsip (Q@kingLetter). 
2) AkdPenlbiaya2m 
3) B u k t i p e n d l i l a m d a n ~ j ~  
4) Smat Permohonan Realisasi P e m b i i  
5) Tanda Terima Uang oleh Nasabah. 

5. -A- - - -- 

,' 

a. Patdma 
1) Prwi?3i 
2) Biayaadamdm4 . . 
3) Biayame&aai 
4) Biayapmghhnjamimm 



IL PRODUK DAN PRINSIP PEMBIAYAAN 

No. lhkmem : PP.MLII.4 
Revisike : 0 
Tanggal= : 15-04-2004 
Halaman : lldari 11 



A .  PBMBIAYAAN MUSYARAUH 

No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(QS An-Nieaa': 105) 

\ 
H...Dan hendoktrdrkamumenru)rrstranperhmdimtommereka 

merrurut upa yang diturunkan AU& dun jmgma&h komu nlengtbfi 
hacw*mrrekll..." 

(QS Al-Maatdah: 49) 

"Dan sf?sUngguhnyR kdmyakmt dmi cmmpnulg ymsg beqlmt'kpt 
itu~naenlrabnbuotdzMfmIrpd~~brr*Irrin,laarPli4nmg 

y g ~ ~ b n d m t ~ P m a I s o l d r "  

(Q4 Shad: 24) 



d i a t r m h a l y m g d i u f i . i l u u r d l b n w a h M ~ ~  
Mud- WWlt  ................................. drvt dun 
k P m m y @  bmbWhn ? t ! t ! ? t o ~ ? r ? ~ ? t t t t o t r t t ? )  .................................. berIindak unbk den atas nema 
e e r t a m e w a W I i 0 a n k ~ b e r a f a a a t d i  

................................................................... Unbujc 
selanJutnya disebut : PMAK FBRTAMA, atau dkbut ju$~ 
BANK 

Bank den Nambah telah basepalrat d m  dengan M 
nwngikab diri eatu Bemadorp yang lain untuk nmjahkm 
------yw-- 
N w ~ ~ ~ S t r r ~ y e s n s m ~ y 1 1 d k h p n t d a r i ! 3 w & d m  
N a ~ b a h  sebagai pcnyataan, den xMko untung dan 
a k a n d i p i k u l b e n r a m e s e a u a i i i e n g a n ~ y e n g ~ d e h  
keduebeirdrpihalc, 

Shjutnya Wua belah pbk  sepakat untuk d- 
p- Musyaralrah Ieelatrjutrrys - "pebwo 
sebagaibelikut: 

adalah Hukum Islam yang benumber deri Al Qmm den 
\: 

MusyaralsahaQIahpe+jh k-antara-yq 
alum menydekan modal, dan Nabah yang aka- 
m e n j a w  usahanya - yang - 
N 8 8 1 1 b a h k e p e d e d a n ~ j u i & U n l a s d a a e r  
pembebenan-~~w~- 
s e e u a f p e n y e r t e P n ~ ~ ~ m = h 3 - ~  
yang dkpht i  benrune d a b  pesjmjh ini. 

ad& bartuk maha atau jnoyek yang 
dehBankdenNasabah. 

S. ~ b a h ~ ~ W  

aQhh ratio p e r b d h p  pembegian atau l m u n t q p  
dan risiko usaha/proyek dl errtara Nasabah d@qpn Bank 
y a n g d i w a p l c e n ~ ~ i n i .  



adalah behnmgnya haaa di datam nmjakhn 
-/proyefa yank! -lQm mode 
lertentu yaitu jumhh harta Ahh periode hbih kedl dari 
judahhartepedaawalperdoda 

9. WsriKerjaBnnk" 

adelahHui~BsnkIndomda. 

I 0  v e n d e e "  

add& d w u h  penerlmaan yang dipedeh dari hasil 
- ~ e n g w N - ~ - -  
m o Q l l s e c a r a p e t m g a n d d y a n g d t s e d f a t c e n ~ ~  
dan Na88bah seeuai dmgm P- W, 

11 %emm@m-ddw 

adalah penslapetan operahd  yang dipen,leh dari h i 1  
-Yane-N-udengsn- 
modal secera pabrngen dad yang disedieken OM Bank 

N - U  8- ~ W Y B  l=%-g Yang 
W h  \mautr ~~~ pendapatw temebut, 
belum tsnnspuls Mpya-biaya fidak lengsune yang di- 
Muarkan delem mendukung keglnten aperasional ueaha 
( o v a ) .  

1 2 O P ~ ~ "  

e--gsn-ieeaefah- *B-  
MayetldakhgslmgyangdikduarkanAAlam 
l=d- lregistan - umhfl (Overhead) 
~ u m I 4 m b a g i a n K o u n t r m g e n d e n p a ~  

E I ~ ~ ' '  

adalah pclabulnran a- - m Yang 
l n e n c a t a t s e l u n t h ~ ~ ~ M o d a l ,  
yangmenr~buktisahaiaepenyefmanmodalhelrden 
b-kewajlbenparamusy* 

14 

adatah pedapaian sebaghma dimelrsud dalam butir 8 
Paeal 1 Pe$mj&m hi dikurangi dengan biaya-biaya 
&umdipotDlrgpsjak 

- 85- 

adalah mesa berlakmya lb janjh  tni d chgan yang 
d i ~ ~  dalam Pad3  Perjanjh ini , I  

"Cidera Janji" adelah keadaan Gdak 
d n h g h  ateu duxuh ke-wajib~ Naaabah yahg 
memyebabkan Bank dapet 1narghentnFan eehvuh ateu 
eebahgian pembayanm atear b g a  be& iennemk 
biaya-biaya yang tebit, mta se-belum berawimya 
jpnSkpwaktuperismfianWmenogihdangpn~dPn 
~ f u m l e h k e ! w ~ N 8 8 8 b e h k e p a d a B a n k  

MODAL DAN PWIGGUNAAN 

BPnk&N~bahsepakafi&~iniselingm~n#ietken 
ditisetuterhadapyangfein,bahwaddyaiueaha 
yang pmnohmm~ya blah diajdm deh Nasabah 
Bank =ba- Yang -Pirl- pcbda -pa 
mt?njdseiukeeetuanyengtktatsaerpiseMtandari~t 
Perienptan hi, Bank dan Neaabah madng-mming akan 
-~se/rm\hhueng='=resipenyertsanm*~* 
8ank h bi,iiiiiiiiii(iiiiIiiii'iiiiii ( i i i i i l i i i i i i i 6 i i i f i 6 i i i i i ' I i I 6 i ) j  

dart Nasabah aebemr Rp. ..................... ............................ 
yang IldIlg-- dan berlunlt-kuut merupekPn ...... % 
(. .................. persen) dan .... % (.................. -1 dari 
d u n r h j u m l a h d y a n g d t b u t u h k a n u n t P l s ~  
ueaha ateu pro3els tereebut. 

P d 3  

JANGKA WAKTU KBEtjA SAMA USAHA 

Kerja smma usaha dalam bentuk musymkah anabra pihak ...... Bank dPn Np~pbrh berlaltpmq unhllc fPngkP *. ..................... ) b u f e n , ~ s e j a k t a n g g a l S u r a t ~  
hi ditandatangmi kedw belah pihalt den berakhir pada 
tang@ .................... 



Dengan Map ntemperhetikim dan meneabt Iretentuan- -- -Qne pembe- pe-- ynng 
Cuieiapkan oleh yang bemenang, Bmk beietrji d q p  W 
meng-ikatkm diri mtuk mengleinlaan Nawbah mrnarik 
Mode l se t e lahNasabahmemenuhieehvuh~amt~  
be!rhtr 

2 M e z p d d m  ke!pada Bank eeluruh dobunen Nmbah, 
b e r r n e s u b d a f i t M a l t ~ t 3 5 p a d a ~ ~  
jaminanyangberkettandenganperlarrjhnini. 

4; Terhadap seliap penarikan eebsgisn &tau dunah Mddj 
E J e  bwkwqbm menr-buat d9n -- 
Surat Tanda W P- U-a, clan menye& 
kanrryakcpada- 

3. BenttdtmNeeebaheeleZrumusyari lssecara~ 
l n i m g & u ~ ( l e s w b a i l t y ~ ~ d a E a m  
kerjmmm rtpu terhad~p esmt ping dibeli untuk kegi$gur 
usaha d u k  menghadkan keunbgan begi usaiLa yeng - 

4. Bank dtm Nasabah selaku mwyarik secsra bereamasems 
bematr untuk nuqpmMi bagimnya atas keuntunpn 
semai d-tF WY~ w 
(-1 yang ~~~ Pwi%n 

5. B a n k d a n N a s a b a h ~ m u s y a r i ) s ~ ~ - r 7 a l n a  
-8 jaweb i d d p  s$ufirh b e r u e  usahai 

Maerhadaphal-halyqditalntlran-aari 
keaentuan dan kebijaken yang tslah ditstaplran akm 
W d  seperti p e n y e ~ e n t m  @W -* 
+ s e l a h - u r u s ( ~ * ~ d a n ~  
=begpimana~qdinyetetrenda'-peeel13pejanfian 
inibaikyqdilakukanNasabehselala\mudhmnlb~ 
wngajnafau tidakdh&. 

1. N a M b a h d a n B e n l c 6 e p a k a t d a n ~ W ~ t i r a n  
diri mtn Wudttp yang lain, behwa Ntsbeh darf maadng- 
naesing plhak ada1al-t: 
6 ...... % (............... F) dafi - 

4%- beg! N-batU 

Naeabah dan Bank iaga sepakat den dengin ini ding 
mengikatkan diri d u  aertradap yang lain, bnhwa 

Pemaegian ktuntwt  -1 ~~ 
dilekutran pada tiaptiap ............ 



3. Bank bez#mji dm d e q p  ini m e a @ d m  did untuk turut 
m m u t n g g u n g M F w ~ ~ * -  
Pe3arrgtaninlprop~~denganeylhdcehBenlr,kecuaU I*w Bsuilr m.h ka'uw 

braebut tmjd karma W-jujuran, kehlabm dan/atuu 
-ycmsdflalmkenNa=M-- 
ketentuan yang diatur dalem Pasel 9, Paeel I0 dan/ateu 
P d  11 Pe- in€. 

4. tlenk baru akan metlgima dan rnen&ui @adinya 
kerugian tersebut, ape- Bank telah menerima dan 
~ ~ ~ ~ y a n g d i t r u a t d a n  
hh OM Nmabeh kpda Bm& den Banh Belah 
I n e n y ~ h e e f t p e n i i a i e r m J P e ~ s e o a r a ~  
k e p P d a N ~ .  

5. N u M b s h ~ ~ ~ ~ ~ t k e R d i r i , r m t u k  
meny* *-tP usaha yang, d-Yd dewan 
f k i s m u l M - b ~ I t \ L m ~  
pa& tiaptlap bulan, a e h n b a e l a m ~ a  pa& hari k 
Ilmabulanberihrtnya. 

6. Bank berm dan dengan hi mengibw dfri untuk 
m e l a l r u l r a n p a r i h i a n b r m k r l l a l a s ~ u s a h a ~  
dtafulean aleh Nmubah, 1 1 e h u h 8 ~ t n y a  pada hari Ire ................ SeSudahBentcmenerfmapBmi~usaha 
lersebut dad N%sebell disertaic?engan data vang hgkap. 

7. Apabila sampai hari ke ................, Bank tidalr 
~ k e r n b a t i ~ ~ ~ t k e p a d a  
Naeabah, aafra Bank dianggpp saeara eah Qleh men- 
s l e n ~ ~ y ~ g ~ s a d s h N a # b &  

8. Naeabah dan Bank bejanfl dan b g m  tnl salfng 
mengaatkan difi mtu aerhadep yaag ieth bahwa Bank 
h a n y e ~ = - v ? P w ~ - s i e n -  
propo&mal, maksimum d m m  Modal yang diberiken 
k e p f u h N m h l t h ~ c ~ ~ 2  

I 
Para pihak sebagai Musyarfk sepkat xnen@uk dan 
~ p h m  Naeebah pengeloia ueahnipmyek yang 
dtMayai ber~ema MU-), sebapimm ~ a e a ~  & 
rima pmmjdhn dan pmtapannya sebagei Mudha& 
temebutau\a: 

a, menuItljam dan/etau aseetmililr 
qrirM dn/aiau m- y q  d.pt 
menimbunten beban tang- pada eyfrlrah atau 
Bank; . 

~ = g  af -8.- a- K ~ \ ~ s  hh 9 \ diperl* pelwglm tertulls darl Bank, 

PEMBAYABAN KEMBALI MODAL DAN 

~ C A N B M K  



2 Setiep pemkryaran kembeli oleh Nasabah kepsda Bank 
a t a s M o d a l y a t r g ~ B a n L d i h k u k m d f K f m ~  
Bank atau di Bempat &In yang dhmjdc Bank, atau &- wd rCbbCning y* &.& hw 

nama N-bah di Banlr. 
3. Dalam hat penhayarm ditalrulran d t t i  deadng 

NaeebehdiBsnlr,meksdengmWN~behmembdkm 
kuasa yene tldalr &pat berakhir lmem &bebnb yeng 
di* delam p a d  1Sts h b  U*-UW 
Hukum Ferdete kepada Bank d mendebet rekehg 
N ~ s ~ b a h  g u ~  membayar/melutrPsi kewajhn Naeabrrh 
lcepada- 

4. ApaMa Nasnbah membayar Lembati a h  m$unasi Modal 
Yang difaailiteei deh Bank lebih awe1 dari wakkr yang 
di- meka tidek besatti pembayarsn k d m t  
aken z#wn&tpars &u l t m p m g i  bpgian Qari 
vh=w- Yaw w h d  
mbP~tslahdite(apkmd0lPmPar)slrfianini 

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK4AJAK , 

2 Delam hal Nasabah ceders jwqi t k u  nseiabilcen 
~ ~ / ~ ~ u t a n g n y a t c e p a d a ~ ~  
Bank perlu menggruralran jeest Pemdat Hukum/Kuesa 
untuk~gihnya,hN~beh~dRndengantni 
~ h d t r i ~ u n a u l c d y a r s e l u r u h ~ a j e s e  
P-tHulamG)ssapenagbratl,daniasajesa- 
yangda*dibuktikendengpnp.hmsmuuthulmm. 

4. N W b a h ~ d a n ~ M ~ d t t l , b a h r n  
--P -P polmsm yang - oleh pere& 
Pt==iw--w!v Yearg bef-, - 
pbaytimnnya al&Nwlbsth lR&lul Bmk 

Paul 10 

JAMINAN ' 

1. hbpnbdi.km s e l d  jumlah poW Modal berikut 
@pa-/ --lP - dengien 

Nisbah pada sset jetuh tennpo seba- diietaph 
padaBedtaAcarayangdikkatkanpadaden~ 
yang menyangkut N-bah maupun usahenya 

1 3, Medebash sehvuh harQl kekava~ mil& Nesabah dari 

4 -h dan ~embu- 
aecare jujur clan benar dengen idlrad bdk dalam 
pem-- 

6, M e t 1 ~ ~ ~ B e n l r e e t i a p d 0 k u m e r 4 ~ b h n  
dan/afau bzmgan-b- yang dimink t h k  
kepada Neaabah. 



7. Mergalankan ueahanya memuut --ke!tenw atau 
d d a k d a h y a ,  tidak mYimpang atau 
dengan WP- - 

P e s j  11 
PEBNYATAAN DAN PBNGAKUAN NASABAH 

~ e e a b a h - ~ m & d d e n p s e b e a e F  
benamya m a  menjamin hpada -bepi Bank ~enerhna 
pemyataan den penga%uafi Naeabah, bahwa : 

1. Nmbah adalah -Badan Useha yang tunduk 
pada hutrumNegaI8 ~ ~ I l l d ~ ;  

2, Pada eaat ditandaimpi h j a n j h  ini Nasabeh tidak 
sedang mmgaWm, nmjmfn-kan dan/ai?iu mmbad 
kuarwkepadaarangfnfuntuk~dan/atoumen- 
jamidm etas sebegian atau seluruh dari hadanye, 
lermmuk dm tldak twb&tlvl pdrr flutang w a i 4 u  dnm 
-4 tMak delam - - berseng)lera, 
gugrrk-mt 4% mkfl mu 4 lw hh@l m h  
atau arbittase, berutang pade phk  lain, didid& atau 
d i h h t  oIeh p h k  yang berwajlb, baik pada saat ini 
ataupun dahm mesa penundaan, yang dapat 

at&, keadam kemgan, dm/atau meng- 
#Pww-ya-N- 

3. Nasabah~searaperizinenyaneberlakuuntulr 
--a; 

4 ~orangyangberhdakuntulcdanatasnameaerta 
rmewaMi dm/atau yang diberi kuasa ofeh Naeabah adalah 
mh dan bemmang, tidak dalam t&mm atau 
Fk-- pthatc -plin 

5. Naeabeh mnghbhn Bank pada saet ini dam untuk 
selanjutqa sdama her- Pe+njhn untuk 
meaaeuht aempat usaha dan ternpabbempltt lain yang 
berkatten den%gn usahe Nasabah, =qpW 
ptsw- €eriudrrp ~b~ * I M O %  
tramaw, Wdan/ntnu k$atRn htrmya. ynng bdcmitm 
~ u s a h a b e r d a s e r l r a n ~ i n i ~ ~  
maupun tidak bgmmg. 

PASAL l 2  , , 

PBRf!mwA mmA JANJr ., .> ' ' 

~ T i m p a n s d . . i ~ ~ p r l Z ~ ~ ~ 8 . n l r  
berhpk untuk m e n m t u t / ~ ~  pembnyorpn dari No~pbah 
dan/aiau eiepapun jugi mrmperdeh hak -a, ias 
sebagian ateu eeluruh jumleh kew4iban Nasebah kepada & 
~ ~ i n i , u n t u k d i b a y a r d e n p n s e ~ d a n  
sefseligue, mpa dip- &ya surat p e m w w  sure, 
aeguran,a~lusuratla&mya,apabi&&jadisalahsatuhalatau 
peristiwa twe~but di bawah ini: 

1. Masabah ddak melaksanslw pemayeran atae 
kewajhmya lrepeda Benk seeuei dengan saat yang 
d l m p h r t n W ~ 2 & ~ 6 P ~ I # l t  

2 Dokumen, surat+wat bukti Repemfliftan atau hak leinnya 
atae berang-baran8 y a q  dijadhn jmnhwh/ateu 
pemyataan pen&uan sebegaimana h b u t  peda Pasal 
l l ~ i n i ~ m p & u a u u ~ ~ ~ ~ ~ r ,  
&/am Nutabah Inelrrltulttur perbutan yeng mdmggm 
mu ~ r n l p n  d o n p  PSI# seh hel y @ q  &Wd=l 
dalam P d  10 dan/atau Peael 13 Peajmjh in$ 

& Sebagian ahu sehuuh hh kekayaan Nambah dMa OM 
PwP*- pihslryengb=v*b; 

4 Nasabah berlcelakuan sebegai pemboros, pemabuk, ditaruh 
di bawah penpnpunn, datam keetiaan inaolvensi, 
dinyatakan pailit atau dibkddd 



2 Melakukan p e q p l h n  ueaha dengan care epapm, 
tennarmk dsn bldaA aerbatas pada melakulcan 
peng@un&an, konrmlidasi, dan/atau akubfsi dengan 
Pimu; 

PENGAWASAN DAN PEMEUKSAAN 

B M k a t n u K u & a a n y a ~ u n t u k m c l a k u & m ~ ~ ~  
~ataspembukuan&anjelannyapengelolaanusaha 
yang dibilitasi Modal okh Bank berdasar)can Peiarrjian ini, 
serta hal-ha1 lain yang berlcdan lanpung atau tidak 
dengmnya, t e m m d  dan tIdak mh~m pdtl p W t  
fotokopinya. 

Naaabah berjanji dan dengan ini mengikadran d m  untuk 
menutup aswmi berdesPr Syariah em bebwnya t d d a p  
s e l d  bamng yaug menjadi jaminan bad Modal bedawlcan 
Peiargian ini, pada perusahaan eeuranrei yang ditmjuk oleh 

/ 

1. Dalam hal terjadi pertn?daan -pat atau penafaitan atas 
hPEhnl yang tmantum di dalam Swat Perjanjii M a m  
hjadi pemehihm aiau Sengtreta dalam pefaksanearrnya, 

maka pare yihak sepakat untuk menyeledamya 'seam 
musyuwamh untukmubbk 

Apabila musyawamh untuk mufakat kbh d i u p a ~ h  
mmun perbedaan penclapat atau ~~ pemdidw 
amu wn&w tidak dapdt W m  akh kwlua bdfh 
pihak, make pare pihak W t  den hp inf hihi 
serte mengikatken diri untuk m e n y e h d m q a  d a h i  
Ba& Arbmw M-f Jnd- 0 lwnwut 
P y a S e d u r ~ y e t r g b e r l e t i u d i d a t a w B e d a n m ~  
m h A  

; 3. Para pmek sepalcat clan deqpn M xnqtkatkan did satu 
4?rhadap yang lain, bahwa @pat hukum (legal 
opinion) dan/abu Puhrsan yang difetapken oleh bedan 
Arbitrase M d t  Indc#r%aia &mebut M a t  final don 
~ ~ e n g h t  (W and bhdq). 

DOMISILI DAN PEMBRXUTAHUAN 

alamat &lap dan tidak berubah bagi masing-maeing pihak 
yang bemangkutan, dan lce alamat-alamat itu puIa secara 
sah @ swat-menyurat atau lcomundwii di antare 
kedua pittafs aken dihk&m. 

2 Apabila dalam pehksantm pe$a$hn hi terjndi 
perubahm &t, nutla pi€& yang berubah ehmatnya 
bmebut wajib rnemberi- kepada plhak hhp  

I ~ ~ a ~ w ~ u ~ c ~ y r w g ~ ~  
buktlpcnerimaan,ainmat~~, 

3. Selama aiQk ada perubahan alamat s e b e w  
dimaksud peda ayat 2 pasal id, make surat-me!nywat abu 
k ~ ~ ~ y ~ ~ k e a l a m a t y a r y r t a c a n t u f i  
pa& awal Swat Pajmjlm dhggap sah menunrr hukuan. 



1. ApabiIe ada hal-hal yang belum diatar atau belum cukup 
diahu dalpm Pe?plrlian hi, mPka Nasabah dan 6lenk akm 
mengatxvnya bemum eecare musyawarah untuk m&ht 
d a h  euatu Addendum. 

2 Tiap Addendum dari Per@@m ini merupahn mtu 
k e s a i u a n y a n g i i d e k ~ d a r i ~ i n i  

3. Swat prlanjian ini dibuat clan dilanda- oleh 
Nasabah dan Bank dl etas kerbs y a q  bertnaterai cukup 
dalam mngkep 2 (dud yang madng-mesing berlaku 
aebegai eelinye bagi k z n  masing-&g pihek. 

Pihek Pertama clan F'ihak Kedua eepakat dm dengen ini 
mengikadcan diri satu aerl\adep yang lain, bahwe uniulc 
Peian/ian ini dm seg& akibatnya memberhkukan syariah 
Islam. clan p e r a m  pemdang-mdaqp lain yang tidek 
bertentangande!ngensyfuiatb 

Demikianlah, Sunrt Perjmjh ini ditandatangmi oleh Nasebah 
setelah aeluruh kalimet dan kata-kata yang tearanturn di 
dalamnya dhca okh atau d i h d m  kqrada Nembah, 
sehhgga Nesabah dengan ini menyetakan, bener-beiw belah 
~ B t ? l u n r h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
dan hak yang tianbul kamanya, 

Patwa DSN N a W N - v ,  Tentang 
PanMayaan Musyarakah 1 

Pernyeiean $b dan Kebul harus d h p h  oleh 
pihak untuk rn- kehendek mereke z 
q d e k a n  kontrak (akad), d e n p  memphatllrtm 
W b e r i k P l t r  
e. Penawanm dan penerimaan harus secara elcsplisit 

m e n ~ t u j u a n  h k a k  (akad) 
b. Peherimaandaripenae-pedesaet 

kontrek 
c. Akad dituen* secara tertdb, melalui 

kore!qnmdensi, atau dengan menggudcen cam- 
~komarnlkasimbeem 

2 Phk-pihakyangbarkontrakhantscnkaphokumdan 
memperhatikan hal-hd berlkut : 
e. Kompeien dalam mc ' 'kan aiau diberikan 

-perweWlan 
b. !Map mitre hams menyediakan dena dan 

j d @ a m , a E e n s e t i e p m i t r a ~ ~  
sebagaiwakif 

c. Setiap mitra mmdiki hak untuk mengatur aswt 
m u s y ~ d a l e m p ~ ~ r m a l  

d. Setiap m h  memberi wew- kepade mitra 
yang lain untuk .men@& esset den masing- 
mesing dianggap belah diberi wewenq untuk 
zne* aktifitas marsyaraleeh d e q p  
mempmhatbn kepentingan dtranya, tanp 
melakukpnzrelplpiandanlresalahan~ 
di-w!i& 

e. Seorang miha tidak diizhbn untuk mencairlran 
atau dane unhrb 
kepedngannyasendiri 



b. Kmja 
1) P M W  pata - ~ f h n  P-iPn 

-*-petaksanaanmusyarakah; 
e l r a n ~ p i ~ p o l s i k e r j a b u k a n b h  
merupakan symt Seotang miha boleh 
melasane l ran~ leb ihhyekdentyq  
laimp, dan d a b  frat ini ia bow naemrntat 
~keunnmptan-baeidfrinyp 

2 ) G e t i e p m i b a ~ * d a l a m  
musymaknh a h  namn pnkdi dan wakit 
dad mitranya. Kedudukan mashg-maeing 
d f h m  0W-i-i kerfs haus - 
aalamltonlmh 



p m a h a n  dari instansi 

Caashsn: 
'I ' oleh pihak yeng sah dan ben*enang sesuai AWART pensahaan. Dahm hal kuasa Direksi hws mdampLkan Surat Kuasa bemetmi. 
*) W=addn rm*at * d . s i p u * . o ) a k m a t a u  SlWKapabiIapnUrmdilakukahdeh Pmohm-sendii atai konhktor 

badanusaha - -- W k a t  kebampihn keja dan &#&at keahllan kefja apWa pembangunan djdrukan OM konbakh perwagan. 
Sesuai dengan t%ckksf tersebut diatas, dengan hi pr#mohonan m y a m  yasa giya lengkap untuk diajukan ke KPK - /' 

knqetahui Checker Analis 



WK Kombulcsi dapat diiberikan kepada f b g d a g  dengan pendekatan skab 
keanuhan modsd kerja per pro* yang sedangMwr segera dbjakan atau skda 
k&utuhan modal keija penaahaan (menyeluruh). 

PMK Komtruksi untuk pendanaan skala kbutuhan modal keija peruwhn hanya 
dibeiikan frepecta yang $tab menjabkan fungsi sefmgai rumah', 
yaitu pengembang dengan aktifitas produkdkegiatan usaha berlangsung bumemus 
dan -an. 

2 PEMWQNPEMMYAAU 
Pemohon PMK Konstruksi adalah bdoper@eqernbang p m a h a n ,  baik berbentuk badan 
usaha seperti P e m m  Terbatas, K-, CV maupun Pemmgan yang berpengalaman 
s e b a s a i P w = - w P - - n ~ - ~ ~ ~ - - p e m a h  
menjadi pengurus (Weksi atau Kom&nis) pada pet.Lisahaan p p t n b a q  selcurang-ku~ya 
S- 1 (-1 dengan baiJc (W ymg dibangun direspon 
p a s a r ( m m b a i k d ~ j a c a - ~ - - -  
pembiayaanBank,maka~~~pembiayambennasalah.  

Maksimurn . . .  yang dapat dtberikan untuk PMK Konstruksi dapat diberikan 
~ya80ndariRebu$rhanpendanaankonsttuksl. 

PMK K W M  Y ~ I  dm diberikan ~~ Bmhm Pew'mrn R!WWXR$Y~ . . .  -. -. -,.-.. . 
sebesar Rp 1 .500.O00.'O00,- (Satu mar lima ratus juta  pia ah). 

4 SlFATPEMBlAYAAN 
PMK Konstnrksi beMat non rewlving. 

Nibah bagi hasil d i i  sesuai hasil analisa usaha yang d i i  deh pihak Bank dan 
d~sebjtii NasabaR m a n  mengguneRan mbde m w m  shmhg. 

Biaya~y8 f tg thnbu lda lam~usahamen jad ibebanNasabah ,namun  
Bank mempertbnbangkan pemberian ~'3WakuanlPenghargaan pew- 
USahayangdilakukandehNasabah. 

M h n g a n  bagl hasil berdassrkan kesepakatzln antara e)ank clan Nasabah dengan mengacu 
kepada antara lain prow ants kas (cash flow). 

Penentm m y a  nisbah (bagi had) man memperhabikan msi ekommi dm had 
akhu ymg bersaing dibandingkan dengan tingkat bagi hasillbunga industti perbankan 
unlukusahayangsejeni!3. 

kbhmbatan pmbayaran nisbah danlatau angsuran pokok dikenakan denda dalam n i e  
nominal dan se?ara chgan 0,000667 per had dhlkan jundah tunggdm (pend@m ini 



adalah peneEapsn denda b2ir yang dcsudnya den& yang dikenakan kepada nasabah 
dengan hrjuan rrntuk pembinm. M y a  dana ini drm di abkashn pada dana sosial). 

PMK Konsbuksi dapat diberikan mdahal selama r#alrtu 24 bulan (2 tahun) dan 
dapat d i i j a n g  berdasarkan ketxftuhan usaha Nasabah, setelah adanya permohonan 
te&&~ dari N a m b h ,  jmt petbmm Na&& mendukung dan telah di analisa 
kelayakannya oleh Bank. 

7. BIAYA REAUSASI 
Biaya A d m i n i i  : 

Untuk sebjap pembetjan pemMayaan baru, kepada Nasabah diienakan 
pembeb;mnan biaya administmi sebesar 1,5% dari plafond pembiayaan yang d i i k .  

Untuk papanjangan jangka waktu pembiayaan diiakukan pembebanan Mya  
~ s e b e s a r 1 % d a r i s a l d o ~ d e b e t d a n ~ t a r i k y s r r g ~  
@ha ada). 

~ ~ n u n c u l ~ d e c g a r ~ P M K K P n s l n * s D ~ b i a y a ~ ~  
biaya penilaian agunan, biaya pengWan agunan, biaya asuransi dan biaya lainnya 
rnenjadi beban Nasabah. 

8. TATA CARA PEWRIKAN EMRIAYAM 
Tab cara penarikan PMK Komhhi adalah sebagai berikut 

Penarikan pertma maksimum sampai dengan 40% dari malcsimum pemtnayaan 
(plafond), dengan s](arat tanah bkasi pmyek telah dknatangkan dm siap didirikan 
bangunan, sata blah ada agunan atss nama Nasabah yang &I& diikat secara 
sempuma sesuai kdentum yang berlaku. 

Penarhn dmjutnya dapat dibkukm setelah adanya pemdman BerMis dari Naanhnh 
~ p r o s e n t a s e ~ p r e s t a s i f l s i k p r o y e k ~ ~ i ~ - p e n a r i k a n  
pertama &el& diirangi 20%, derrgan jumlah yang dapat d i i  adalah sebesar 
prosentase kumulatif prestasi fisik dikurangi dengm pmentaw kumubtif penarik;m 
setelah dikurangi 20%. 

Penarikanjugamengacukepadaproyeksianrskas(cesh~. 

9. TATA CARA PENGMllBAUAN M Y A M  

Pembayaran kembdi PMK KonsWd Umum dilakukan derrgan cara d i i  dari hasil 
p e n j a  tiap unit plloduk (rumah, Nko dl9 yang d i i  PMK Konsbuksi Umum atau 
sumber pngemWwn lahya yang d i m  oleh Bank dan Nasabah, derrgan mlai 
pemokmp -ya proporsbnal sebesar konbilwsi (she) Bank ddam 
pendanamyaatausejwnlahBertentuymgmenjaminb$rwapemMayaan~h~ -- 
sebeium ~umber perrgembalian pembiayaan yang disepamti habis. /'- 



Pembayaran kemba8' @okok dm bagi basil) dildtsanakan jadwal berdadcan 
kesepdratandanlatsnrmekanismelainyang d i i a t i .  

Pembayaranangswanpokdkdibkukan~carasbb.: 
Pembiayaan berjangka waklu di bawzh satu tahun 

Pembayaran pokok pembiayaan man jangka waktu kwang dari satu Mun 
dapat dibkukan pada mat jatuh  temp^. 

Pemb&pm berjangka waktu di atas satu tahun 
M h y a m  pd(ok pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tdhun wajib 
diangwr seafa propordorral--selama jangka waktu mayaan .  
yang - dewn proparsional pembayarm angswan s e d  m 
anis kas (net cash Mbw) dai usaha nasabah. 
A p a b i k N s s a b a h ~ ~ ~ m e t u n a S i ~ M u s y ~  
KmstnW~diberikanoiehBanklebihawlaldarijangkauvak81darJatrw~ 
tempo, maka pembymn tembut tidak menghaprskan aQu mengwangi bagii 
dad keunbgan yang menjadi hak Bank atas share yang d i  OM Bank 
unluk sum pmyek sesuai dengan nisbah sebegaimana yang Bebh dTBetaplcan, 
kecuali dkpakati lain oleh Bank dan Nasabeh berdaparkan p m d u j m  Kanb 
Pusat. 

la. AGU#A#.-vAA# 
Pehberian PMK Ko&uksi wajib dijamin dengan pen- bamg a g m  deh 

Nasabah. 

TanahdmBgngrtnandikarpmy&pennnahanyangdibiayai,baikyang~ 
akbjva pxbldif wyek perurnahan lain) abu aidiva Map binnya (tanah dan 
bangwran kanbr, ~ m a h  pribadi pengurus dm lain-lain). 

Bamg Wnan berupa tanah wajib diikat secara sempuma pembebanan Hak 
Tangg ungan. 

Pada mat pemberb, plafond pembiaysan wajib dijamin oieh agmm sekurang- 
~ ~ 1 3 6 9 6 , d e c l g a n d i n # # l g k i n k a n ~ R t a k S i R W R )  
samDaimanmdMwB~~m~qmdmundan 
diiayai pernbiayaan, namun d i i  untuk sejumlah rumah yang akan 
d i k e m b a r r g k a n p a d a - ~ a p ~ ( - s i k k f f - l -  
Selama~wdrtupembiayaan,secammyusddobalddeeea* 
dijmin oleh riil a g m  -ya senilai 135%. 



I 
Bank wajib melakukan moniewing secara kantkryu atas pembiayaan yang diberikan. 

MoriMhg madap perkembangan penjualan temasuk diddamnya 
mengm- m a  jumtah produk t-, ruklJ m m, 
m a n  omz#t penjualan dan perlcembangan nilai tagihanlpiw 
Nasabah kepada para konsumen. 

hrloniing tamadzlp perkembangan fisik proyek sekurang-kumgnya dilakukan 
sekali dalam 2 (&a) Ixrlan. 

Monitiwing tern* - - 
dilakukan sekali dalam 2 (&a) bulan. 

aselarrang.lrurangnya 



l . P e R n d w w r a n d i s a m p a i k a n ~ ~ ~ b e n $ t k s w g t ~ ~  

I 
dit#lbatarrgarrioleh Pemohon. UntukP%motum yartg berbenhrk badan mhal baik yang 

I kbada hulatm mtpunlidak berbgdan hukum, m a k a s w a t t e m M ~ d e h  
I p i h a k y a r r g ~ d a n b e m a r r a n g - ~ - l A B Y ~ - ~ ~ C m  

m a a n .  

2.1.1.5. ljin seperti : SIUIK, SIW1 TOP, SITU, atau perijinan &in yay 
--derrgarr;m==-m 

21 -1.6. NPWP Pemohon. 

2.1.2.1.ljin (ahanftanah untuk penanahan dari hstansi 
y m j ~ - - m - * ~ ,  m m  
Pspak-Tandr,ljin-T'@- 
pwm-=T-h@. 



212.7.Tanah kkasi perurnahan yana dilararai oleh ~enwanaan yang dapat 
dimohkan pendanaan PMK lhslruk, hanva WbaW Dada tanah vang 

atauKelmmml . . 
UNS 

2.1.2.8. Permohonan PMK Konstruksi untuk pendanaan Proyek perurnahan yang 
pmgwam tanah bkasi pro@ deh pihak ketiga (mitra ke$sama 

- 

P e m o h o n ) , ~ - l e l l a i i t e s m ~ - -  
sebagaiberilcut: 

2.1.2.8.1. & W h  Keriasama (PKS1 notariil, d a t a  hak 
tanah dengan Pemohon untuk penpbbn tanah tambut - 
menjadi proyek w, yang jelas nmcmbmb 
hak, masing.maskrg WJ larrgka 
~ p e j a n j i a n ~ k e s e p a k a f f a n ~ k e u n h r n g a n d a n  
mmpgmbeyaran. 

2.12.82. b~'@)h Kerlasama pihak V m  dan 
atas tanah Mad Dllovek tersekR membuat 

~~varwrisknramemberikan~keuadaPemohon 
~ ~ k a ~ d a ~ ~ ~ .  
yaituJml@ti: K u a s a ~ P e r # m a r r ( " a k a ~ ~ ~ ~ P K S  ". 

1. Kuasa lknlbmm. Kuasa 
Meniual. Kuasa M i  dan K m  fkmurus Pemecahan 
dan Balilarama WMikat 

2.12.9. Copy SPPT-P8B tahun hkhk  alau s8!u txrhun sebehnya, atas Eanah 
kkasiproyek. 

219.10. SwatkebmganbebashsRjiTya~dieerbitkandpihakyangsahdan 
mmilkawBWyBkmmmdMlk~ 
untuk meqdami banjjr, maka s u e  kdemga d i i  clapat diganti 
man--an~Proyekyangm- 
dhmksud dan dibWagm *-KepalaCabang* 

21211. Hasil test kekyakm air tanah akbemh Wukkonsumd daai 
JaboraWurn yang d i i i  kompekmhya yang menyatakan air tanah 
layak dan aman unhdc dikcmud dad atau Swat Keterangan dari 
perusahaan~~(PDAM)~wmenyatakan-- 
suplaiairbersihkekkasiproyek. 

2.1.2.12.  rat Ketmngm dari PLN yang menyahakan W a a n  memberikan 
supbjdayalistrikkelokasiproyek. 

2.1.2.13. Swat R e k W  Mengenal Dampal( Ungkungan (Amy, jika- 
diperlukan. 


